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The report at the end of the grant period should contain a complete financial
statement and a narrative account of what was accomplished by expenditure of the
grant funds, including a description of the progress made toward achieving the goals of
the project for which the grant was awarded. The financial statement should, in
accordance with the provisions in the attached approved budget.
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materials connected with the activities financed by this grant.

The Foundation will include information on this grant in its periodic public
reports.

If this letter and the attached budget correctly set forth your understanding of
the terms of this grant, will you please indicate your agreement to such terms by
returning to the Foundation one copy of this letter countersigned by you.

In all correspondence concerning this grant, please refer to the grant number
designated on the first page of this letter.
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sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan tidak mungkin dilakukan oleh Kantor The
Toyota Foundation di Tokyo, karena kewenangan mengubah jumlah alokasi dana untuk
seluruh program ini hanya ada di Rapat Dewan Pengurus. vang baru akan bersidang tag
nanti sekitar bulan Maret 1999,

Melalui surat ini kami meminta  maaf atas kemungkinan timbulnyva kesulitan yang
discbabkan oich peiubahan nilai tukar rupiah tersebut.  Kami menghataphan pengerian
Anda karena kami tidak mungkin mengusahakan penyesuatan pada saat ini.

Akhirnva. kami ucapkan selamat bekerja.
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ABSTRACT

This research is intended to understand legal reason-
ing used by the judge of the court of first instance
{(district court), to settle the dispute on the inheritance
of “harta pusaka tinggi” existing in Minangkabau people of
west Sumatera.

The research method used for this research 1is case
approach, because the characteristic of this research is
“normative” or “doctrinal”. The main legal material re-
searched is the decisions of the judge of district court in
settling the dispute on Iinheritance of “harta pusaka
tindgdgi” that’'s gotten from some courts in jurisdiction area
of west Sumatera.

The analysis is done concerning juridical judgement in
each of the decision.

The result of the research has pointed out to us that
not all decision of the judge are based on the principles
of Adat Law prevaling in Minangkabsu people of west Suma-

tera.

key words : - the decision of the judge
- inheritance

~ pusaka tinggi




RINGEKASAN

Pengadilan Negeri merupakan salah satn peradilan
negara yvang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan seng-
keta dalam masyarakat, dengan tugas pokok menerima, meme-
riksa dan mengadili sertsa menyelesaikan setisp perksara vyang
diajukan kepadanys <(pasal 2 ayat 1 UUPKK). Dimana tugas
pokok ini baru terlaksana jika ada pengajuan sengketa oleh
pihak yang bersengketa ke pengadilan.

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan adalah ke-
mauan pihak vyang bersengketa, bukan kemsvuan pengadilan
sendiri. Dengan demikian bekerjanya pengadilan tergantung
pada masyarakat, dalsm hal ini ada keterkaitan antare hukum
dengan masyarakat, sehinggs pengadilan tidak bisa dipisah-
kan dari kehidupan masyarakat tempat pengadilan itu berada.

Pada masyarakst Minangksbau yang ada di Sumsters Barsat
dikenal adanya harta pusaka tinggi, sebagai salah satu
harta pusaka yang dapat diwariskan kepada snggota kaum
secara turun temurun, menurut alur perempuan (dari ibu
kepada anak) yang tidak boleh dibagi-bagi dan dijual.

Dalam kenyataannya sekarang harta pusaka tinggi ini
banyak yang sudah dibsgi dan dikuasail oleh anggota Kkseum
secara pribadi, karena perkembangan kehidupan sosial dan
ekonomi yang terjadi dalam masyarskat Minangksbsu. Hal ini
menimbulkan sengketa diantara pars anggots kaum itu sen-

diri, maupun dengan anggota kaum zstau pihak lainnysa.




Menurut hukum adat Minenghksbau, apabila terjadi perse-
lisihan atau sengketa mengenai hak waris dari harta pusaka
tinggi, ini dapat diselesaikan secara musyawarah bertingkat
mulai dari kerspatan kaum, kerapatan suku terakhir di ting-
kat nagari melalui lembaga KAN.

Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa waris
harta ppsaka tinggi ini bukan saja melalui lembaga sadat
vang adsa, tapi jusga bisa diselesaikaﬂ_melalui lembaga PN.
Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku, dapat dilihat dalam Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, pasal 3 ayat 1, pasal 14 dan pasal
27 ayat 1 UU No. 14 Tshun 1970 dan pasal 164 HIR/284 RBg.
Di tingkat daerah hal tersebut dapat dilihat dalam Perda
Bo. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagail kesatuan masyarsa-
kat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat dan SE Ketua PT
Sumbar No. W, 3D.A. HT. 04.02-36833. Putusan yang diambil
oleh lembaga adat adalash sebagai dasar dan sebagai salah
satu bukti bagi hakim dalam pemeriksaen di PN.

Untuk mengetahui dasar yuridis yang digunakan oleh
hakim~hakim Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Barat
dalam memberikan keputusannya, terhadap sengketa harta
pusaka tinggi, maka bahan utama yang diteliti adalah per-
timbangan-pertimbangan yuridis dari putusan-putusan hakim
vang ada. Putusan-putusan ini diperoleh deri empsat Pengadi-
lan Begeri yang ada di wilayah hukum Sumatera Barat, yaitu
Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Payakumbuh,

Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Pengadilan Pseinan.



Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan memsa-
kai pendekatan kasus, dimana pengolahan dan &analisisnys
juga dilskukan secara yuridis normatif.

Pada masing-masing PR di atas diteliti masing-masing 2
buah kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetsp,
bahkan sudah dieksekusi, sehingga kasus yang dianalisis
semuanya berjumlah 8 buah kasus mewakili kasus-kasus yang
sudah diselesaikan. Pemilihan 8 buah kasus di atas dida-
sarkan atas latar belakand sengketa yang berbeda, sehingga
akan diperoleh penyelesaian yang beragam pula. Eemudian
dari 8 buah kasus yang diteliti tersebut, dalam tesis
dianalisis 2 buah kasus untuk 1lebih memperjelas pockok
permasalahan yvang diteliti.

Kasus vang diteliti dibatasi yang diajukan ke pengadi-
lan sejak tahun 19889 sampai 1985. Pembatasan ini dilakukan
dengan pertimbangan supays putusan yang dianalisis sudah
mempunyal kekuatan hukum yang tetap.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak semus
keputusan hakim mengenail sengheta waris harta pusaka tinggi
mendasarkan pada hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Temuan di atas memberikan gambaran bahwa penyelesaian
sengketa waris harta pusaka tinggi di Pengadilan Negeri
belum semuanya menerapkan ketentuan hukum adat yang berlaku

pada masyarakat setempat.
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DAFTAR SINGEATAN

ABRI = Angksatan Bersenjata Republik Indonesia
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahsn

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga ssat ini
masih be:sifat pluralistik, artinya bermacam-macam sistem
hukum waris berlaku bersama-sama dalam waktu dan wilayah yang
sama pula. Hal ini terbukti dengan masih berlakunya hukum
waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris B.W secars
bersama-sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para
subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum
tersebut.

Di samping itu khusus dalam bidang hukum adat Jjuga masih
menunjukkan adanya perbedsan-perbedaan pengaturan hukum
waris, hal tersebut sangsat erat kaitannya dengan sisten
kekeluargaan yang dianut dan terdapat dalam masyarakat
Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, bilateral
atau parental, dan sistem kekeluargaan lainnya yang mungkin
ada sebagai hasil paduan serts vaerissi dari ketigs sistem
tersebut. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh,
terutama terhadap penetapan ahli waris, masupun dalam hal
penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.!

Pada dasarnya proses pewasrisan menurut ketigs sistenm

hukum tersebut di atas terjadi disebsabkan meninggalnya se-

1 Eman Suparman, Jntisari Hukum Waris Indonesia, CV.
Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 68




seorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekaysaan.

Akibat hal di atas, maka hukum wsaris yang berlsku di
Indonesia pada dewasa ini masih bergantung pada hukum waris
yang berlaku bagil yang meninggal dunia. Apabila yang wening-
gal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia
s8sli maksa yang berlaku adalah hukum waris =adat, sedangkan
apabila . pewaris termasuk golongan Eropa atau Timar
Asing/Tionghos, bagil mereka berlaku hukum waris Barat. Bilsa
pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama
Islam, tak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal, mereksa
mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris
Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongsan penduoduk Timur
Asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat
mereka.?

Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia
asli, selanjutnya masih harus ditentukan termasuk lingkungan
hukum adat yang manakah orang tersebut, sehingga dalam menen-
tukan pembagian warisannya harus diberlskukan hukum waris
adat yang mana, apakah Hukum Adat Batak, Hukum Adat Minangka-
bau ataukah Hukum Adat Jawa dsn lainnysa.

Pada masyarakat Minangkabsu sistem hukum adst waris
berkaitan erat dengan sistem kekeluargssn yang menitik hberat-
kan pada garis keturunan dari pihak ibu, yang dihitung dari

garis 1ibu, vyakni saudara laki-lski dan perempuan, nenek

beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempusan.

2 Hy Retnowunlasn Sutantio, Wanita dan Huoukvue, Alumni,
Bandung, 1979, h. 84-85
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Henurut hukum adat Minangksbau ada tiga macam yang meru-
pakan warisan yang diterima dari nenek moyang, yaitu
1. Sako (Gelar pusaka tinggi) ;

2. Pusako (harta pusska tinggi yang diterima secara turun te-
murun oleh suatu kaum yang bertalian darah menurut garis
ibu) ;

3. Sangsako (Gelar kebesaran di luar gelar ke Penghuluan).3

Harta pusaka tinggi di Minangkabuau merupakan harta suatu
kaum secara turun temurun yang diurus dan diwakili oleh Mamsak
Kepala Waris di dalam dan di luar pengadilan.

Dasar hukum waris mengenai harta pusaka tinggi di Mi-
nangkabau bermula dari pepatah adat Minangksbau, yaitu Pusaka
itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan.
Pusaka itu bisa saja berupa gelar (szko) dan bisa berupa
warisan harta (materiil).

Harta pusaka tinggi yang ditinggalkan pewaris tidak
boleh di bagi-bagi oleh yang berhsk. Setiap harta vang telah
menjadi pusaka selalu dijaga sgar tinggal utuh, demi untuk
menjaga keutuhan kaum kerabat, dengan mewariskan pada kemena-
kan berikutnys. Disini yang berhak memiliki warisan adslah
kemenakan perempuan, sedangkan kemenakan laki-laki hanya
mempunysi hsk mengusahakan, dalam pepatsh adat disebutkan
warih dijawek, pusako ditolong (waris diterima, pusaks dito-

long). Maksudnys ialah bsahwa sebagsi warissn harta ity

3 Idrus Hakimi , Sako, Pusako dan Sangscko MNenurut
Adat Minangkabau, Biro Pembinaan Adat dan Syarak LKAAM Tk.I
Sumbar, 1979, h. 8
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diterima dari mamak, dan sebagal pusaka harta 1itu harus
dipelihara dengan baik.?

Dalam perkembangannya ternysta harta pusaks tinggi ini
sudah tidak utuh lagi dan banyak yang dibagi-bagi oleh angdgo-
ta kaum, bahkan pembsgiannya ads ysng tidak sesual dengan
ketentuan hukum adat yang berlaka. Menurut Herman Sihombing
hal ini disebsabksn oleh karena masyarakat Minangkabaun mengsa-
lami perkembangan adat sedemikian rupa, yang antara lain
disebabkan oleh faktor-faktor sebagsi berikut

- pengaruh ekonomi-uang vang telah memasukil hampir seluruh
pergaulan hidup di desa dan nagari ;

- tugas dan pekerjsan anak kemenakan yang lepas dari pengawa-
san dan lingkungan suku, ksum dan nagari, menjadi pedagang,
pegawai, merantaun ;

- anak buah satav anak kemenskan yvang karens pendidikannya
menghendaki bentuk dan corak yang lebih serasi baginys ;

- perpindahan ;

- kehidupan suami isteri dan anak-anaknya semakin mantap dan
menetap, baik di dslam maupun yang berada diluarnys ;

- fatwa dan sjsran agama ;

- perbauran dengan suku-suku lain ;

- berubshnyvas fungsi dan kedudukan Rumah Gadang, vang psada
dewasa ini menunrut penglihatan kami semakin kecil adanya ;

- dibanysk nagari, terlebih diluarnys, vang mencoba. melepas-
kan dan tidak tergantung lagi hidupnya kepada harta pgsaka

- pengaruh faham dan lembaga-lembaga baru dalam nagari.

Dengan memperhatikan kenyataan masyarakat akibat atau
pengaruh faktor-faktor tersebut di atas, maka banyaknya
sengkets waris di bidasng harta pusska tinggi yang sesungguhn-
va tidak mengherankan. Perkembangan ini membawa kepada wajah-

4 A_A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebu-
dayaan Minangkabav, Penerbit PT. Pustaka Grafiti Pers,
Jakarta, 1984, h. 159

3 Herman Sihowbing, Pembinaan Hukum Waris dan Hukom
Tanah di ¥inangkabavu, Makalali, Seminar Hukum Adat Minang-
kabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 3
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wajah baru, hubungan baru dan penyesuaian terhadap hukum adat
Binangkabau, jika tidak arif menanggapinysa serta mendudukksan
secera tepsat, maka berarti secarsa sadar atsupun tidak turut
membiarkan atau memperbesar jurang sengketa dan perselisihan-
perselisihan antara anak kemenakan, yang akan menghambat
segala rencana pembangunan daerah Minangksebau itu sendiri.

Disiéi lain fungsi dan peran ninik mamak di Minangkabau
kini semakin berkurang. Perscalannya karena nilai-nilai adat
vang dianut semakin hari kian menyansut, akibat wmodernisasi
dan kemajuan di banyak bidang. Penyebab lainnya adalah pena-
tasan pemerintah desa dan hapusnya pemerintahan nagari serta
lahirlah sejumlah perundang-undangan yang secsara otomatis
nengurangi atau bahkan meniadakan kekuasaan ksaum adat (ninik
mamsak).

Selain itu gelar kepenghuluan di Minangkabaun disam-
ping merupakan kebanggaan suatu kaum, namun terkadang Juga
menimbulkan ekses yang kurang baik, bahkan mengundang terja-
dinya persengketaan terhsdap anggota kaum yang bersangkutan,
seperti sengketa harta pusaka. Timbulnysa penyalahgunaan
fungsi sebagai pemimpin adat dalam menangani permasalahannya
vang mengundang terjadinya banyak perkara tentang sengketa
harts pusaka tinggi di daserah ini. Faktor struktural masyara-
kat mengalami perubazhan yang cukup esensial, khususnya peran
mnamak vang selama ini sebagai pelindung keponakannya, beralih
dengan lebih memperhatikan kepentingan hidup keluargeanya.
Mamak dengan sewenang-wenang menjual harta pussaks, yang

sebenarnya untuk kepentingan kehidupan keponakannya, sehinggna




menimbulkan penderitaan bagi keponakan dan kaum yang harus
dilindunginya.

Di samping itu pensertifikatan tanah pusaka juga sering
menimbulkan permasalahan. Pensertifikatan tanah pusaka ini
biasanya dilakukan atas nama Mamak Kepala Waris (MEKW), dalam
hal ini b#nyak vang salah mengartikan atau menafsirkan bahkan
menyalah gunakannya. Dengan disertifikatkannya tasnah pusaka
tersebut statusnya berubah menjadi hak milik dari mamak vyang
bersangkutan, sehingga sering setelah Mamak meninggal dunia
harta pusaka ini beralih penguasaannya kepada isteri dan
anak-anaknya, bukan lagi pada kaumnya sendiri sebagai pemilik
asal. Bahkan ada juga terjadi bahwa kerabat sekaum berusaha
memperoleh hak warisan dari mamak turun ke kemenakan, dengan
berbagai dalih, misalnya pewaris dimodali oleh kaum untuk
menyekolahkan atau memulai usaha dagangnya.

Dari sekian banyak pengaruh modernisasi di atas yang
sangat besar pengaruhnya adalah peralihan fungsi dan peran
mamak kepada urang sumando (ayah). Kedudukan urang sumando
semakin mantap, karena yang tercipta dengan modernisasi
adalsh 1lingkup keluarga kecil sebatas ayah, ibu dan anak
saja. Sedangkan dahulu sistem kekeluargaan sangat luas sekali
lingkupnya, dan keseluruhan sistem kelusrga itu ninik mamak

mempunyal peranan yang cukup dominan.8

& Herman Sihombing, Kekuasaan Kaum Adat Makin Lemah,
Harian Singgalang, Padang, Minggu, 3 September 1989, h. 1
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Perebutan warisan ini dulunya diselesaikan melalui
lembaga adat yang bernama KAN (Kerapatan Adat Nagari}, dalam
perkembangannya ada kalanya penyelesaian secara adat melalui
lembaga KAN ini tidak tercapai, atau mungkin juga ada salah
satu pihak yang tidak puas atas penyelesaian dari lembaga KAN
tersebut, sehingga mereka mengajukan perkara tersebut ke
Pengadilén Negeri untuk minta penyelesaian selanjutnya.
Beberapa yurisprudensi hukum waris ini secara 1lebih 1luas
telah disampaikan Dr. Iskandar Kemal, SH dalam Seminar Hukum
Adat yang berjudul Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Metri-
lingal ke Bilateral.’

Dari struktur pewarisan itu, pertama-tama kesulitan yvang
timbul adalah untuk menentukan siapa vang berhak memperoleh
hasil atau siapa yang berhak menggarap harta pusaks tinggi
tersebut, karena anggota kaum sudah berkembang demikian
banyaknya bahkan ada vang sudah merantau sekian lama, sehing-
ga diperlukan ketelitian dan kecermatan hakim dalam menyele-
saikan sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi.

Hal ini tidak mudah diatur lagi karena pengaruh indivi-
dualisme telah berangsur-angsur mendesak sistem komunalisme
tradisional. Inilah yang merupakan sumber persengketasn vang
berlarut-larut dalam kehidupan sosial masyarskat di Minang-

kabau, yang kemudian menpengaruhi tingkah laku yang saling

7 Mochtar Naim, MNenggali Hukum Tanah dan Hukum Waris
Ninanghabau_ , Center for Hinangkaban Studies Press, Padang,
1968, h. 152-162

L 1]
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perkara yang lebih tinggi frekuensinya pada semua PN Sumbsar,
semenjak =zawan Hindia Belanda sampai dewssa ini. Bahkan
perkara pidana di desa pun banyak bersumber dari sengkets
masalah harta pusaka ini.8
Ini terungkap dalam beberapa kali penelitian yang dila-
kukan oleh fakultas Hukum dan Pengetahuan Masysrakat Univer-
sitas Andalas Padang baik melalui PN yang ada di Sumbar
maupun langsung ke Nagari-nagari, maka perselisihan dan
perkara yang timbul umumnya bersumber dan berada dalam per-
kara waris dan sengketa tanah. Bahkan banyak perkara-perkara
pidana, seperti pembunuhan, pengsnisyaan dan sebsgeinya, vang
sampai ke tangan yang berwajib staupun yang didamaikan oleh
ninik mamak di kampusng-kampung disebabkan oleh soal warisan
dan sengketa tanah. 9
Disisi lain hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menclak
untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang disjukan
dengan dalih bahwa hukumnya ;idak atau kurang jelas (pasal 14
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekua-
saan Kehakiman). Hskim adalah pengemban tugas dari instansi
penegak keadilan, sehingga tidak layak jika ia menolsk mener-
ima orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Ratio dari
pasal 14 tersebut berarti hakim itu dianggap mengetahui dan
memahami hukum.
Bila ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali
B A.A Bavis, Op. Cit., h. 159-160.
9 Herman Sihombing, 1868, Op. Cit, h. 2
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hukaom yang tidak tertulis untuk memutus berdssarkasn hukun.
Hal ini sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam
pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang UUPKK yang menyebutkan
bahwa

" Apabila hukumnya tidek atau kurang jelas, maka hakim

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarskat "

Dalaﬁ penjelasan pasal 27 UUPKK dinyatakan antara lain,
peranan hakim sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum
vang hidup dikalangan rakyat, dalam kaitan dengan tulisan ini
adalah hukum adat yang berlasku pada masyarakat setempat.

Ketentuan di &atas diperlukan, karena segala putusan
pengadilan selain harus nenﬁat alasan~a1asan-d£h'dasar putus-
an itu, juga harus memnat pasal-pasal tertentu dari peratur-
an-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertu-
lis yang dijadikan dasar untuk mengadili (passl 23 ayﬁt 1
UUPKK). Pasal ini ;eletakkan nilai tangdung Jjawab hakinm
terhadap putusan yang dibusatnysa, sehingga putusan itu memenu-
hi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan keman-
faatan. Disisi lain dalam kenyataannya, Undang-undang tidsk
selalu lengkap, karena sekali Undang-undang dirumuskan, maka
rumusan tersebut akan tetap tak berubah, meskipun masyarakat
berubah secara dinamis. Jadi rumusan yang ada pada pasal-
pasal suatu Undang-undang perlu penyesuaian-penyesuaian makna

dengan menafsirkannys menurut metode penafsiran tertentu.
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Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui apa
dasar hukum atau hukum apa yang diterapkan oleh hakim PN
dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi pada masya-
rakat Minangkabau di Sumatera Barat. Alasan inilah yang
mendorong penulis tertarik untuk membahas mengenai penyele-
saian seﬁgketa pewarisan pada masysarakat Minangkabau di
Sumbar yang dilakukan melalui PN, dengan mengambil judul
Putusan-putusan Pengadilan Negeri Tentang Pewarisan Pada
Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Kajian Yuridis

Tentang Sengketa Harta Pusaka Tinggi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama
disini adalah “"Apakah asas-asas hukum adat Minangkabau masih
dijadikan sebagai dasar yuridis dari putusan-putusan hakinm
Pengadilan Negeril mengenai senghketa pewarisan harta pusaka

tinggi di Sumatera Barat ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umun

Untuk mengetshui serta mempercleh pemahaman tentang
waris pada umumnya, terutams masalah pewarisan serta penyele-
saian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau di Suwmbar,
dan untuk melihat keberadaan dan berlakunys hukum adat

Minangkabau sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam penye-



lesaian kasus-kasus pewarisan yang ada dalam putusan-putusan
hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di
samping itu juga untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang
telah ada di bidang hukum adat, terutama di bidang hukum

waris adat.
b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah asas-asas hukum adat Minang
kabau masih dijadikan sebagai dasar ataun pertimbangan bagi
putusan-putusan PN dalam menyelesaikan sengkets pewarisan
mengenai harta pusaka tinggi pada masyarskat Minangkabau di

Sumbar stau tidak.

1.3.2 Kanfaat Penelitian

Mengingat penelitian ini menyangkut dengan putusan
lembaga pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa vyang
terjadi dalesm salah satu masyarakat hukum adat yang ada di
Indonesia, yaitu masyarakat Minangkabau di Sumbar, maka hasil
penelitian ini diharapkan akan menghasilkan konsep pemikiran
yang bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan
penegakan hukum adat oleh PN. Di samping itu sebagasi wmasukan
bagl pihak yang berkompeten dalam mengembangkan dan membentuk
hukum waris nasional, sehinggs hukum yang terbentuk menjadi
lebih efektif karena berakar pads sturan-sturan yang berlaku

dalam masyarakat.
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1.4 Tinjauan Pustaks

Pengadilan Negeri (PN) merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya,
kecuali undang-undang menentukan lain.10

Dalam perkara atau sengketa warisan, pengertian Penga-
dilan disini perlu diperjelias dengan berlakunya Undang-Undang
No.7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 UU
ini, disebuthan bahwa sengketa bagi mereka yang tunduk pada
hukum waris islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama, sedang-
kan bagi yang memberlakukan hukum adat atac hukum perdata,
maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

PN merupakan salah satu peradilan negara yang mempunyai
kewenangan menyelenggarakan peradilan untuk menyelesaikan
sengketa dalam masyarakat (pasal 50 UU. No. 2 Tahun 1988
tentang Peradilan Umum), pengadilan disini dipandang sebagai
hukum dalam arti lembaga (institution), untuk menegakkan
hukum dan keadilan.

Tugas pokok pengadilan adalah menerima, meperiksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya (pasal 2 ayat 1 UUKK). Tugas pokok tersebut dapat
terlaksana apabila ada pengajuan sengketa atau perkara oleh
pihak yang bersengketa ke Pengadilan. Dengan kats lain peng-
adilan dapat bekerja atau melaksanakan fungsinya menyelesai-

kan senghketa spabila digunakan oleh warga masyarakat.

10 1jihat Penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 2
Tahun 1985 tentang peradilan Umum.
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Pengadilan dibentuk tidak hanye untuk memenuhi struk-
,tur kenegaraan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan na-
._syarakat dalam mencari keadilan. Beda pengadilan dengan
lembaga penyelesaian sengketa lainnya adalah karena pengadi-
lan mempunyai kekuasaan mengadili, bekerjanya berdasarkan
prosedur dan putusannya dapat dijalankan secara pakss.
Ditetapkannya peradilan negara sebagal lembaga vyang
menpunyai kewenangan menyelesaikan sengketa dalam masyara-
kat pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk nengalihkan
perkembangan dan penerapan hukum kepada peradilan negara
sebagaimana yang diharapkan undang-undang (penjelasan umum
.angka 7 UU No. 14 Tahun 1970). Walaupun demikian undang-
undang tersebut juga menyatakan bahwe dalam perkara perdats,
penyelesaian sengketa melalui peradilan negara bukanlah suatu
keharusan (penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1870).
Dalam menyvelesaikan sengketa atau perkara adat yang
diajuksn ke pengadilan, Hakin tidak boleh mengadili menurut
perasaan hukumnya sendiri, melainkan ia adalah terikat kepada
susunan hukum edat, terikat kepada apa yang berkembang dan
tumbuh sebagai peraturan hukum (yang tidak tertulis) di dalam
masyarakat. Pada tiap-tiap putusan hakim menyatakan dan mem-
perkuat berlakunya suatu peraturan hukum. Apabila terhadap
soal yeng menjadi perselisihan belum ada peraturan hukunm,
maka haekim harus memberi putusan yang selaras dengan susunan
hukum adat, ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan
sosial (sociale werkelijkheid), yang hidup di dalam masysara-

kat. Jadi haekim harus benar-benar mengetahui sifat-sifat dan
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corak masyarakat di daerah hukumnya, terutama ia harus insyaf
akan jiwa masyarakat ity 11

Putusan hakim adalah swatu pernyatasn vang oleh hakim,
sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, di-
ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pars
pihak.12 Putusan hakim itu bukan hanya yang diucapkan di
persidangan saja, melsinkan juga pernyataan vang dituangkan
dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di
persidangan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidsak mempunyai kekuatan
sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan.
Konsekwensinya putusan yang dibacakan dipersidangan tidsak
boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). Sesuai dengan In-
struksi MA, dengan SE No. 5/19859 tanggal 20 April 1858 dan
Bo.1/1962, tanggal 7 Maret 1962, yvang menginstruksikan antaras
lain =agdar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan hsarus
sudah selesai. Surat Edaran ini dimaksudken untuk mencegsah
hambatan dalam penyelessian perkars dan mencegah adanya
perbedasn isi putusan yang diucapkan dan vang tertulis.

Hal ini penting, karena jika ternyata terdapat perbedaan
antara putusan yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang

11 Scepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,,
Pradnya Paramita, Jukarta, 1989, h. 88

12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,
edis) keempal, Liberty, Jogyakarta, 1983, h. 172
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sah adalah yang diucapkan, lahirnya putussn itu sejak diucap-
kan pada sidang yang terbuka untuk umum. Kalan 1inl terjadi
mzka untuk membuktikan perbedaan ini sulit dilakokan, maka
tepatlah isi SE MA di atas, begitu juga berita acara sidang
seyogianya harus sudah selesai sehsri sebelum sidang beri-
kutnya atau paling lams satu minggu sesudah sidang dan
setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah ada konsepnya.
Dalam literastur Belanda dikenal istilah vennis atau
disebut Jjuga voorlopig gewijsde (putusan sementara} dan ge-
wijsde disebut Jjuga wuiterlijk gewijisde (putusan akhir).
Vonnis &adalah putusan vang belum mempunyai kekuastan hukum
vang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, se-
dangkan gewijsde adalah putusan yang sudah mempunysai kekuatan
hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum
khusus.13
Putusan hakim harus memuat ringkasan yang Jjelas dari
gugatan dan jawaban tergugat, alasan dan dasar putusan,
pasal-passal serta hovkum tidak tertulis (pasal 184 HIR, 195
Rbg dan pasal 23 UUPKK).
Dalam pasal 184 HIR disebutkan sebsgai berikut
(1) Keputusan harus berisi keterandgan ringkas dan jelas
tentang gugatan dan jawabsn, serts dsssar alasan-szlassan
keputusan itu, begitu juga keterangsn vang dimzksud
pada ayat ke empat pasal 7 Reglement tentasng Atursn
Hakim dan Mahkamah serta kebijakuansan Hehakiman di
Indonesia, tentang pokok perkara, banyaknya biavas,

lagi pula pemberitshuan tentang hadir tidaknya kedus
belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu

13 rbid.,, n. 178
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sah sdalah yang diucapkan, lahirnya putusan itu sejak diucap-
kan pada sidang yang terbuka untuk uvmum. EKalau ini terjadi
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disebut Jjuga voorlopig gewijsde (putusan sementara) dan ge-
wijsde disebut Jjuga uviterlijk gewijsde (putusan akhir).
Vonnis adalah putusan vang belum mempunyai kekuatan hukum
vang pasti, sehingdga masih tersedia upaya hukum biasa, se-
dangkan gewijsde adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum
khusus, 13
Putusan hakim harus memuat ringkasan yang Jjelas dari
gugatan dan Jjawaban tergugat, alasan dan dasar putusan,
pasal-pasal serta hukum tidak tertulis (pasal 18¢ H.I.R 5Stb.
1941 No. 44, dan pasal 23 UUPKK).
Dalam pasal 184 HIR disebutkan sebagai berikut
(1) Eeputusan harus berisi keterangan ringkas dan jelas
tentang gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-slasan
keputusan itu, begitu jugs keterangan vyvang dimzksud
pada sayat ke empat pasal 7 Reglement tentang Aturan
Hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan Kehakiman di
Indonesia, tentang pokok perkara, banyaknya biaya,

lagi pula pemberitahunan tentang hadir tidaknyva kedus
belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu ;

13 7bid.,, h. 178
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(2) Dalam keputusan-keputusan yang berdasarkan pasda aturan
undang-undang yvang pasti, maka harus disebutkan ;

(3) Keputusasn-keputusan itu ditanda tangani oleh ketua dan
panitersa

Berdasarkan pasal 184 HIR tersebut di atas maka kepu-

tusan hakim itu harus berisi

a. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan ;

b. jawabsan tergugat stas gugatan ;

c. alasan-alasan keputusan ;

d. keputusan hakim tentand pokok dan tentang ongkos perkara ;
e. keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada

waktu keputusan itu dijatuhkan ;

f. kalau keputusan itu didasarkan atas suatu wundang-undang

ini harus disebutkan ;

£. tanda tangan hakim dan panitera.14

Sedangkan pasal 23 UUPKK menyebutkankan bahwa

(1) Segalsa keputusan Pengadilan selsin harus memuat
alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus
memunat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-
peraturan vang bersangkutan ataunu sumber huokum tak
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

(2) Tiap putusan Pengedilan harus ditanda tangani oleh
Ketua, Hakim Anggota yang memutus dan Panitera vyang
ikut bersidang ;

(3) Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusya-
waratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang
ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Putusan hakim ini mempunyail tiga kehkvatan, yaitu ke-

kuatan mengikat, kekustan pembuktian dan kekuatan ekseku-

14. R. Ssoesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan (Lengkap
disertai Undang-undang/Persfuran-peraturan Huokum Acara
Perdata, Hukum Acars Pidana Peradilan Usmum), Politeisn,
Bogor, 19889, h. 135-136
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torial atau kekustan yang dilaksanakau.15

Mempunyai kekuatan mengikat dalam arti, mengikat kedus
belah pihak (pasal 1917 BW). Kalau pihak vyang bersangkutan
menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan
atau hakim untuk diperiksa dan diadili, wmaka hal ini mengan-
dung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan
patuh pads putusan yang dijatuhkan serta akan menghermatinya.
Apa yang telah diputus cleh hakim harus dianggap benar (res
Judicata pro veritate habetur).

Kekvatan pembuktian yang dimiliki oleh putusan hakin,
karena sesuai dengan sarti putusan dalam hukum pembuktian
bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian
tentang sesusatu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.
Dengan dituangkannya putusan dalam bentuk tertnlis ysang
merupakan =sakta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapsat
digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak.

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan
belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itn tidak
dapat direalisir atan dilaksanakan. Oleh karena itu putusan
hakim mempunysi kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan wuntuk
dilaksanakannya apa yvang ditetapkan dalam putusan itu secara

paksa oleh alat-slat negara. Kata "Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” di bagian atas dari putusan (pasal

435 Rv jo pasal 4 ayat 1 UUPKEK) memberi kekuatan eksekntorial

bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

15 gudikno, Op. Cit., h. 177, Soepomo, Op. Cit., 1993,
h. 94-95
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Pasal 185 ayat 1 HIR dan pasal 196 ayat 1 RBg membedsakan
putusan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan
akhir/puotusan sels/putusan antara.ls

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu
sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan ter-
tentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (condem-
natoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif) den ada
pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir).

Sedangkan putusan sela yaitu putusan-putusan antara
yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan ter-
akhir, yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan per-
kara. Menurut pasal 1B5 ayat 1 HIR/196 RBg sekalipun harus
diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah,
tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sela
ini hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan per-
mintaan bsanding terhadap putusan akhir (pasal 190 ayat 1
HIR/pasal 120 ayat RBg).

Menurut penjelasan R. Tresna dalam bukunya yang berjudul
Komentar HIR, maka yang dimaksud dengan “"putusan yang bukan
putusan terakhir"” itu mungkin apas yang dinamakan interlocutor
vonnis, suatu macam keputusan yang tidak dikenal oleh HIR.
Mungkin Jjugs yang dimaksud adalah yang biass disebut provi-
sionele vonnis sebagaimana yang disebut dsalam pasal 180 HIR

vang telah kita kenal sebagai keputusan hakim yang segera

16 Soepomo, Op. Cit., h. 93-94
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harus di:jalankan.l7

Mengenai pelaksanaan putusan hakim menurut Soesiloc ada
angdapan bsahwa baru dapat dijalankan sesudah keputusan itu
memperoleh kekuatan yang pasti, yaitu setelah lampau waktu
buat mengadakan perlawensan, naik banding atau kasasi. Padahal
dalam pasal 180 HIR jelas menyatakan bahwa Ketua PN dapat
memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahu-
lu, walsupun pihak yang kalah membantah keputusan itu atan
naik banding. Masalahanysa apakah hakim boleh memerintahkan
menjalankan keputusan dengan segera tanpa diminta oleh yang
berkepentingan ? Di dalam HIR tidak adas ketentuan tentang hsl
itu. R. Tresna dalam bukunya “"HIR" menjelaskan, bahwa menur-
ut pendapat umum yang juga diikuti di dalam praktek pengadi-
lan, hal itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu dianjurkan
sebaiknya di dalam surat gugatan dicantumkan permintaan itu,
agar di kemudian hari tidak harus mengalami kekecewaan.l8

Isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada prinsipnya harus
ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika tidak ditaati
dengan sukarela, maka putusan tersebut dapat dijalankan
secara paksa.lg

Dalam perkara perdata pelasksanaan putusan pengadilan
17 R. Socesilo, Op. Cit., h. 137
18 1bid.

18 gubekti, Hukum Acara Perdata., Binacipta, Bandung,
1982, h. 124
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Dalam perkara perdata pelskssanaan putusan pengadilan
dilakukan oleh paniters dan Jurusita dan dipimpin oleh Ketua
Pengadilan (pasal 33 ayat 3 UUKK). Dalam situasi tertentu
pengadilan dapat meminta bantuan alat-alat kekuasaan negara
seperti polisi, hal ini tidak diatur dalanm UURKK dan HIR,
melainkan diatur dalam pasal 1033 Rv, yang berbunyi

" Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan
suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh
orang yang dihukum, maka EKetua akan memerintahkan
dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan
alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh
orang yang dihagum serta keluargsnya dan segala barang
kepunyaannya”.

Hal 3ini menunjukkan bahws keputusan pengadilan itu
memberi kepastian hukun kepada masyarakat, khususnya bagi
pihak-pihak ysang bersengketa. Inilah yang membedakannya
dengan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, dimana
menurut hukum adat manusia sama seksali bukan individu yang
terasing yang mementingkan diri pribadinya saja.21

Peristiwa pewarisan pada prinsipnya merupakan perpin-
dahan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengen kekayasan
Seseorang vyang meninggal dunia kepada orang lain yang masih
hidup .22

Di Indonesia, menurut para ahli hukum, maupun kepusta-

kaan ilmu hukum, belum terdapat keseragaman pendertian,

20 Sutanto dan Oeripkartawinata, Hukuw Acars Perdata
Dalam Teori dan Praktek, Handar Maju, 1995, h. 138

21 Supomo, R, Hubungan Individu dan Nasyarakat, Prad-
nya Paramita, Jakarta, 1970, h. 10-11

22 Oemar Salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,
Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 2
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sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.
Misalnya Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum
. warisan, Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan

" dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.23

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia, telah
mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang
dirumuskan dalam suatu batasan sekedar untuk dipakai sebsa-
gal pegangan dalam pembshasan selsnjutnya, antara 1lain
sebagai beriknt

Menurut Soepomo hukum waris adslsh

' Memuat persturan-peraturan yang mengatur proses mene-

ruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan
barang-barang yang tak berujud anda dari suatu angka-
tan manusia kepada turunannya "

B. Ter Haar Bzn, merumuskan hukum waris, yaitu
Aturan-aturan hukum yang mengensi cara bagaimana dari
abad ke abad penerussasn dan peralihan dari harta ke-
kayaan yang berwggud dan tidak berwujud dari gsnera-
si ke generasi

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan yang dimaksud
dengan hukum warisan adalah

" Hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hsak-hak

dan kewajiban-kewajiban tentang harta bends sese-

ocrang pada waktu ia meninggal dugéa akan beralih
kepada orang lain yang masih hidup "

23 Eman Suparman, op. Cit., h. 1

24 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Universitas,
* 1966, h. 72

25 Ter Haar Bzn, Azas-azas Hukum Adat, terjemahan K.
- RG. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960,
h. 187

26 p. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari,
Hien Hoo Sing, Yogjakarta, 1964, h. 8
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Suatu hal yang perlu diperhatikan bsahwa walaupun
terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum
* waris, pada unumnya penulis hukum sependapat bahwa huokum
waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang
cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris
kepada para ahli warisnya.27
Dengan demikian setiap membicarakan hukum waris, maka
ia aksn menvangkut tiga unsur, yaitu adanya harta pening-
galan atau harta kekaysasn pewaris yang disebut warisan,
adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki
harta warisan dan yang mengalihkan atau meneruskannyg, dan
adanya waris, yaitu orang yang menerima pengalihan satau
penerusan atau pembagian harta warisan itu.28
Karena tiap-tiap masyarakst di duniz ini mempunyai
macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan, bahwsa
sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhu-
bungan ersat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruvhnya
pada keksayassn dalam masyarakat itu.
Hokum Adat dalam seminar "Hukum Adat dan Pembinaan
Hukum Rasional”™ tahun 1875 dirumuskan sebagai
Hukum Indonesia asli, yvang tidak tertulis dalam bentuk

perundang-undangan Republik__Indonesia, yang disana
sinil mengandung unsur agama.zg

27 gpan Suparman, Op. Cit., h. 4

- 28 Yilman Hadikosuma, Op. Cit., h. 3-4

29 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat
dan Pembinaan Hukvum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976,
h. 243




Sedangkan menurut Ter Haar, hukum adat dirumuskan
’ dengan nama "Beslissingenleer” (ajaran tentang keputusan),

vang dimsksudkan disini dengan hukum adat adalah :

[ 4
| . " ..timbul dan terpelihara oleh Kkeputusan-keputusan
i dari warga-warga (masyarakat) hukum, terutama kepu-
| . tusan-keputusan yang berwibawa dari Kepala-kepala

rakysat yang ikut serta dalam perilaku hukum satan

pada terjadinya pertentangan kepentingan, keputusan-
; keputusan dari hakim yang mengadili perkars, sepan-
| jang keputusan itu sebagai akibat kesewenang-wenan-
| gan atsu kebodohan, tidak bertentangan dengan
% kevakinan hukum masyarakst, tetapi sepanjang hal itu
tercakup dalam kesagﬁran hukum sehingga diterima dan
kemudian dipatuhi "

Sedengkan Boedi Harsono, memberikan pengdertian hukum
adat sebagai berikut

‘ Bagian dari hukum positif Indonesia, yang merupakan

hukum yang h}ng dalam bentuk tidak tertulis (unsta-
tutory law)

Selanjutnya diksatakan bahwa sebagai hukum yang hidup
maka hukum adat dalam perkembangan dan pertumbuhannys
memasukkan pula unsur-unsur asing untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat masa kini dalam hubungan bangsa Indonesia dengan
dunia luar (dunia modern). Hukum &adat mempunyai sifat
kemasvarakatan vang berasaskan keseimbangan dan diliputi

suasana keagamaan.32

30 Scerjono Soekanto, Keduduokan dan Feranan Hukum Adat
di Indonesia, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, h. 29

- 31 poedi Har=sono, Hukom Adat Dalam PFPerundang-undangan
Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta,
1976, h. 55

32 rbid.
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Dalam hukum adat yang menentukan bukan jumlah perbua-
tan yang terjadi, melainkan dapst atau tidsknya tingksh
laku itu dirasaksn oleh masysarakat yang bersangkutan seba-
gai hal yang memang seharusnya. Perasaan inilah yang mem-
beri kesimpulan adanya suatu norma hukum, dan suatu norma
hukum adat berlakn di dalam daerah hukum vang merupakan
kesatuan sosiclogis.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifst tersen-
diri dan yang khas Indonesia, yang berbeda dengan hukum
Islam atau hukum Barat, perbedaannya terletak pada lsatar
belakang alam pikiran bandsa Indonesia yang berfalsafahkan
Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia pada dasarnys,
adalah kehidupan bersama ysng bersifat tolong menolong guna
mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dslam
hidup. Di sini tampak bahwa bangsas Indonesia yang alam
pikirannya berdasarkan pada sistem kekeluargaan, di mana
kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamaksn.

Hukum waris adat berdasarkan pada prinsip-prinsip yang
timbul dari aliran pikiran komunal dan konkrit bangsa
Indonesia, yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan
harta keksayasn, baik yang bersifat materiil, maupun imma-
teriil dari seseorang yang dapat diserahkan pada ketu-
runannya serta sekaligus juge mengatur saat, cara, dan

proses peralihannya.33

33 Soerjono Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas
Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1992, h. 161




Soepomo mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah
Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses
meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta
benda dan barang-barang tidak berwujud benda (imma-
teriele goederen) dari suatu34 angkatan manusia
(generatie) kepada turunannya ”

Dengan demikian, maka menurut adat fungsi hukuom waris
adalah mengatur penerusan dan pemenuhan barang-barang
immateriil maupun materiil dari pewaris kepads ahli waris.
Proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta
keluarga kepada anak-anak, kepada keturunan keluargas itu

dapat Jjuga terjadi selagi orang tua masih hidup, vang

berjalan terus, hingga keturunan itu masing-masing memben-

25

tuk keluarga baru yang berdiri sendiri, yang kelak padsa

waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses ters
but kepada generasi berikutnya.
Sedangkan Djaren Saragih berpendapat hukum waris
dalam suasana hukum adat adsalah
Suatu komplek norma-norma yang mengatur proses pene-
rusan dan pengoperan daril pada harta baik materisl
maupun immg%grial dari suatu generasi ke generasi
berikutnya
Proses disini dimaksudkan sebagai pewarisan menurut
hukum adat, bukan selalu aktual dengan adanya kematian,
tetapi walaupun tidak terjadinya kematian pewarisan terse-
but merupskan suatu proses mengenail penerusan atau peng-
operan harta warisan dsri generasi ke generasi berikutnya.
34 Soepomo, 1966, Op. Cit., h. 79

35 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia,
Tarsito, Bandung, 1984, h. 147
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Huohkum Adat Minanghkaban adalah hukum adat yang berlsaku
untuk daerah Minangkabsu, yang dimulai dari Sikilang Air
Bangis, dan sebagian besar Daerah Tingkat I Propinsi Suma-
tera Barat, yang memiliki sistem kekeluargaan yang bersifat
matrilineal.

Mengenai harta warisan di Minangkabau terdapat perbe-
daan pendapat diantara para tetua adat, alim ulama dan para
pengamat hukum adat sendiri. Ads yang membedakannya atas 4
Jjenis, yaitu
a. harta pusaka tinggi ;

b. harta pusaka rendah ;
c. harta pencaharian ;
d. harta suarang ;

Namun ada pula yang membaginya atas tiga jenis saja,
vaitu harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah disamaksan
dengan harta pencaharian, dan harta suarang.

Sedangkan Hamka, menyatakan bahawa melihat jalan pi-
kiran kaum ulama di Minangksbau sendiri, harta itu dibagi
dua, yakni harts pusaka tinggi dan harta pencaharian.36

Wslaupun terdapat perbedaan seperti di atas, namun
mengenai harta pusaka tinggi semua sependspat bahwa itu
merupakan harta pusaka kaum yang diwariskan secars turun

temurun menurut garis ibu.

3% Hamka, Islam dan Adat Alam Minangkabau, Pustaka
Panjimas, Jakarta, 1985, h. 103




Pusaka rendah adalah merupakan peninggalan dari s=seo-
rang bapak atau mamak tentang harta yang bukan pusaka ting-
gi. Tetapi harta ini didapatnya, karena dibelinya sendiri
atau karena pemberian orang lain, hasil pencaharian sendiri
(harta pencasharian) dari ibu, bapsak atau mamak.

Harta pencaharian asdalah harta yang diperoleh karens
usaha pribadi, umpamanya dengan cara menggarap sawah atau
ladang, berdagang atau menjual jasa. Misalnya bagi orang
vang merantau, semua harta yang diperolehnya di rantan
merupakan harts pencahariannya, dan hak warisannys Jjatuh
kepada anak. Kecuali dengan harta pencahariannya tersebut
dia memegang gadaisn di kampungnys, maks hzsk warisan dari
harta itu Jjatuh kepada hukum adat. Sesuai dengan bunyi
pepatah “dimano bumi dipijak, disitu langit dijunjung
(dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung)".37 Hukum
vang dipakai hukum yang berlaku di tempat harta terletak.

Harta pencaharian bukanlah salah satu produk lembaga
adat Minangkabau, istilah ini muncul setelah adanya sistem
ekonomi uang, dengan ciri perdagangan dan perburuhan telsh
menjadi sumber hidup yang penting, dan sistem kekerabatan
mulai beralih. kepada sistem keluarga : ayah, ibu dan anak,
vyang bertujuan supaya pencsharian seseorang terhindar dari
tuntutan hukum adat yang komunal itu.

“Harta suarang” adalah merupakan harta yang diperoleh

karena kerja sams antara suami dengan isteri. Suami isteri

37 A.A Navis, Op. Cit., h. 164
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sama-sama berusaha, tapi kedudukan harta itu tidak menyatu,

seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat : Suwarang

dibagi (barang dibagi), Pusako dibalah (pusaksa dibelah).

Menurut A.A. Navis, =sebsgai harta bersama masing-

masing mempunyai hak bagiannya, dan sebagai pusaka ia

dibelah menurut warisan masing-masing pula. Artinya bila

perkawinan mereks bubar (bercerai atau meninggal), maka

harta itu dibagi atau dibelah dua. EKetentuannya sebagai

berikut :38

(1) Bila suami istri bercerai, harta suarang dibagi dua
antara mereks yang berusaha ;

(2) Bila perkawinan itu bubar karena suami meninggal, harta
itu dibagi dus sntara istri dan ahli waris suaminya yang
dalam hal ini adalah kemenakannya ;

(3) Bila yang meninggal istri, harta itu dibsgi dua antars
suami dan shli waris istrinya yang dalam hal ini ansk-
nya ;

{4) Bila kedusnya meninggal dunia serempak, bagian suami
diwarisi kemenakannya, sedangkan bagian isteri diwarisi
anak-anaknya.

Dengan demikian ads empat cars bagl seseorang memperocleh
harta di Minangkabaun, vaitu

1. Pusako (pusaka), yaitu dari warisan, ysang menurut adat
Minangkabau diterima dari mamak oleh kemenakan ;

2. Tambilang basi (tembilang besi), harta vyang diperoleh
daril usaha sendiril, umpsmanya dengan cara manaruko sawah
atau membuka hutan untuk perlsdangan cancang latiah
{cencang letih) dengan tangan sendiri ;

3.

Tambilang ameh (tembilang emas), yaltu memiliki harta

38 1pid, h. 165
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dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau
tidak dapat dibeli, maks caranya dengan pagang gadai ;

4. Hibah, harta yang diperoleh karensa pemberian.39

"Harta pusaka" dan “"gelar pusaka” ditanah Minangksabsau
mempunyai arti yang sangat tinggi, atau disebut jugs bernilai
khusus, tidak dapat disamskan dengan harta yang didapat
dengan Jjalan dibeli atau pegang gadai. Harta yang didapat
dengan dibeli akan menjadi harta milik pribadi, dapat diper-
lakukan seenak pemiliknya mau dijual, digadaikan atau diapa-
kan tidak dapat diganggu oleh siapapun asal jangan berten-
tangan dengan undang-undang negara, . Sedangkan harta pusaka
tinggi swatu kaum adalah kepunyaan bersams, kepunyaan kaum
tidak dapat diperlaskukan seperti harta pribadi, tetapi ia
mesti diperlskukan sesusi dengan kehendsk ksum dsn untuk
kepentingan kaum itu bersama-sama.

Pusako adalah peninggalan dari suatu kaum atau seseo-
rang vyang tidak ada lagi, karena punah atavu meninggal dunia
vang berupsa
1. Benda tetap, seperti

- hutan tanah yang belum diolah (ulayat kaum) ;

- sawah ladang benda buatan (ulayat yang telah diolah
dan yang berhubungsan dengannya ;

- pandam pekuburan ;

- perumahan (tanah perumahan dengan segala bends dan
pekarangan yvang berada diatasnya), dan lain-1lain.

39 7bid, h. 158
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2. Benda bergerak, biasanya peninggalan berupa :
- perhiasan emas, perak, tembaga ;
- senjata berupa bedil dan senjata api lainnya, senjata
tajam seperti keris, golok, tombak, kapak dan lainnya
- benda lainnya seperti pakaian penghulu ( saluak, sateng-
ga dan sebagainya),
- hewan peliharaan, kerbau, sapi dan sebagainya.40
Dengan demikian pewarisan yang dimaksudkan dalam pene-
litian ini adalah pewarisan dalam hukum adat Minangkabau
tentang harta pusaka tinggi yang merupakan harta turun tenu-
run dari suatu kaum. Sedangkan putusan PN disini adalah
putusan-putusan hakim PN di wilayah hukum PT Sumbar, dalam

menyelesaikan kasus atau sengketa harta pusaka tinggi terse-

but yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
1.5 Hetode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
(dogmatik), karena melakukan penilaian kritis tentang isi
hukum, vang membahas suatu dimensi hakiki dari hukum.
Obveknya terdiri atas norma, merupakan dimensi penormasn,
yaitu hukum adat Minangkabau. Penelitian ini berupa_ useaha
penemuan ases-asas dan dasar falsafah (dogms atau doktrin)

40 Syamsul Bahri, Beberapa Aspek Hukum Adat yang Ber-
pengaruh Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Terhadap
Pembangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman
Sumatera Barat, Disertasi, Universitas Sumatera Utara,
Medan, 1987, h. 124
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hukum positif, yakni asas-asas hukum adat vang diterapkan
dalam putusan hakim di pengadilan.

Pemilihan metode pengkajian ini dibatasi oleh perumusan
masalah, dimana obyek yang diteliti dari tradisi keilmuan

hukum itu sendiri.41

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (casge
approach). Pendekatan kasus dipakai, karena dalam penelitian
akan menitik beratkan pada analisis kasus-kasus vyang sudah
diputuskan oleh PN tentang sengketa harta pusaksa tinggi yang
sudah mempunyai kekuatan hukum vang tetap di wilayah hukum PT

Sumbar.
1.5.3 Langkah-langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitisn ini dipero-
leh dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukunm
acara perdata dan hukum adat Minangkabau serts putusan-
putusan hakim,

Putusan hakim disini yang dimaksudkan adalah putusan-
putusan hakim tentang penyelesaian sengketa waris di bidang
harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau yang dipero-

leh dari beberaps PN di wilayah hukum PT Sumbar, yaitu

41 philipus Mandiri. Hadjon, Pengkajian Ilsu Nukum
Dogmatik (normatif), Yuridika, No. 6 Tahun IX, November
Desember, 1994, h. 7.
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- PN Bukittinggi ;

PN Payakumbuh ;
- PN Padang ;

- PN Painan ;

Pengambilan lokasi Pengadilan tersebut di atas dida-
sarkan atas pembagian daerah Minangkabau yang ada di Sumbar.
Daerah Minangkabau terdiri atas “Luhak dan Rantau". Disini PN
Bukittinggi dan Payskumbuh diambil untuk mewakili daersh
Luhak, sedangkan PN Padang dan PN Painan adalah untuk mewaki-
1i daerah Rantau.

Di samping itu dalam penelitian ini juga dipakei behan
hukum berupa literatur-literatur (buku-buku ilmiah) hukum,
jurnals, dictionaries di bidang hukum waris dan hukum acara
perdata, khususnya yang berhubungsn dengan waris dalam hukum
adat Minangkabau. Selain itu juga digunakan berbagai karya
ilmiah para sarjana hukum, kamus hukum, hasil-hasil peneli-
tian ilmiah tentang hukum waris.

Pengumpulan bahan hukum di atas di lskukan dengan prose-
dur sebagai berikut

Langkah I, mempersiapkan segala sesuatunya yvyang menjadi
ketentuan persyaratan penelitian, untuk menperoleh bahan
hukum primer yang telsh diklasifikasi menurut tingkat dan
jenis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
temuan penelitian sebagai bahan rujukan.

Langkah 1II, mempelajari bahan-bahan hukum berupa hukum
adat Minangkabau mengenai waris dan putusan-putusan Pengadi-

lan Negeri mengenai waris tersebut, untuk mengidentifikasi
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kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan yang bertitik tolak
dari asas-asas hukum yang menjadi dasar penelitian.

Langkah III, bahan-bahan hukum sekunder dicatat dalam
suatu daftar atau dalam kartu-kartu bibliografi vang nenurut
Winarno Surachmat, dibagi atas 3 jenis, bisa kartu ikhtisear,

kartu kutipan dan kartu ulasan.42

b. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum_primer dan sekunder yang diperoleh diidenti-
fikasi dan diinventarisasi untuk selanjutnya diklasifikasi
secara sistematis sesuai dengan tema yang terumus dari tujuan
penelitian.

Selanjutnya dianslisis secarsa yuridis normatif vangd
didasarkan atas cara berpikir yang runtun dan runtut untuk

memperoleh jawaban atas masalah yang dikemukakan dalam pene-

litian ini.

43 Winarno Surachmat, Penelitian Ilmiah dasar Metode
Teknik, Tarsito, Bandung, edisi ketujuh, 1890, h. 257-258.
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. BAB 2
PEHA%ISAH HARTA PUSARKA TINGGI MENURUT

‘ HUKUM ADAT MINANGEKABAU

Istilah waJis sebetulnya tidak asli kata-kasta Minang-

kabau, melaink%n berasal dari bahasa Arab yang sudah 1lama

dipakai, yang bjrarti perpindahan pusaka adat Minangkabau,

Hukum adat waris di Minangkabau disebut dengan hukum turun

temurun dan hukum Jawek bajawek, namun pengertian vang

dikandung o©leh| hukum waris dan hukum turun temurun dan

jawek bajawek ini adalah sama.1

Menurut M. |[Nasroen, waris dalam harta pusaka artinys

vang meneruskan,) orang vang berhak meneruskan, melanjutkan

dan memperkembIngkan sesuatu (baik sako maupun pusako),

baik harts ataupun martabat dari pewaris oleh waris atau

ahli waris. Laz*mnya ini diartikan dalam arti tetap, tidak

boleh dijusl, t%dak boleh mengurangi, tidak boleh mengalih-

kan atan memiIdahkan, menjualnyva dan lain-lain, kecuali

dalam hal sangat darurat dan terpaksa, tapi boleh mengem-

bangkan, menamb%h dan membiakkan.2

Hempelajari hukum waris menurut adat Minangkaban

hendaklah dengam memandang bahwa ia adalah bahagian penting

dari suatu ke$u1atan adat Minangkabau, vyang bersendikan

1 St. Mahmud Dt. Tenggi Langit, MNinangkabau Adat dan
Limbago, CV. Li;bago, Payakumbuh, 1982, h. 71

Tanah di Minangkabau, Makalah, Seminar Hukum Adat Hinang-

2 Herman Eihonbing, Pembinaan Hukum Waris dan Hukum
kabau, Padang, 1-25 Juli 1968, h. 5
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kekerabatan matrilin€al, sehingga semua sistem yang terle-

tak di atasnya harus tunduk pada stelsel induknya tersebut,

termasuk hukum warisnya.

2.1 Pengertian Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara
turun temurun dari beberaps generasi menurut garis keturun-
an ibu. Sering jugs disebut dengan pusako basalin (pusaka
bersalin), karena persalinan terjadi dari suatu generasi ke
generasi penerusnya dalam suatu kaum.

Kaum adalah kesatuan orang sedarah, berpangkal dari
seorang perempuan dan dikendalikan oleh seorang laki-laki
vang disebut Mamwak Kepala Waris (MKW). Raum sebagai satu
kesatuan darah tervtama kaum penghulu wmempunyvai hak-hak
kaum, baik pusaka berbentuk harta maupun berupa gelar

penghulu atau harta pusaka.3

14
Hamka menyebut harta pusaka tinggi ini dengan harta

tuaf' vang tidak boleh diganégu gugst, tetap dalam kes-
daannya vyang semula : dijusl tidak dimakan beli, digadai
tidak dimakan sando (sandra).4

Di samping pengertian di atas, ada pula vang mengarti-
kan harta pusaka tinggl sebagai segala harta pusaska berupa

hutan-tanah, sawah ladang, rumah gadang, pandam pakuburan

dan lain-lain yang sudah lama diwarisi turun temurun dalam

3 st. Mahmud, Op. Cit., h. 79

4 Hamka, Islam dan Adat Minangskabu, PT. Pustaka
Panjimas, Jakarta, 1985, h. 102-103



keadaan yang sama, menurut pepatah adat

' Dari sawah tabang ke halaman,

patah sayok tabang baranti,
baswo di tansh bato,

(dari sawsh terbang ke halaman,
patah sayap terbang berhenti,
berjumpa di tanah bata)

Dari ninik turun ke mamak,
dari mamak turun ke kemenakan,
patah tumbuah hilang baganti,
pusako tatap baitu juo,

(Dari nenek turun ke mamak,

dari paman turun ke kemenakan,
patah tumbuh hilang berganti,
pusaka tetap seperti itu juga).5

36

Adanysa harta pusaka tinggl ini berksitan dengan seja-

rah lahirnya kaum dan kampung, orang-orang pertama yang

membentuk kaum dimulai dengan “mancancang-malateh taratak”,

vang diikuti dengan membuka sawah ladang
taruko vang diolah dan dikembangkan,
terus menjadi koto dan pada tingkat ini,

punyai penghulu.

sebagai galuang

kemudian menjiadi dusun

mereka sudah mem-

Harta asal tersebut diwarisi secsra turun

temurun sampai sast sekarang sebagai pusaks tinggi kaum. Di

atas harta
kemenakan dari penghulu kaum,

puan hidup dan berkehidupan,

pusaka tinggi kaum (ulayat kaum)

inilah anak

baik laki-laki maupun perem-

bersawah dan berladang, men-

dirikan rumah, mengembangksan peternakan, perkebunan, peri-

kanan dan sumber ekonomi lainnya.

5 H.A_X Dt. Gunung Hijau. Kedudukan Agama dan Adat di
Minangkabau, Makalah, Seminar Hukum

Padang,

21-25 Juli 1968, h. 6

Adat

Minangkabau,
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Sawah, ladang dan hutan ulayat yang merupakan harta
pusaka tinggi kaum mempunysai batas-batas tertentu, yang
berfungsi sebagai tanda agar tidak menimbulkan sengketa di
kemudian hari dengan pemilik tanah disekitarnya, seperti
disebutkan dalam adat

* Sawah nan balantak,

lsdang bamintalak,

padang baligundi,
bukiek bakarsatau

Sawah nan balantak, srtinysa setiap sawah kepunyasan
satu ksum di Minangkabau, ditsndai dengsn batas yang ter-

diri stas batu yang ditanamkan dalam-daelam. Batu ini tidak

"boleh dibongkar atau diubah letaknya oleh kedua belah pihak

vang berbatasan (basupadan). Untuk membedakannya dengan
batu lainnys, maka batu tanam ini dipilih batu yang berassl
dari batu bukit. Pada waktu menanamkan batu ini diadakan
upacara adat sekadarnys, yang disebut dengan "upacara adat
balicak pinang batapuang batu”. Upsacars ini disaksikan oleh
anggota kaum yang berbatasén dan juge para supadan yang
empat (yang berbatas dengan pemilik sebelash barat, timur,
utara dan selatan), Juga para penghulu dan orang tua vang
sifatnya berhubungan adat dengan kedua pihszk.
Dalam upacara tersebut kedua belah pihak mengucapkan
sumpah menurut adat, yang berbunyi
* Buek samo ditaguahi (bulat sama dipatuhi),
untuak samo diambiak (untuk sama diambil),
bakeh samo dihuni (bekas sama ditempati),
jJanji samo ditapati (janji sama ditepati)
Artinya semus pihak harus mematuhi batas vang sudsh disepa-

kati, tidak beleh dipungkiri.
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Jika ada pihak yang memungkiri atau mengalihkan batas tanah
tersebut, sanksi yang diberikan menurut adat adalah

‘' Ka ateh tak bapucuak,

ka bawah tsk baurek,
di tangah digiriek kumbang,
bak ksarskok tumbuah di batu
jduik snggan mati tak namuah
(ke atas tidak berpucuk,
ke bawah tidak berurat,
di tengah dilobangi kumbang,
seperti karakok tumbuh di batu,
hiduop segan mati task maun)”

Dari bunyi adat di atas terlihat bahwa melanggar
sumpah yang sudah diucapkan bagi orang Minangkabau mengaki-
batkan bahayva yang sangat fatal terhadap yang bersangkutan,
begitupun terhadap keturunan selanjutnya.

“Ladang bamintalak”, wmaksudnya ladang-ladang dari
suatu kaum vyang berbatas dengan ladang kaum yang lain,
selalu diberi tanda batas (mintalak) vang terdiri atas
batu, tanaman puding yang mudsh sekali hidupnya, tapi sulit
sekali matinysa.

"Padang baligundi”, maksudnya jika harta pusaks ini
terdiri atas padang rumput tempat gembala ternak, maka
batasnya ditandai dengan batang linggundi, yang juga sulit
habisnya, tapi mudash tumbuhnys.

“"Rimbo bajiluang', artinya rimba tanah ulayat kaum
sebagai persispan satau cadangan bagi generasi kaum yang
skan datang (ansk kemenskan yang akan datang), yang disisp-
kan untuk tempat berpindah membuat sawah dan ladang begitu-

pun nagari dan kampung untuk tempat hidup. Untuk batasnya

dengan tanah kaum lain ditandai dengan batang jiluang, adsa
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juga vang menandai dengan batang kayu besar yang ditakuak
(dipatahkan) pangkalnya, seperti disebut dalam adat "adat
batakuak kayu, bukiek bakaratau”. Sedangkan ulayat kaunm
vang berupa bukit diberi batas dengan batang karatau,
sejenis kayu yang panjang umurnya dan tinggi supaya mudah
dilihat dan dikenal, atau boleh juga dengan batang kayu
lain sepefti kayu kubsang, batang beringin dan lain-lain.

Harta pusaka tinggi yang juga merupakan ulayat kaum
ini bukanlah merupskan milik perorangan anggotz kaum yang
bersangkutan, melainkan sebagai harta kolektif semua anggo-
ta kaum. Anggota kaum hanya dibolehkan menggsarap dan meng-
ambil hasilnya dan memanfaatkan untuk kelangsungan hidup-
nya, tidak untuk dijual dan sebagainya.

Pada perkembangannya sekarang di Sumbar memang ada
harta pusaka tinggi ini seolah-olah sudah menjadi milik
pribadi atau keluarga, hal ini karena pertumbuhan Jjumlah
penduduk vyang sangat cepat. Tapi karena dasarnya adalah
harts pusaka tinggi kaum, maks sertifikat atau peruntukkan
secara hukum positif sukar didapatkan. Umumnya tanah-tanah
tersebut adalah yang telah berada dalam lingkaran kampung
vang telah padat dihuni oleh penduduk. Dalam keadaan ini
berlaku pepatah “ wakin jauh dari kampung{ makin bessr
kuasa ulayat adat, sebaliknya makin dekat ke kampung  maka

makin besar kuasa hak perorangan atau keluarga.6

6 Hochtar Haim, Kedudukan Tansh Adat Dewasa 1Ini, Maka-
Iah, Simposium UUPA daxw EKedudukan tanah-tanah Adat Dewasa
Ini, BPHN, Depkeh, bekerjasama dengan Pemda Kalimantan
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Di samping harta pusaka tinggi (ulayat kaum) di
Minangkabau dikenal adanya ulayat suku, ulayat nagari,
unlayat raja dan ulayat lepas.

"Ulayat suku"” merupskan ulayat yang terdiri atas
tepian tempat mandi, labush (jalan) dan rimba cadangan.

Setiap nagari di Minangkabau mempunysai ulayat (wi-
lavah) dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam seki-
tarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah
nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang
menjadi tetangganya. Jika tidak ada nagari tetangga maka
luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang,
mungkin di puncak bukit, tebing yand curam, sungai yang
airnya deras, atau hutan yang sangat lvas (hutan 1laleh),
vang tidak ada pemiliknya.7

"Ulayat rajs" di Minangksbau dikenal seperti tanah-
tanah vyang semenjak lama dikuasai oleh raja Pagaruyung.
Tetapli wulayat ini telah diberi kuasa mengolahnya kepada
penghulu-penghulu nagari vang bersangkutan, yvang diterima
secara turun temurun dan diwarisi menurut gasris ibu.

Sedangkan “"wulayat lepas” merupakan tanah pegunungan
dan rimba rayva, rewa-rawa yvang tidak mungkin diambil man-
faatnya sesuai dengan kondisi dahulunya. Tansh ini pada
zaman Belands disebut dengan "tanah boswezen”.

Lebontanued. . .

Selatan dan FHUK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarma-
sin, 6-8 Oktober 1977, h. 4

7 A.A Navis, Alap Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebu-
dayaan Minangkabau, PT. Pustaka Grafiti Pers, Jakarta,
1984, h. 153
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Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa semus tansh di
Minangkabau terbagi habis dalam lingkungan ksum, suku dan

nagari, kecuali vlayat lepsas.

2.2 Sistem Pewarisan Harta Pusaka Tinggi

Bertolak dari kebulatan adat Minangkabau yang bersen-
dikan stelsel kekerabatan matrilineal (menurut garis ketu-
runan ibu), maka sistem yang terletak diatasnya semuanya
mesti tunduk pada stelsel kekerabatan tersebut, begitu jugsa
dengan sistem pewarisannya. Pewarisan di Minangkabau ber-
pangkal dari perempuan dan berjalan melalui kanal induk
vaitu perempuan pula, dalam susunan dari perempuan ke
perempuan, tanpa batas yang terlihat pada sistem waris dari
ibu kepada ansk.

Petitih Minangkabau mengatakan bahwa sako (gelar) dan
pusako (harta) diwariskan kepada kemenakannya. Dari ninik
turun ke mamak, dari mamak turun ke kgmenakan. Artinya dari
nenek moyang turun ke paman,l dari paman turun ke kepona-
kan. Nenek moyang disini diartikan paman dari paman (sau-
dara laki-laki dari ibu), begitu seterusnya ke atas.

Pengertian dari mamak ke kemenakan disini adalah
tentang mamak sebagal pusat pengendali harta pusaka tinggi
(HEW). Jika MEW meninggal, maka jabatan itu berpindah
kepada kemenakannya yang laki-laki pula. Jadi merupakan
perpindahan (regenerasi) kekuassan formal pusat pengendali
kaum vang dipegang oleh laki-laki, bukan sehubungan dengan
perpindahan wmateri dari harta pusaka tinggi. Kecusli Jjika

dalam kaum bersanghkutan tidak ada laki-laki, maka kedudukan
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MKW dapat diganti oleh perempuan tertua dalam ksum itu,
vang disebut dengsan ekor waris.

Kaum disini diartikan sebagai satu kesatuan waris,
karena suatu kaum memiliki harta pusaka kaum, memiliki
gelar penghulu, memiliki hak-hak tertentu yang dapat diwa-
riskannya kepada generasi yang melanjutkan kaumnya di
belakang hari.

Jadi di Minangkabau walsupun pengendalian ksum dsan
waris terletak di tangan laki-laki (MEW), namun penguasaan
atas harta pusaka itu sendiri berada di tangan perempuan.
Dalam kaum ini perjalanan waris berpangkal dari seo-
rang perempuan tanpa batas kepada anak, dimana seorang anak
yang menerima warisan dari ibunya harus meneruskannya
kepada anaknya yang perempusn, vang disebut dengan “kanal
induk", seperti yang diuraikan sebelumnya.

Seorang perempuan dapat mempunyai beberapa anak dan
anak-anaknya itu ada yang perempuan dan ada pula yang laki-
laki. Kedua anak tersebut pada dasarnya sama berhak atas
peninggalan ibunya tadi. Perjalanan waris ini dari kanal
induk, yaitu dari perempuan kepada ansk perempuan, dapat
singgah kepada &anak lelaki yang disebut dengan " kanal
terbatas", vyaitu hanysa sampai kepada dia saja, setelah i=s
meninggel, maka harta pusaka akan berbalik kepada kanal
induk yaitu kepada kaumnya untuk seterusnya diteruskan lagi
kepada saluran pokok tadi. Perjalanan waris dalam kaum ini

dikendalikan oleh MEKW.
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Berdasarkan uraian di atas, maka sistem umum vang
dikenal di Minangkabsasu mengenal susunan waris ini disebut
juga dengan susunan waris dari mamak ke kemenakan.8

Dengan demikian pewarisan harta pusaka tinggi di
Minangkabau berlaku sistem pewarisan kolektif, yaitu diwa-
risi oleh (sekumpulan) shli waris dalam kasum, dan sebagai
warisan'harta vang ditindgalkan pewaris tidak boleh dibagi-
bagi oleh yang berhak. Setiap harta vang telah jadi pusak:a
selalu dijaga sgar tetap utuh, demi untuk menjaga keutuhan
kaum kerabat, kecuali dalam hal

"

rumah gadang kstirisan,
adat pusako tidak berdiri,
gadih gadang indak bsalaki,
mayik tsbujua ateh rumah "3
Maksudnya kalau bertemu syarat empat di atas (rumah induk
ketirisan, adat pusaka tidak berdiri, anak gadis belun
menikah, dan mayst terbujur di atas rumah), maka indak kayu
janjang dikapiang (tidak kayu jenjang dipikul), tidak emas
bungkal di asah. Artinya kalau tidak ads tanaman tua yang
dapat dijadikan uang, dalam keadaan terpaksa ini, apa boleh
buat, harta pusaka tinggi boleh digadaikan, misalnya sawah
dan ladang.

MEW dengan 1izin seluruh =&shli waris dapat membe-
rikan sebahagian harta pussaka tinggi itu kepada seorang

anggotas kaum untuk menggarap dan mengambil hasilnya ssaja,

vang dalam adat disebut " Ganggam Bauntuak".

8 st. Mahmud, Op. Cit., h. 75-77

S Hamnka, 1988, Op.Cit., h. 12
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Harta pusska tinggi, ladang nan babintalak, sawsh nan
bapamatang, adalash pasak kungkung Alam Minangkabau. Keku-
atannya ialah bahwa orang Minangksbau belum kehabisan
harta. Harta ini dipegang oleh Ibu, Bundo Kandusng (ma-
triarkhat). Inilah yang mengistimewakan Minangkabsu dari
daerah lain, sehingga kalau harta dengan garis jalur kei-
buan tidak ada lagi, berubshlah Minang apakah berubah
kepada yang baik atau yang buruk. 10
Kemenakan laki-laki dan perempuan mempunyai kewenangan
vang berbeda dalam harta pusaka tinggi. Kemenakan laki-laki
mempunyai hak mengusahakan, mengembangkan,_sedangkam keme-
nakan perempuan berhak memiliki, yang dalam adat disebutkan
Warih dijawek, pusako ditolong (waris diterima, pusaka
ditolong). Artinya harta pusaka tinggi itu diterima secara
turun temurun dari pihak ibu, dan sebagal pusaka harus
dipelihara dengan baik.ll
Disinilah pula terletak kelemahan harta pusaka tinggi
itu, dimana laki-laki tidak mempunyai hak. Laki-laki hanya
Kabau pahangkuik abu, gajah palajang bukik (kerbau pembawa
sbu, gajsh untuk mandaki bukit). Mana yang dapat bawalah
pulang, serahkan pada ibumu. Laki-laki hanya disuruh mem-
perbanyak dan mengembangkan harta pusaka tinggi, tetapi dis
tidak boleh mengambil hasilnya. Adat Minasngkabsu telah me-
10 1oc. cit
11 Anas, Masalah Hukum Waris Menurut Huokum Adat Mi-

nangkabau, Nakslah, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang,
21-25 Juli 1968, h. 8



45

nempatkan perempusn sebagai orang yang menguasai pusaka,
karena perempuan dianggap orang yang bertugas menyambung
generasi penerus adat di Minangkabau.

Untuk mengetahuwi siapa yang berhsak jadi pewaris harta
pusaka tinggi (pusako) menurut garis ibu ini di Minangkabau
ditentukan dalam ranji (skema) keturunan masing-masing dari
pihak pefempuan.

Setiap kaum diharuskan untuk membuat "ranji kaum” vangd
dilakukan oleh kepala kaum atau MEW, disahkan oleh penghu-
lunya atau ninik mamak dan diketahui oleh EKAN dan wali
nagari.l? ZKemudian untuk lebih menjamin hak-hak kaum ten-
tang sako dan pusako, maka ranji ini dapat diperbaharui
sesuail dengan perkembangan anggota ksum itu sendiri.

Sistem pewarisan Minangkabau tidak henti-hentinya
dibicarakan dan dipersengketakan, terutama oleh kalangan
ulama yang ingin menegakkan hukum faraid <{(hukum Islam).
Namun hukum warisan adat Minangksbau yang berbentuk harta
pusaka tinggi tidak daspat diganggu lagi tetap menurut hukunm
adat, karena harta itu merupakan milik kaum. Setiap konpe-
rensi, kongres dan seminar adat sejak tahun 1852, senan-
tiasa mengdambil keputusan bahwa untuk pusaka tinggi tetap
berlaku menurut huokum adst, tetapi warisan dari harta

pencaharian harus mengikuti huakum Islam.13

12 Lihat, Kesimpulan Seminar Hukum Adat MNinangkabau,
Padang, 21-25 juli 1968, Huruf E. III

13 ao.A Ravis, Op. Cit.,, h. 162
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Pada tanggal 4-5 Mei tahun 1952 di Bukittinggi telah
diadakan rapat lengkap adat, dalam Badan Permusyawaratan
antara ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai MHinangka-
bau, disebut juga orang empat jinis. Disini diputuskan dan
diperkuat pendapat yang telah tumbuh tenteng pembagian
harta di Hinangkabau, yakni
&. Harta~pusaka tinggi (harato tuo), dibiarkan seperti se-

dia kala, tidak diganggu gugat, tetap jatuh ke kemenakan
b. Sedangkan harta pencsharian sesusai dengan faraidh.

Keputusan tersebut diatas sesuai dengan Falsafah Hukum
~Adat Minangkabau seperti telah diputuskan dalam Kerapatan
Luhak nan Tigo di Bukit Maraspalam, Batusangker pada permu-
laan abad XIX vang dikenal hasilnya dengan Pisgam Bukit
Marapalam, yang materinya dituangkan dalam kato pusako yang
berbunyi

* Adat bapaneh, sjarak balinduang,
syarak mangatce, adat namakai,
adat dan syarak sanda manyanda
adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"

Falsafah dan kato pusako tersebut dikokohkan dan
diperbaharui 1lagi dalam kebulatan mufakat dalam Sidang
Pleno ke II Lembaga EKerapatan Adat Alam Minangksbau (LKAAM)
di Padang Panjang tanggal 26 sampai 28 Januari 1867, yang
dihadiri oleh seluruh Pemangku Adat di Sumbar dengan selu-
ruh Luhak dan rantaunys (vang hadir dsri 350 Nagari), telsh
nemutuskan dengan mufakat yvang bulat bahwa Falsafat Adat
dan Hukum Adat Minangkabau adalsh "adat basandi syarak,

syarak basandi Kitabullah”. Sering juga disebut sebsagsai

“"tali berpilin tigs" diantara adsat, syarak dan undang.
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Sebelum Islam masuk ke daerah Minangkabsu dulunys
berlaku pepatah adat "adat bersendi alur dengan patut.”
Semua yang akan dilaksanakan dalam nagari harus disesusaikan
menurut alur dan patut.

LKAAM dsalam pertemuannya di Lubuk Alung dalam menyi-
kapi perubshan-perubahan yvang terjadi di Minangkabau, Juga
berpendapat bahwa mengenai harta pusaka tinggi, bisrkanlah
ia ditangan orang-orang yvang menguasainya sekarang, sebagsi
puseka kaum. Sebab adat telash menjaganya dari jamsahan
tangan asing.14

Begitu Jjuga A. Karim Amarullah memandang hukum wa-
risan adat Minangkabau yang berbentuk pusaka tinggi tidak
dapat diganggu lagi karena harte itu sudah merupskan harta
milik wmum, sedangkan harta pencaharian seyogianys mengiku-
ti hukum faraidh.19

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
mengenal harta pusaka tinggi sampai sekarang pada masyara-
kat Minangkabsu, sistem pewarisannya tetap dari mamak turun
ke kemenakan menurut sistem matriachat, dikuasai bersanma
secara kolektifoleh anggota kaum di bawah pengendalian MEKW.
Menurut para ulama harta pusaka tinggi ini boleh dikatakan
semacam wakaf, karena tidak boleh memiliki cuma menguasai
dan memanfaatkan hasilnya saja.

14 Baharuddin Dt. Rangkayo Basa, Pandangan LEKAANM
Mengenai Soal Waris dan Tanah, MNskalshk, Seminar Hukum Adat
Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 4

15 gochtar Naim, 1877, Op. Cit., h. 32-40
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2.3 Susunan Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi

Ahli waris disini dimaksudkan siapa dan bagaimana
crang yvang patut menerima harta pusaka tinggi menurut hukum
adat Minangkabau.

Sesuai dengsan sistem pewarisannya yang kolektif,
dengan hukum turun temurun dan jawek bajawek, harta pusaka
tinggi secara turun temurun diwarisi oleh anggota—anggota
masyarakat hukum yang bersangkutan, vang bertali darah
selama kaum yang bersangkutan masih ada anggotanya, baik
laki-laki ataupun perempuan.

Apabila semua yang berhak menjadi waris di atas tidak
ada, maka pusaks tinggi ini akan dipusakai/diterima oleh
suku kaum yang bersangkutan, dimana hak milik tersebut busat
sementara dipegang oleh penghulu suku sampai ada pengatur-
annya lebih lanjut, sesusi dengan ketentusn adat dalam
pepatahnya

Sako tatap,
pusako baranjak.

Sako tatap,artinya sako (gelar pusaka tinggi) akan
tetap berputar silih berganti pemakaiannya (yang skan
menjabat) dalam “lingkuang cupak adat, payvang sapatagak
(anggota kaum laki-lski) yang bertali darah menurut garis
ibu). Ini sama artinya dengan pepatah "sako turun tamurun”,
artinya menurut tali darah ibu.

Pusako baranjai,artinys harts pusaka tinggi menurut
ketentuan adat Minangkabsua hzsrus dipusskai/diterima secars

turun temorun oleh anggots ksum vang bertali dsrah baik
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laki-laki atau perempuan, selama masih ada. Tetapi kalau
anggota kaum vang bertali darah telah punah, wmaks harts
pusaka tinggi akan beralih (baranjak) atau boleh dipusakai
oleh anggota kaum yvang bertali adﬁt, budi dan seterusnya
sesuai dengan ketentuan "barieh balabeh (keturunan yang
sudah diatur), adat setempat. Inilah maksudnya pusako yang
bajawek yvang berarti harts pusska ada warisnya.ls
Untuk tidak menimbulkan kekeliruan, maka susunan waris

harta pusaka tinggi dalsm adat Minangkabau dapat dibedakan
atas duza macam
1. Warih batali darah/warih nasab (waris bertali darah),

dibagi dua pula, vaitu

8. Warih nan saluruh (waris yang seluruh) ;

b. Warih nan kabulie (waris yang dibolehkan) ;
2. Warih batalil sebab (waris bertali sebab),

terdiri atas 3 macam :

a. Warih sabab batali adat (karena hubungan adat) ;

b. Warih sabab batali buek (karena ditentukan bersama) ;

c. Warih sabab batali budi (karena hubungan budi baik).17

16 Syamsnl Bahri, Beberapa Aspek Hukum Adat yang
Berpengaruh Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Terha-
dap Pembangunan di Daerah Tingkat I1 Padang Pariaman Suma-
tera Barat, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan,
1987, h. 126-127

17 Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu (anggota Biro Pembi-
na Adat dan Syarak LKAAM Tk. I Sumbar), Sako, Pusako dan
Sangsoko Menurut Adat Minangkabsauy, terbitan sendiri, 1979,
h.15
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2.3.1 Warih Batali Darah/Nasab (Waris Bertali Darah)

Maksudnva adalah keturunan yang asli dalam satu 1ling-
kungan kaum yang mempunyai satu keturunan dan satu rumpun.
Hal ini diungkapkan dalam adat

' jaush nan bulie ditunjuakkan,

dakek nan bulie dikakokkan,

satitiak bapantang ilang,

sabarih bapantang lupo,

nan salingkuang cupak adat,

nan sapayuvang sspatagak ”

{jauh yang boleh ditunjukkan,

dekat yang boleh dikerjakan,

setitik berpantang hilang,

sebaris berpantang lupa,

vang selingkaran cupak adat,

vang sepayung berssama)
Artinya vang patut menggantikan dan menerima harta pussaksa
tingdi adalah anak, cucu, kemenakan dan seterusnya yang
sifatnya bertali darah menurut garis ibu. Karena seorang
ibu bersuvku Caniago di Hinangkabau, maka anak-anak vyang
dilahirkannya baik 1laki-laki maupun perempusan, bersuku
caniago pula menurut suku ibunya.

Waris bertali darah ini dapat dibedakan pula atas dua

macam, yaitu

a&. Warih nan saluruah (semua waris dalam kaum)
Seluruh anggota kemenakan, adik-kakak, cucu dan sete-
rusnya daril satu lingkungan cupak adat

Ampek ka ateh (empat ke atas),
ampek ka bawah (empat ke bawah)

Artinysa anggota waris yang telah berketurunsn dengan dela-
pan kali keturunan, empat ke atas dan empat ke bawah, dalam

suatu lingkungan kaum dalam suatu nagari.
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b. Warih nan Kabuliah (waris yang dibolehkan)

Pada mulanya Jjugs berasal dari “warih nan saluruah”
keturunan asli dari suﬁtu kaumn yang mempunyai gelar pusaka
tinggi (sako) Jjuga. Hal ini terjadi jika salah seorang ibu
yang bertali darah dari anggdota kaum ini ingin pindah ke
tempat atau nagari lain untuk meluaskan keturunan atau
berusaha,' keinginan tersebut dikabulkan oleh anggota kaum
vang lain . Di tempat baru tersebut dia mulai menaruko
sawah dan ladang, berumah tangga, mencari pandam pakuburan,
sehingga berkembang menjadi suatu kaum pula. Disini mereka
mendirikan gelar pusaka dan memilih Mamak Kepala Waris
sesuai dengan mufakat kaum asalnya, dengan demikian berarti
sukunya Jjuga sama dengan kaum asalnya. Hereka disebut
"badunsanak batali darah (bersauvdara ibu)".

Kedua belah pihak (kaum di tempat asal dan di tempat
yang baru), secara timbal balik dibolehkan mewarisi segala
peninggalan yang berupa sako dan pusako. Kapan salah satu
kaum ini telsh punah atau habis keturunannya, maka sako dan
pusakonya dapat diwarisi oleh kaum yang satunya lagi.
Biasanys dilakukan dengan menyuruh beberapa anggota kaum
yvang masih ada untuk menempati kampung tempat kaum yang
punah tersebut, tidak boleh membaws harta pusaka tinggi
tersebut atau menjualnya, "manggungguang mambsok tabang”.

Di Minangkabsu banyak ditemul suku yang sama pada
daerah vyang berlsinan, dengan gelar pusaka tinggi vyang
sama, seperti di atas. Hal ini merupskan bukti hubungan

kekerabatan kaum diantara mereka.



2.3.2 Warih batali sabab (waris bertali sebab)

Maksudnya waris vang berasal dari luar kaum (tidak
sedarah dengan ksum yang hartanya diwarisi), vyang bisa
menjadi waris karena suatu sebab tertentu. Dalam hukum adat
Minangkabau dituangkan dalam pepatah

" Sako tak dapek disakoi,

pusako bulie dipusakoi,

tagantuang alua jo patuik

(gelar pusaka tidak dapat dijadikan gelar),

harta pusaka dapat dipussakai, '

tergantung alur dan patut)
Artinya waris ksrena sebab ini tidak dibenarkan oleh hukunm
adat Minangkabau, menggantikan/menjabat gelar pusaka tinggi
dari suatu kaum, tapi mewarisi harta pusaka dibolehkan.
Karena gelar tetap beredar hanya dalam lingkungan cupak
adat, payvang sapatagak (dalam kaum bertali darah menurut
garis 1ibu).

Hal ini dapat terjadi apabila suatu kaum sudah tidak
mempunyai keturunan yang asli atau telah punah (tidak ada
lagi waris nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapa-
tagak).

Dalam adat MHinangkabau kepunahan suatu kaum tidak
membawa akibat punahnya atau berakhirnya perjalanan waris,
hal ini skan menimbulkan perpindahan waris kepada kaum yang
lain, atau lain darah, tetapi masih tetap dalam susunan
satu payung penghulu, atsu disebut juga dalam satu bingkah

tansh penghulu tertentu.18

18 5t Mahmud, Op. Cit., h. 79
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Ini berarti bahwa tak ada seorangpun yang lepas dari
kaum dan pesukuan di Minangkabau, sehingga semua ksum vyang
berada di bawah penghulu tertentu, terlepas dipakai atau
tidaknysa penghulu yang memayungi para kaum kemenakan tadi.
Dengan kata lain kalau ada orang Hinangkabau vyang tidak
punya suku, berarti bukan orang Minangkabau asli.
Waris bertali sebab ini dibedakan atas, bertali adat,

bertali buek dan bertali budi.

a. Warih Sabab Batali Adat (Waris Sebab Bertali Adat)

Waris ini dihubungkan oleh ketentuan adat yang adsa,
dimana jika ahli waris suatu kaum punah, meka harta pusaka
tingginya dapat diwarisi oleh kaum lain yang tidak seke-
turunan (sedarah) dengan kaum yang punya harta tersebut.
Mereka hanva dihubungkan secara adat oleh lingkungan suku
atau kampung (disebut juga dengan sapayang),‘ vang mempu-
nyai suatu kesatuan hukum yang ditaati oleh 1lingkungan
tersebut dan sesuai dengan aiur dan patut.

Menurut =alur dan patut disini maksudnya, kalau suatu
kaum yang mempunyai gelar pusaka tinggi dan harta pusaka
tinggi telah punah warisnya yang bertali darah menurut
garis ibu, maka seluruh harta pusaks peninggalan kaum vyang
telash punah ini dapat dipusakai/diterima oleh kaum yang
bertali adat, sesuai dengan ketentuan adat berikut

Nan sajari, nan satampok (yang sejari, sekepalan),
nan sajangksa, nan saeto (yang sejengkal, sehasta)

Maksudnya harta pusaka tersebut askan diterima/diwarisi oleh

kaum menurut urutan. Pertama harus dipusakaili oleh yang
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sejari, artinya tali adat yang paling dekat. Selanjutnysa
kalau yang sejari tidak ada maka dipusakai ocleh yvang satam-
pok, begitulah seterusnya. Tidasklah patut menurut adat
harta pusaka peninggalan suatu kaum yang telah punah ketu-
runannya, diterima atau dipusakai oleh kaum yang sifatnya
hubungan adatnya sadapo (sedepa), saeto (sehasta), sajangka
(sejengkal), sedangksan yang sejari masih ada.19

Kesatuan masyarskat pada limbago sapayuang, adsalah
kesatuan yvang terdiri atas beberapa kaum, yang diikat oleh
dan menurut adat, di bawah pimpinan penghulu pimpinan
bingkah tanah atau payuang bersangkutan.

Sapayuang penghulu atau satu bingkah tanah penghulu,
dihuni oleh beberaps kasum yang disatukan di bawah payuang
penghulu tertentu, vang bentuk pertaliannya dengan penghulu
pimpinan payuang adalah "batali menurut adat"”. Para kaum
ity berdatangan dari berbagai penjuru dan nagari lainnva
yang sama menetap dan berlindung kepada payuang penghulu
bersangkutan vyang disebut dengan tidak sahulu, tapi sa-
nuaro. Selain itu ada Jjuga yang datang dari nsasgsri serts
pesukuan yang samsa, yvang disebut dengan sahulu samuaro.

Karena keterikatan kaum-kaum itu dengan penghulunya
adalah menurut adat, maka pertaliannya disebut Juga "batali
adat”, Mereka disatukan, diikat secara bersams oleh adat
Minangkabau padahal sebelumnya mereks tidak saling mengensl

dan mengetahui, tapi karena sudah sama berada di bawah

18 t1drus Hakimi, Op. Cit., h. 20
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pavuang penghulu vyang sama, diikat oleh adat sehingga
mereka merasa bersatu yang sama terletask dalam suatun ling-
kar sistem waris. Dalam adat Minangkabau orang sapsayuang
ini disebut jugs

Ssbingkah tanah (sebingkah tanah),

sasakik sapadiah (sesakit sepedih),

sabarek saringan (seberat seringan),

sahalek sajamu (sehelat sejamu),

salatak satariak (serumpun)

Jika pada suatu kaum pusat pengendali berada padza MKW,
sedangkan pada kaum sapayuang pusat kendali suatu payuang
penghulu atau susatu bingkah tanah penghulu tertentu secara
umum beradsa pada lembaga penghulu pimpinan payuang itu sen-~

diri, sedangkan dalam masalah waris tetap berada pada MKW

masing-masing kaum, dalam artil tetap berdiri sendiri.

b. ¥Warih Sabab Batali Buek (¥Waris Sebab Bertali Buatan)

Adzslah Waris yang terjadi karena buatan atau dibuat
bersama secara musyawarsh oleh keturunan vang bersangkutan
dengan waris bertali darah atéu waris bertali adat.

Suatu kaum yang sudah hampir purah keturunannys dengan
musyawarah dan sepakat anggota kaum lzinnys, untuk mengang-
kat anaknya sendiri menjadi kemenakan, sehingga bisa menja-
di waris Jika mereka sudah meninggal, atsu bisza jugs pada
orang lain vang disukainyva. Kalasu disepakati dalam mnusya-
warah, maks orang yang diangkat tersebut harus mengganti
sukunya dengan suku kaum yvang menganghkatnya, begitu pula
ketentuan adst lainnya dulam suku yang menganghatnya berla-
ku bagi dia. Hal ini dilskukan agar hasrta  pusaka  tinggil

tidask pindah ke tangan suku daseralh lsin., cesuai dengan
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pepatah

Suku jan baranjak (suku jangan beranjak),

manah jan pupuih (manah jangan pupus),

bangso jan sampai hilang (bangsa jangan hilang) '
Artinya suatu suku jangan sampai pindah kepada daerah 1lain
dengan sebab berpindahnya hak milik kaum secara total/
mutlak. RKarena berpindahnyva daerah suatu suku ke suku 1lain
berarti ﬁenghilangkan manah (peninggalan nenek moyang)
orang tua. Sebab jika manah sudah habis dengan sendirinya

menghilangkan keturunan sukan itu sendiri.20

c¢. Warih Sabab Batali Budi (Waris Sebab Bertali Budi)

Waris ini pada mulanya tidak ada hubungan sama sekali
dengan ksum vyang ditepati, baik hubungan adat, hubungan
suku, begitupun hubungan nagari. Terjadinya karena diberi-
kan dengan kesepakatan kaum kepada seseorang yang berasal
dari kaum lain yang baru saja berdomisili pads pagari yang
bersangkutan, atau baru dipelihara dimana mereka mengaku
"bamamak” kepada penghulu kéum vang punya ulayat, vang
disebut juga dalam Adat

Hinggok Mancakam (hinggap menerkam),
tabang manumpu {(terbang menumpu) "

Artinya datang dari daerah yang tidak dikenal sama sekali
oleh kaum vang menerimanya, seumpamsa anak perempuan vyang
terlunta-lunta tidak ada orang tuanya, dipungut oleh suatu
kaum. Karena ajaran adat Minangkabsu lebih mengutamakan

hidup berbudi baik, menerima orasng yang dstang, mengasihani

20 yoc. Cit
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orang yang terlantar, maka kepada dia diberi tanah tempat
bersawah dan berladang, dibuatkan rumah tempat kediaman.
Inilah yang dinamakan bertali budi. Dengan demikian kaum
yang ditepati ini suatu saat punah, maka waris yang bertali
budi ini dapat mewarisi harta pusaka tinggi kaum tepatannya
tersebut, tanpa gelar pusaka tingginya.

Di -samping tiga waris di atas ada satu 1lagi vyang
dikenal juga dengan waris bertali sebab yakni waris bertali
emas (batali ameh), vaitu seseorang dari kaum lain dengan
kaum penghulu tertentu yang berasal dari orang yang dibeli
oleh penghulu itu, atau oleh salah seorang anggota kaum
sedarah penghulu yang bersangkutan, kemudian dijadikan kaum
yang sah dalam payuang atau bingkah tanah penghulu (kaum
penghulu) yang membelinya, dan dikalikan dalam, digantuang-
kan tinggi serta di buah mati, memenuhi syarat adat vyang
berlaku.

Pemberian harta pusaka tinggi (ulayat kaum) pada waris
bertali sebab di atas dalam adat ditentukan bahwa

* Adat diisi, limbago dituang.

sie disasuak rantiang dipatah,

bumi dipijak adat dipsakai,

alua dituruik jalan ditampuah

(adat diisi, lembaga dituang,

air diambil, ranting patah,

bumi dipijak, adat dipakai,

alur diikouti, jalan ditempuh)
Artinya seseorang atasu angdota kavum lain yvang baru saja
menempati nagari tempat kaum tepatannya tersebut  harus

menjadi penduduk dan anak kemenakan dari  penghulu  vang

bersangkutan, dengan mengintegrasikan diri dengan adst
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istiadat setempat. Hal ini sama dengan hak pakai tentang
tanah ulayst diiksat dengan suatu ketentuan yakni “adat
diisi limbago dituang”, artinya menjadi anak kemenakan,
bukan berdomisili buat sementara, kemudian tidak boleh
diperjual belikan.

Ketiga bentuk hubungan waris di atas, walaupun namanysa
saling berlainan, namun kedudukannya pada dasarnya sama
saja. Dimana bentuk hubungan di atas baru dianggap sah,
jika memenuhi syarat adat " Dikalikan dalam, digantuangkan
tindgi, dibuah mati, di bawah payung penghulu yang meneri-
manya. Perbustan ini yang disebut dengan mengisi adat,
menuang limbago.

Dikalikan dalam, maksudnya 1alah suatu keputusan dari
kaum batali darah sebuah lembaga penghuln tertentu, yang
menerima seseorang perempuan atau beberaps perempuan ter-
fentu, dan pihak perempuan itu memberikan jaminan kepada
penghulu itu berupa emas, dan 1a bersumpah setia akan
melanjutkan adat lembagas penghuolu itu sebaik-baiknya.
Kemudian yang bersangkutan mengadakan suatu Jamuan untuk
semua anggota payuang penghulu yvang bersangkutan, dalsam
jamuan itu penghulu akan mengumumkan keputusannys menerims
koum tadi, dan menyatakan bahwa kedudukan kaum itu sudah
sah dalam binghksah tanah (pavaang penghulu) i1itu dan  sudah
dimasukkan dalam susunan waris payuang penghmiu tersebut.
Dia diberi sawah dan ladang yang diberi nams  ~°  ganggem
bauntuak " untuk kehidupannys scetahon makosn dan perumshan

dalam bingkah tznab (payusng penghulu) tersebut.
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Digantuangkan tinggi maksudnya ialah keputusan penghu-

lu =uku adat (pucuak adat pasukuan) dimana penghulu tadi
melembaga, mengesahkan perbuatan hukum penghulu bawahannya
yvang menerima sebuah kaum dibawah payuangnya.
Ini merupakan mengisi adat menuang limbago pada tingkat
pesukuan, dengan memberikan jaminan adat kepada penghulu
suku adat; dan bersumpah setia akan melaksanakan adat dalam
pesukuan itu, berupa emas dalam jumlah tertentu, sesuai
dengan keputusan adat pesukuan itu. Kemudian yang bersang-
kutan mengadakan jamuan untuk menjsmu semua 1isi pesukuan
itu, dan dalam jamuan itu diumumkanlah oleh pucuk adat
pesukuan tadi, bahwa pesukuan telah mensahkan sebuah kaum
di bingkah tanah penghulu tertentu, dan kaum itu telah
memenuhi syarat adat dan sudah termasuk ke dalam susunan
waris dalam pesukuan itu.

Pada tingkat ini kaum itu diberi tanah tertentu untuk
dijadikan “pandam pakuburannya”. Jadi sejak hidup sampai
matinys sudsh diatur oleh adat, ditentukan tempat berku-
burnya. Hal ini menunjukkan pertalian dari susunan waris
antara suatu bingkah tanah dengan pesukuan, dimana pesu-
kuanlah pada skhirnya yang merupakan lingkar edar terakhir
dari sistem waris di Minangkabau.

Sedangkan vyang dimaksud dengan dibua wati, maksudnya
persetujuan nagari bersangkutan, terhadap keputusan salah
satu pucuk adst pasukuan di dalam nagari yang mengesahkan
sebuah kaum di dalam payuang penghulu tertentu di dalsm

pesukuannya.
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Pada tingkat nagari ini, mengisi adat menuang limbago itu
hanyalah sekedar mengadakan jamuan saja, hal ini dimaksud-
kan agar orang nagari itu tahu bahwa kaum itu sudah sah
menjadi kaum nagari tersebut.

Setelah semus syarat adat di atas dipenuhi oleh suatn
kaum, maka tidak akan dikaji lagi dari mana ia datang,
apakah dafi Aceh, Jawa, Jambi dan lain-lainnya, apakah dari
anak yang dijadikan kemenakan, dari orang yang datang
begitu sajs satau dari orang yang dibeli, mereka sudah
menjadi orang Minangkabau dengan semua syarat dan rukunnya,
sehingga dalam hubungan susunan waris hak mereka adalah
sama. 2l

Kesamaan hak ini bukan berarti bahwa pada suatu waktu
dimana terjadi kepunahan ksum penghulu yang menerimanya,
mereka sama berhask pada waktu yang sama pula. Hak mereka
ini tidak timbul pada waktu yang bersamaan, ini ditentukan
oleh dahulu kemudisnnva ia memenuhi syarat adat dan menuang
limbago pada kaum yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat
dari jenis dan bentuk tanah ganggam bauntuak yang diberikan
serta letak tanah pandam pakuburannya, mana yang 1lebih
dekat dengan harta pusaka dan pekuburan kaum yang punah
tadi berarti dia yang lebih dahulu. Hal ini penting diketa-
hui dan ditegaskan semua pihak, sebab dari sinilah pangkal
tolaknya agar susunan waris dapat berjalan dengan tertib
dan untuk menghindari terjsdinys pertentangan atau perebu-

21 gt. Mahmud, Op. Cit., h.81-82
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tan atau sengketa antara para kaum yang berlalinan darah
pada suatu bingkah tanah penghulu tertentu di Minangkabau
vang mengalami kepunahan suatu kaum yang sedarah.

Di samping kaum-kaum yasng sah dalam sapayuang, ada
pula kaum lain vang walaupun sudah berpuluh-puluh tahun
atau beberapa generssi hidup disana, namun selagil belum
mengilsi adat menuang limbago, belum dikalikan dalam digan-
tuangkan tinggi dibus mati, mereka tetap dipandang sebagai
orang lain disana, dan tetap berada di luar lingkar edar
susunan waris. Kaum semacam ini dapat pergi meninggalkan
payuang penghulun itu kemanapun ia suka, dan dapat pula
datang kembali. RKaum ini disebut jugs dengan "kemenakan aie
tawa (kemekanakan air tawar)"”.

M. Nasroen mengemukakan bahwa apa yang sudah diuraikan
di atas dalam adat dapat disimpulkan, bahwa penggolongan/
kategori waris dalam lingkungan adat Minangkabau adalah
warih nan dakok dan warih nan jauah atau disebut juga
dengan warih nan sajangka, waris saeto dan warih sadapo,
hal ini sesusi dengan pepatah

Barvang-ruang bak durian,

banabu-nabu bak cubadak,

bak sajarieh, bak satampo,

bak sadapo, bak =zaheto, bak sajangka.
(beruang-ruang seperti durian,
bernabu-nabu seperti nanghs,

sepertl sejerih, seperti serumpun,

seperti sedepa, sehasis, dan sejengkal 22

22 M. HNasroen, Hukuwm Waris dan Tanah dalam Rangka
Bhinneka Tunggal Ika, Makalah, Sesminar Hukum Adat Minang-
kabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 3-4
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Fatwa waris di atas bermakna bahwa penggolongan waris
dan warisan dilakuksn menurut urutannya, artinya golongan
vang pertama menutup yang kedua dan seterusnya. Golongan
kedua muncul apabila golongan pertama tidak ada, demikian
seterusnya. Akan tetspi berapa luasnya pengertian sewaris,
lingkungan waris, segolok segadai, sebuah paruik, kaum, dan
lainnya sering menimbulkan persoalan yang perlu disepakati
bersama-sama.

Jika pewaris yang meninggal adalah seorang perempuan,
maka warih nan dakok diéini adalah anak-anaknya (laki-lsaki
dan perempuan). Disini bertemu prinsip waris bertali darah,
yakni vang paling dekat hubungan darah akan menutup waris
lainnysa.

Ealau pewaris yang meninggal sdalah seorang laki-laki,
maka warisnya yvang dekat ialah ssaudara-saudsranys (laki-
laki maupun perempusan), kemudian kemenakannya. Dari segil
perempuan selaku pewaris berlékulah adat waris yang terde-
kat menurut hubungan darah dan mengutamskan garis ke bawah
kepada anak-anaknya, cucu-cucunya (mdlalui anak perem-
puannys), setelah ini habis barulah dicari waris dari sam-
ping, vakni saudara-saudaranya. Tetapi Jika pewarisnya
laki-1ski, vang menentukan bukanlah dekat tidaknya hubungan
darah, karena secara sedarah dia dekat dengdnn anak-anaknya,
tetapi ansknyz digini tidaklsh ahli wsris baginya, oleh
karena tidak =esuku, tidsk sekaom, tLidak  sewaris, tidsk

megolok segadal .



2.4 Pengendali Warisan Harta Pusaka Tinggi

Sebagaimana sudah disebut dalam baglan sebelumnys
bahwa waris di Minangkabau, inti pengendalinya berada padsa
seorang laki-lakil tertua pada sustu kaum yang disebut
dengan “Mamak Kepala Waris" (MEW).

MEW adalah seorang laki-laki dalam suatu kaum tertentu
menurut susunan adat Minangkabau, yang berkewajiban memeli-
hara kasumnya vang karens kelahirannya berhak mewakili
kaumnya baik di luar maupun di dalam pengadilan. Biasanya
diambil dari seorsang laki-laki (ssudarsa laki-laki dari ibu)
vang tua (baik generasi maupun umur) dari sebuah kaum dan
dipandang pandai, cerdik dan berwibawa,Z23

Jika dihubungkan dengan masalah harta pusaka, maka
vang Jadi HEW harus mengetahui lebih banyak dan 1lebih
mendalam tentang seluk-beluk kedudukan harta pusaka yang
ada pada kaumnya.

Laki-laki Minangkabau dilingkungan keluarga ibu ber-
tindak sebagai Mamak bagi anak saudara perempuannya, dan
untuk memimpin anggota keluarga rumah gadang disebut
dengan Mamshk Tungganai (Mamak Rumah). Kemudiasn salah se-
orang saudara laki-laki ibu (Mamak)} mempunyai kriteria vyang
sama dipilih oleh kerabsast sgsskampuang (sekampung) serta

sasukuy (gsesuku) untuk memimpin anggota kerabat satu kampung

23 Firman, Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat
matrilinial di Minangkabau Dengan Semakin Menonjolnya
RKeluarga Samande Dibandingksn Keluarga Saparuik, Disertasi,
Universitas Airlangga Surabaya, 1997, h. 93

i
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dan satu suku disebut Penghulu Kampuang (FPenghulu Kampung)
dan Penghulu Suku, dengan panggilan Mamak juga, tidak berbe-
da dengan savdara laki-laki ibu lainnya.

Mamak tungganai melaksanskan tugasnya hanya bergerak
dilingkungan rumah gadang bersama saudara laki-laki ibu
serta seluruh anggota keluasrga rumah gadang lainnya.

Penghulu kampung dan penghulu suku bergerak pada
lingkungan yang 1lebih luas yaitu kampung dan suku serta
nagari. OSemuanya melakukan tugasnya dengan dasar mufakat
melalui musyawarah, sehinggs membangun institusi rapat
dalam kehidupan keluarga rumah ggdang, kampung, suku sertsa
nagari.

Hubungan antara saudara laki-laki ibu dengan saudars
perempuan ini di Minangkabau disebut dengan hubungan bams-
mak-bakamanakan (bermamak berkemenakan). Hubungan tersebut
bersifat diagonal, yaitu sebagai mamak dari anak saudara
perempuannya dan sebagai kemenakan dari saudara laki-1iaki
ibunya yang merupakan satu hubungan keteladanan di dalam
adat Minangkabau. Kemenskan dipandang sebagai pelanjut
tradisi keluarga atau kaum, karena harta pusaka, gelar
pusaka (sako) diwariskan kepadanya. Mamak merupakan pelin-
dung dan membina kemenakan hingga dikemudian hari kemenskan
dapat menggantikan msmak sebagai penanggung jawsb dan
penerus kelangsungan hidup keluarga sapsruik di rumah
gadang.

Sebuah svku dipimpin oleh seorang kepala kaum vang

bergelar “Pangulu Andike". Suku ini terdiri dari beberaps
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kampung, tiap kampung dipimpin oleh seorang "pengulu kaum
(Datuk)”. Di lareh koto piliang semua pengulu (Datuk) kaum
vang ada di berbagai suku dikoordinir oleh beberapa orang
datuk pucuk, yzng berasal dari pangulu pucuk suku vang
berada dalam suatu Nagari. Sedangkan di lareh bodi canisago
semua pangulu kaum mempunyai kedudukan vang sama derajat-
nya. Kalau mereka rapat duduk sehamparan dan tidask mengensl
adanya datuk pucuk suku. |

Tiap-tiap kampung lazimnya didukung oleh pars tungga-
nai, tapi tidak mutliask), setiap tungganai di Hinangkaban
memiliki sebuah rumah gadang. Selanjutnysa tungganai memba-
wahi beberapa jurai/paruik dan dalam kelangsungan pemerin-
tahan adat nagari mereks vang sejurai (ssparuik) dinamakan
orang badunsanak, artinya mereka mempunyai keturunan yang
berdasarkan silsilah yang satu daril garis keturunan pihak
perempuan (ibu).

Bimbingan mamak datuk, fungganai serta mamak lsinnya
terhadap kemenakan, sangat diharapkan sebagai pewaris
anggota rumah gadang di kemudian harl. Begitu Jjugas seba-
liknya, dimana mamak tanpa memiliki kemenakan ibarat tabek
nan indak  baransang, 1Juk nan indak basaga. Mzksudnya

kemenakan itu diharapkan sebagal pelindung kaum kerabst,

penvambung garis ketoarunan dan pewaris harts pusaka. Oleh
karens  itu mamsk harus memiliki kelebihan  daril kemenakan
bmik pongetahasg waapan dolam hﬂrLingkah laku

Tndak nan oodiak podo momnk

malawan memah o0 clennnyo

molawon maolin e kodinyo
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(tidak ada yang cerdik dari mamsk,

melawan mamak dengan ilmunya,

melawan malin dengan kajinya)

Apabila kemenakan ingin menyampaikan segala sesuatu
yvang benar dan tidak diketahui oleh mamak boleh saja,
dengan menguasai segala kelebihan yang ada pada mamak,
sehinggs bisa mengungkapkan kebenaran dari apa yang disam-
paiksn oleh mamak sebelumnya. Mamak dalam memimpin kemensa-
kan hendaklah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat
ditiru serta diteladani, supayva mamak dihormati dan dihar-
gai oleh kemenakannya. Hamak di luar kaum berfungsi untuk
melindungi dan mempertahankan anggota kaum.

Hirasrki kekuasaan yang dilaksanakan oleh mamak diten-
tukan oleh adat sebagai berikut

Ramanakan barajo ka mamak,

mamak barajo ka panghulu,
penghulu barajo ka mufakat,
mufakat barajo ka alua jo patuik
(Kemenakan beraja pada mamak,
mamak bersja pada penghulu,

penghulu berajs pada mufakat,

mufakat beraja pada alur dan patut)."24

Sedangkan kesejajaran hubungan mamak dengan kemenakan

diungkapkan dalam adat sebagai berikut
" Nan tuo dimuliakan,

nan mudo dikasihi,

samo gadang hormat menghormati

(vang tua dimuliakan,
vang muds dikasihi,
sama besar saling menghormati)

24 py . Sanggono Pirajo, Curaian Adat Alam Minangkabau,
Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987, h. 20
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Gadang kayu, gadang dahannyo,
ketek kayu, ketek dahannvo

(besar kayu, besar dshannya,
kecil kayu kecil dahannva)

Ungkaspan di atas mengandung arti bahwa kesejajaran
hubungan antara mamak-kemenakan, saling menghormati dise-
suaikan dengan kedudukan serta kepentingannya. Mamak tetap
dimuliakdn serta dihormati, betaspspun pintar dan kayanysa
seorang kemenakan, yang kecil disayangi sesama besar saling
menghormati.

Aturan vang mengatur hal-hal yang struktural tentang
susunan waris menurut hukum adat Minangkabau, menunjukkan
tanda-tanda adat tentang hak dan pusaks asli, serta meng-
atur tentang cara memperoleh sebuah hak pusaka menurut
adat, disebut dengasn Cupsak Usali.

Cupak wusali diperkuat oleh kato nan ampek (kata vang
empat) serts didukung oleh lembaga penghulu dengan dasar
adat yvang empat {(dasar adat nan ampek).

Kato nan ampek dalam adat Minang yaitu

" kato pusako,

kato dahulu batapati,

kato kamudian kateo bacari,
kate mufakaik

(kata pusaksa.

kata dahulu ditepati,

kata kemudian kata dicsari,
kata mufakat)

Kato pusako adalzh suatu perbuatan vyang meletakkan

sesuatu pada tempatnys, seperti meletakkan kopiah di kepa-

1s, sepatu dit kashkil don sebingainys.
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Kato datulu batapati ialah suatu yang mesti ditepati,
atau sesuatu yang tak bisa dihindari dengan menggunakan
akal, dan hal itu mesti dilaksanakan bagaimana adanva.
Maksudnya disini bukanlah kata yang dibuat pada waktu yang
lalu berdasarkan mufakat yang masih bisa diungkai dengan
mufakat pula, melainkan lebih dari itu ia sudah ada, dan
kita tinggal menepati saja lagi, ia sudah ada sebelum kits,
dan tidak dapat diingkari.

Kato kamudian kato bacari ialah suatu keputusan yang
dicari oleh penghulu-penghulu ahli adat dan ahli akal,
dengan secara sempurna, dan disampaikan kepada yang dike-
nainya waktu itu juga, tidak boleh ditunda-tunda.

Kato mufakat yaitu keputusan yang didapat oleh dan
dalam satu mufakat penghulu-penghulu, urang tuo-tuo, urang
patuik-patuik dalam satvu-satu suku, atau satu nagari, dan
disampaikan kepada yang dikenainya setelah mufakat itu
selesai, dan dapat ditunda menyampaikannya, sampai kepadsa
suatu batas waktu, dimana riak sudah tenang, angin sudah
selesai, hujan sudah teduh, kabut sudah terang, untuk
dilaksanakannys.

Sedangkan dasar adat nan ampek dalam adat Minangkabau
adalah

Adat nan sabana adat,
adat nan diadatkan,

adat nan tersadat,

adat istiadat

(adat ysng sebenar adat,
adat yang diadsatkan,

adat ysng tersadat,
adat istiadat) °
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Adat nan sabana adat ialsh suatu yang bersifat tetap,
tidak mengalami perubshsan, tidak dimskan waktu dan rusang,
dan memang adat menyebutnya diasak indak layua, dibubuik
indak mati, berlaku dimansa dan kapsn saia.

Adat nan diadatkan adalah suatu keputusan mufakat
satu-satu nagari, atau satu-satu suku, &atau ssatu-satu
Luhak, atau satu-satu kelarasan adat, yang berlaku dalam
batas-batas tertentu. Mufakat ini dilakukan oleh penghulu-
penghulu, urang tuoc-~tuo, urang cadiak pandai dan ahli aksl,
dengan tidak boleh menyimpang dari induk sturan adat Mi-
nangkabau. Hal ini menimbulkan perbedaan pelaksanaan adat
Minangkabau di nagari-nagari tertentu, di Luhak, di Rantau
bahkan di suku-suku tertentu, namun ini diakui oleh Minang-
kabau vyang terungkap dalam pepatah adat lsin padang, Isain
belalang, 1lain Iubuk lain ikannya. WNamun perbedaan ini
hanya pada cara melsksanakan adat itu, seperti cars baralek
kawin, bentuk pakaian penghulu, atau pakaian marapulai, dan
lain-lain.

Adat nan teradat sadslah sesuvatu yang bukan =adat,
tetapi hal ini lebih berbentuk suatu cara saja yang berlaku
untuk maksud tertentu, atau untuk hiasan nagari, seperti
berandai dan bersalung, dan lainnva.

Adat istiadat ialah adat yang dipakai oleh Minsngka-
bau, yang terdiri atas : adat, kato, nagari, undang, hukum

dan cupsak.







BAB 3
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TIRGGI PADA
MASYARAKAT MINANGEABAU DI SUMATERA BARAT

Sengketa adalah suatu hal yang tidak dapat lepas dari
interaksi antara manusia dalam kehidupan. Setiap individu
vang mengalami sengketa akan selalu berusaha untuk meng-
atasi atau menvelesaikannys dengan cara-cara yang dianggap
paling baik bagi dirinya. Hukum tampil sebagai sarana untuk
menyelesaikan melslui alternatif-alternatif yang tersedia,
bisa melalui Jjalur pengadilan dan Jjuga bisa di luar
pengadilan.

Begitu Jjuga halnya dengan para pihak yang terlibat
dalam sengketa pewarisan harta pusaka tinggi pada masyars-
kat Minangkabau di Sumbar, mereka akan berusaha mencari
penyelesaian yvang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

Hukum memberi kemungkinan bagi pihsk-pihak yang ber-
sengheta untuk wmelaknkan pilihan apakah akan menggunakan
pengadilan atau tidak untuk menvelesaikan sengketa yang
terjadi diantara mereka. Dengan kata 1lain penyelessaian
sengketa di depan pengadilan tidak merupakan suatu keharus-
an, hal 1ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UURKK vang
berbunyi

‘ penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar

perdamaian ataun melalui wasit (arbitrase) tetap
diperbolehkan *
Hal di atas jugs berlaku terhadap perkars perdats yang

terjadi dalam masyarakat.



Pada masyarakat Minangkabau di Sumbar, secara umunm
berlaku dua macam penyelesaiasn sengketa harts pusaka tinggi
yang terjadi, yaitu melalui lembaga adat dan melalui PN.

Untuk 1lebih jelasnya mengenai prosedur penyelesaian
sengketa harta pusaka tinggi di atas, diuraikan pada sub

bab berikut.

3.1 Penyelesaian Helalui l.embaga Adat

Penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka tinggi
menurut hukom adat Minangksbau dilakukan bertingkat mulai
dari kerapatan kaum, kerapatan suvku/kampung den terakhir
melalul Iembsga KAN. Penyelesaian bertingkat seperti 1ini
dalam hukum adat Hinangkaban diungkapkan dalam pepatah
berikut |

" Batanggo naik (bertangga naik), "
bajanjang turun (berjenjang turun)

Penyelesaian secara adat dilakukan dengan dasar musya-
warah dan mufakat untuk mendamaikan psra pihak yang ber-
sengkets. Dalam masyarakat Minangkabau musyawarah untuk
mencaril mnufakat merupaskan caras atau Jjalan vyang diambil
untuk memecahkan suatu permasalahan vyang terjadi dalam
lingkungan masyarakat, sesual dengan pepatah adat berikut
ini

‘ Bulek aia dek pambuluah,

bulek kato kamufakat,

indak ado putuibh nan indak bisa diuleh,
indak ado kusuik nan indak salsssai
{bulat air karensa pembuluh,

bulat kata karena mufaksat,

tidak ada yvang putus yang tidak bisa disambung,
tidak ada kusut yang tidak selesai) "
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Musyawarah merupakan suatu perbuatan yang memberikan
hak yang sama dalam mengeluarksan pendapat terhadap sesuatu
permasalshan. Paras anggota musyawarah diberi kedudukan yang
sama untuk memberikan hak dan kewajibannya terhadsp sesuatu
vang hendak dicapainya selagi hak dan kewajibannya tersebut
tidak bertentangan dengan peraturan yang telah digariskan.

Keputusan dalam musyawarah merupakan kedaulstan ter-
tinggi atau merupaksn supremasi dalam pemecahan permasalah-
an. Mufakat vang dikehendaki haruslsh tunduk dan berda-
sarkan pada alua jo patuik (alur dan patut) menurut adat
atau berdasarkan pada kebenaran atau hkewajaran, sehingga
kato sakato (kata mufakat) skan terjadi =askibat keputusan
vang sepaham dalam suatu permasalahan yang dihadapi, dengan
memikirkan segsals kenungkinanlyang akan terjadi akibat dari
keputusan ysng diambil bersama tentang baik buruknya, 1laba

rugi, mudharat dan manfaatnya.l

3.1.1 Penyelesaian Melalui Kerapatan Kaum

Pada tingkat pertama semua sengketa harta pusaka
tinggi, menurut adat di Minangkabau diselesaikan dalam
Kerapatan Kaum, yang merupakan rapat keluarga saparuik
(satu nenek) dalam kaum dipimpin oleh Mamak Tungganai di
rumah gadang yang diikuti oleh mamak serta anggota keluargsa

lainnysa.

1 Tanrin, Musyawarah dalam Perspektus KAN di Hinangka-
bauw, Harian Singgalang, Padang, Minggu, tanggal 10 Maret
1996, h. 6
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! Fungsi mamak dalam suatu kaum pada waktu dolu di
Minangkabau adalah sebagai berikut
1. Pemenuhan ekonomi keluarga, yaitu dilakukan dengan
- mengelola harta pusaka ;
- pembagian kerja ;
- memperbanyak harta pusaka
2. Membimbing kemenakan, dilakukan dengan
- pengenalan adat istiadat ;
- pendidikan agama ;

| - mengajarkan seni dan beladiri ;

- pengelolaan harts pusaks .
3. Melaksanakan upacara adat, antara leasin
- upacara perkawinan ;
- upacara kehamilan ;
- upacara kelahiran ;
- upacara kematian.?

Dengan demikisn tugas mamsk disamping menyelesaikan
permasalahan di dalam rumah gadang, yang menyangkut hu-
bungan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga
lainnya, Jjuga berperan untuk menjaga serta menyelesaikan
permasalahan yang menyangkut harta pusaka. Dalam penyele-

saian masalah di atas mamak berperan sebagai penengsah,

. untuk mendamaikan yang bersengketa, sesuai ungkapan

2 Firman, Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat
Matrilinial di Minangkabau dengan Semakin Menonjolnya
Keluarga Samande Dibandingkan RKeluarga Saparuik, Disertsasi,
Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, h. 165
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‘" Bak mairik rambuik dalam tapuang,
tapuang indak tasersak,
rambuik indak putuih.
(bagaikan menarik rambut dalam tepung,
tepung tidak tumpah,
rambut tidak putus).
Maksudnya mamak berusaha sebaik dan sebijaksana mung-
kin, agar penyelesaian yang diperoleh dapat diterima oleh

semua pihak, sehingga kedamaian dan kerukunan dalam masya-

rakat tetap terjaga.

3.1.2 Penyelesaian Melalui Eerapatan Kampung atsu Suku

Jika tidak dapat diselesaikan dalam kerapatan kaum
vang satu jural , maka sengketa harta pusaka tinggi dimin-
takan penyelesaiannya ke Kerapatan Kampung/Suku yvang dipim-
pin oleh Penghulu kampung dan Penghulu suku.

Penghulu kampuang atsu penghulu suke bergerak pada
lingkungan yang lebih lusas, yaitu kampung/suku dan nagari.
Semuanya melakukan tugasnya dengan dasar mufakat melalui
amusyawarah, sehingga membanguh institusi rapat dalam kehi-
dupan keluarga rumah gadang, kampung, sukn serts nagari.

Pesukuan adalah suatu ikatan dari beberspa penghulu,
tedasnya ikatan empat penghulu “ampek buah paruik”, dipim-
pin oleh sebuah lembaga suku adat atau pucuk adat pesukuan.
Hal ini dapat dilihat dari pepatah vyang berbunyi suky ba
ampek buah parulik, mwaksudnya gabungan dari empat buah
perut/jurai sebagai gabungan dari lembaga penghulu "ampek
Jinih "

Penghulu suku dalam menjalankan tugasnys dibantu oleh

ir "
"manti, malin dan dubalang, yang disebut juga urang ampek
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jinik' (orang empat jenis).

Datuk digambarkan sebagai "payuang panji” (payung
p&nji), patang manguruang, pagi mangalusan (petang mengu-
rung, pagi mengeluarkan). Hal itu berarti bahwa Datuk
tersebut berperan sebagai penjaga dan pemelihara seluruhbh
kerabatnya, ia akan selalu memeriksa serta wmenyelesaikan
suatn permasalahan, sehingga harus tehu persis segals
sesuatu yang terjadi dilingkungan suku atau kaomnysa.

”Halin”berperan untuk memberi nasehat kepada penghulu,
apabila ada suatu keputusan yang tidak sesuai menurut
ajaran agama, menyembelih kambing atau kerbau di waktu
pesta, membaca dozs, mengaii dan sebagainya. Begitu jugsa
apabila terjadi kematian malin vang akan mengurus serts
menyelenggarakan sampai mayst dikebumikan.

”Hanti'bertugas sebagai perantara datuk dengan masyara-
kat. Apabila ada masalah yang dialami snggota kerabatnya,
pertama kali yvang didatangi cukup manti, jika manti kesu-
litan akan disampaikan kepada datuk. Perintah serta kebi-
jakan vang diambil penghulu nantinya akan disampaikan oleh
manti kepada malin dan dubalang.

Jbubalang”yang bertugas untuk menjaga keasmanan kampung

bila terjadi perkelahian dan membantu tugas penghulu.

3.1.3 Penyelesaian Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Apabila di kerapatan kampung atau suku juga belum bisa

diselesaikan, maka pada tingkat terakhir dan tertinggi

menurut hukum adat, sengketa harta pusaka ini diselesaikan

di lembaga KAN.




Sumbar yang merupakan ranah Minangkabau mempunyai
suatu lembaga tempat bermusyawarashnya para tetua adat satau
tokoh masyarakat di dalam kenagarian yang disebut dengan
EAN, vang mempunyai peranan penting dalam membina kehidup-
an masyarakatnya.

KAN adalah suatu lembaga sosial di bidang adat isti-
adat di nagari alam Minangkabau, baik dalam melestarikan
adat itu maupun dalam menyelesaikan silang sengketa antara
anak kemenakan serta orang kampung yang bertalian dengan
harta pusaka sampai menentukan hukum dari perscalan terse-
but.3

Lembaga KAR kesnggotaannya texdiri atas
1. ketua, adalsh pucuak adat, merupakan fungsionsl adat

setiap nagari mengikuti sistem adat koto-piliang ;

2. datuak kaampek suku, yaitu jsbatan adat vang turun
temurun dalam suko pada nagari yang menganut sisten
koto-piliang. Sedang pada sistem bodi caniago disebut
pangka tuo nagari ;

3. penghulu andiko, fungsional adat sebuah kaum pada setiap
nagari ;

4. vrang ampek jinih, fungsional adat sebagai kelengkspan
adat basapndi syarak, syarak basandi Kitabullah, vyaitu
anak kemenakan dalam suku, cerdik pandai, alim ulama,

suluh bendang dan hulu balang nagari (manti, dubalang,

3 Rurasa Harun, KAN di Minangkabau Kini Jadi Penon-
ton, Harian Singgalang Padang, Minggu, 11 Desember 1994,
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imam, malin, pandito, khatib, bilal) ;
5. kepala tata usaha nagari.

Berdirinya lembaga KAN merupskan kebutuhan masyvarakst
Minangkabsu dalam hal mengatur tatacara kehidupan masyara-
kat. Bahkan ini sudah menjadi keputusan Pemda Tingkat 1
Sumbar dengan SK Gubernur No. 015/GSB/1868 jo No. 148/1870
tentang diadakannysa KAN. Kemudian dalam SK Gubernur Sumbar
No. 156/GSB/1874 diatur kembali fungsi dari EAR sebagai
lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuks masya-
rakat nagari vang dipandang patut mewakili kepemimpinan
suku dan jorong (pasal 1). Sedangkan dalam passl 14 dise-
butkan fungsi KAN sebagai

* Lembaga masyarakat di samping melaksanakan peradilan

adat dan agama juga memberikan pertimbangan kepada
wali nagari *

Lembaga KAN ini hanya ada satu di setiap nagari, dulu
nagarli di Minangkabau terdiri dari beberapa jorong dan
kampung. Tapi dengan keluarnva UU. No. 5 Tahun 19878 tentang
Pokok-pokok Pemerintshan Desa (UUPD) di seluruh Indonesia,
maka semua SK Gubernur KDH Tk I Sumbar sepanjang mengenai
pemerintahan nagari dicabut dan diganti dengan peeerintahsn
desa melalui SK Gubernur KDH Tk. I Sumbar No. 162/GSB/
1983.

Jorong diganti menjadi desa atau kelurahan dan kampung
menjadi dusun atau RW dan RT. Henurut Inpres No. 8 Tahun
1880 tentang pelaksanaan UUPD, desa adalah sebutan yang

sekarang masih mempergunakan nama aslinya yang berlaku di

Propinsi daerah Tk. I seluruh Indonesis, seperti jorong di
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Sumbar, kecuali daerah khusus ibu kota Jakarta.

Dengan terlaksananys sistem pemerintahan desa sebagai
dserah otonomi terbawah menurut UUPD di Sumbar, di satu
pihak jelas memperlihatkan penataan kehidupan bernegara
dan bermasyarakat dalam konteks pembangunan di tingkat
pedesaan, dirasakan semakin dinamis. Namun di pihak lain
dampaknya nagari-nagari yang sebelumnya berstatus sebagai
kesatuan masyarakat hukum adat, yang sekaligus juga sebagai
kesatuan administratif pemerintahan terendah, kini menjadi
terpecah menjadi beberapa desa. Desa ini biasanya berasal
dari jorong atau taratak yang berada dalam kesatuan terito-
rial nagsri. Terpecahnya hagari menjadi beberapa dessa,
jelas berpengaruh pada kehidupan adat yang berwawasan serta
berorientasi kepada nagsari.

Menurut struktur alur adat Minangkabau, hukum adat
itu lahirnyva di nagari, bermanfast untuk anak nagari yang
secara turun temurun hidup dglan suku masing-masing. Ini
merupakan keharusan pemerintahan adat, bahwa nagari tanpa
suku dan tanps kaum itu bukan nagari namanysa. Karena kehi-
dupan budaya orang Minangkabau memusatkan kehidupan ber-
adat-istiadst yang penampilannva berada di selingkar nagari
di ranah Minang.

Warga masysrakat nagari tumbuh dari bawah, vakni
anggota masyarakat nagari itu sendiri yang mengiket secara
genealogis, teritorial, yang terdiri dari Jjorong. Dengan
dijadikannya sebagai desa maka secara administratif ter-

pisah satu sama lainnya, seolah-olah memecah mereka yang




sesuku, sekaligus mereka merasa harta pusaka tingginysa
telah terputus, hal ini dapsat menimbulkan perselisihan-
perselisihan mengenai harta pusaka tinggi itu sendiri dan
terjadi pengaburan garis kepemimpinan dari anak nagari
(warga masyarakat nagari). Hal ini menyebabkan masyarakat
Minangkabau merasa kehilangan tempat untuk berpegang dan
bertanya dalam hal urusan harta pusaksa tinggi yang mereka
punyai. Di samping itu karena nagari tidak berfungsi lagi
sebagaimana mestinya, maka KAN juga tidak mau tahu 1agi
dengan pembangunan desa dan nagarinya, karena menganggap
hal tersebut adalah wewenang dari pemerintah di desa dengan
Lembags Musyawarah Desa (LMD), sehinggsa mamék dan penghulu
penghulu yang sebelumnys merasa dihormati dalam lembaga EKAN
tidak semuanya mendapat tempat dalam pemerintahan dessa

EAN diberi peranan dalam pengurusan adat dan kebiasaan
nagari, KAN dijadikan lembaga tanpa wewenang dalam wurusan
pemerintahan, karena telah diurus oleh kepala desa, sehing-
ga terjadi dualisme pemerintahan di desa yang membingungkan
masyarakat dan ikut menurunkan wibawa penghulu di mata
kemenakannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan adat berikut

Manjua bamurah-murah
batimbang jawab ditanyo
penghulu jikok pacsh

adat Jjo nagari indak baguno

(menjual bermurah-murah,
bertimbang jawab ditanya,
penghulu jika pecah,

adat dan negeri tidak bergunsa)

Cincin banamo ganto sori
sasuai sajo dikalingkiang
Hilang picayo anak nagari
kato Jjo karajo indak sasuail
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(cincin bernama ganto sori,

sesual saja dikelingking,

hilang percsaya anak negeri,

kata dengan pekerjaan tidak sesnai)

Di samping itu sejak diberlakukannya UUPD tentang
pemerintahan desa , kekuasaan penghulu semakin pudar digan-
tikan oleh kepala desa. Harta pusaka dan kemenakan satu
suku telah terpecah menjadi desa yang berbeda. Mamak tung-
ganai dan mamak lainnys tidak ada vyang mengkoordinir.
Walaupun mamak berusaha melaksanakan fungsinya, mereka
sudah kehilangan tempat berkonsultasi apabila mengalami
permasalahan.

Dengan kata lain secara nasional telah tercipta suatu
unifikasi hukum ketatanegaraan yang menysngkut unit peme-
rintahan terendah, yaitu desa atsu kelursahsn, disisi 1lsain
kesatuan masyarakat hukum adat nagari menjadi tidak Jjelas
eksistensinys,

Pemda Tk. I Sumbar merasa perlu untuk memelihara
eksistensi nasyarakat..hukum.adat Minangkabau dan untuk
memelihara keberadsasan dan kesatuan masyarakat hukum adat
Minang, maka tanggal 13 Agustus 1983 dikeluarkan PERDA Ho.
13 Tahun 1983 tentang “Nagari sebagai kesatvan masyarakat
hukum adat di Propinsi Sumbar”, dsalam rangkaian pelaksansaan
UU Pemda. Perda ini merupakan suatu keinginan Pemda untuk
mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasiocnal dan di-
maksudkan untuk mengusahakan dalam menyesuaikan ketentuan
tentang Pemda dengan hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Perda No. 13 Tshun 1883 init disahkan oleh Mendagri pada

tanggal 22 Oktecber 1984 dengan SK Mendagri No. 140.23-868,
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dan secara resmi diumumkan di Pagaruyung tanggal 17 Desenm-
ber 1884. Dengan adanya pengesahan dari Mendagri tersebut,
diharapkan agar KAN dapat berjalan berdampingan dan tidak
berbenturan dengan kepala-kepalsa desa/kelurahan.

Dengan demikian maka sejak tanggal 17 Desember 1984
tersebut KAN secara yuridis formil diakui kembali dan misi
kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau menjadi jelas
kembali.

Dalam pasal 1 huruf j Perda No. 13 Tahun 1983 disebut-
kan bahwa

" KAN adalah lembags perwakilan permusyawaratan dan

permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan
diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di
tengah-tengah masyarakat nagari di Sumbar "

Kata-kata lembaga tertingegi di atas menunjukkan bahwza
KAN tidak mewmpunyai atasan. Keputusan-keputusan KAN di
nagari masing-masing tidak dapat dicampuri oleh lembaga
adat lainnya. Organisasi ini bukanlah suatu organisasi
vertikal, vang berpucuk pada suatu pimpinan pusat di
propinsi seperti kebanyakan organisasi lainnva. KAN 1lebih
merupakan lembaga yang berdiri sendiri di wilayah setiap
nagari. Lembaga-lembaga yang ada di kecamatan dan kabupaten
serta propinsi seperti LEAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam
Minangkabau) bukanlah atasan langsung, melainkan berupa
hubungan koordinatif.

Sehubungan dengan hubungan koordinatif antara LEAANM
dengan KAN ini Harun Zain pada ceramah di depan Mubes VI

LRAAM Sumbar di Gedung Bagindo Azischan padang, tanggal 5

September 1989, menyatakan sebagai berikut




" LEAAM sekarang tidak boleh terkungkung oleh kepici-
kan pemikiran dan wawasan masa lalu, sebagai wadah
perjuangan masyarakat Minangkabau yang sudah banyak
menyumbangkan hasil nyata bagi rakyat dan pemerin-
tah. Namun dalam perjalanan selanjutnya wadah ninik
mamak dan bundo kanduang ini harus mampu memperli-
hatkan dirinya sesuai prinsipnya sebagai wadah
perjuangan. LEAAH harus mampu mengoreksi berbagai
hal yang tidak pada tempatnya, serta magpu pula
mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya”.

Jadi dalam sktifitasnya di mass sekarang dan proyeksi
jauh ke depan , LEAAM harus mampu membawa dirinya untuk
menjawab tantangan serta kebutuhan masa sekarang dan massa
datang. Sehingga dapat dimanfaatkan dalsm berkoordinasi
dengan KAN dalam menyelesaikan permasalahan =adat yang
timbul dalam masyarakat Minangkabau.

Fungsi nagari menurut pasal 3 ayat 1 Perda No. 13
tahun 1983 dilaksanakan o¢leh KAH sebagai partner yang
membantu pemerintah demi kelsncaran pelsksanaan pembangunan

di pedesaan, yakni

a. membina dan mengembanghan nilsai dan kaidah adat di
tengah-tengah masyarakat nagari ;

b. menyelesaikan perkara-perkars adat istiadat ;

c. mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum
terhadap anggots masyarskat vang bersenghets sepanjang
adat ;

d. mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam usahsa
melestarikan kebudayvaan daerah dalam rangka memperkaya
khasanah kebudayaan bangsa ;

e. memelihara, melestarikan adat istiadat yang hidup dan
bermanfaat untuk pembangunan bangssa.

4 Harun Zain dan Saafroeddin Bahar, LEKAAM Harus Jadi
Agen Pembaharuan, Harian Singgalang, Padang, Rabu tanggal 6
September 1989, h. 7
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Keluarnya Perda No. 13 Tahun 1983 ini sangat membantu
pelaksanaan pemerintahan pada masyarakat Minangkabau di
daerah Sumbar. Sebab KAN seperti yang dimaksudkan oleh
Perda tersebut ialah suatu organisasi yang bertujusn untuk
membantu pemerintah daerah dalam rangka menata kehidupan
masyarakat di Sumbar dari sudut kehidupan adat-istiadat,
hukum adat dan hukum perdata adat yang berlaku di semua
nagari.

Untuk menjaga keharmonisan antara EKAN yang melaksana-
kan Perda No. 13 Tahun 1983, dan kepala-kepala desa atau
kelurahan berdasarkan UUPD, maka Pemda Tk. I Sumbar telah
mempersiapkan pembinaan terhadap nagari sebagsai kesatuan
masyarakat hukum adat secara tidak langsung, yaitu berupa
penataran kepala-kepala desa stau kelurahan.

KAN sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari
pemuka-pemuka masyarakat yvang dipandang patut, di nagari
vang keanggotaannya terdiri dari "ninik mamak, alim ulama
dan cerdik pandai”. Ketiga kelompok tersebut tidak dapat
dipisahkan satu samsa lainnya di tengah-tengah masyarsksat
nagari yang mewakili suku-suku dan “jorong-jorong" yvang
Jumlah anggota-anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing nagari yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya Perda No. 13 Tahun 1883 ini,
setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama menge-
nai harta pusaka tinggi yang tidak dapat diselesaikan di
dalam kaum diajukan kepada KAN, karena tugas KAN rmenurut

pasal 7 ayat 1 Perda No. 13 Tahun 1983 adsalsah
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a. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkitan dengan adat
sehubungan dengan sako dan pusako ;

b. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat
istiadat ;

c. menggunakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum
terhadap anggota-anggota masyvarakat yang bersengkets,
serts memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan

penbuktian lainnya sepanjang adat ;

d. mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya
melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya
khazanah kebudayaan nasional ;

e. menginvetarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta
memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejah-
terasn masyarakat Nagari ;

f. membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai
dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap
nagari, berjenjang naik bertangga turun vyang berpucuk
kepada KAN serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi
ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka mening-
katkan kesadaran sosial dan semangat kegotong royongan ;

g. mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari
atay masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum
di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan

atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta ke-
kayaan nagari.

Keputusan-keputusan KAN menjadi pedoman bagi kepala
desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan wajib
ditsati oleh seluruh masyarakat nagari dan aparat pemerin-
tah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan Yyang
berlaku (pasal 7 ayat 2 Perda No. 13 Tahun 1883).

Dengan melihat tugas-tugas KAR yang telah digariskan
dalam Bab IV pasal 7 Perda di atas, maka Jjelaslah bahwa
perkara yang timbul dari sako dan pusako (yakni masalah
Hukum Waris Adat Minangksbau) adalah tanggung jawab atau

wewenang dari KAN untuk menyelesaikannya secara damai.
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Dalam KAN penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi
ini dilaksanakan oleh Seksi Perdamaian Adat (SPA), anggo-
tanya harus terdiri dari orang-orang yang betul-betul paham
tentang harta pusaka dan punya integritas yang tinggi serta
kejujuran. Sebelum anggota SPA ini melakukan tugasnya
terlebih dahulu diambil sumpahnya.

Mengenai cara penyelesaian sengketa di lembags EKAN,
dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargsan, dengan cara
halus dan pendekatan lunak tanpa menonjolkan aturan-aturan
hukum formal, tidek mencari siapa vang benar dan siapa yang
salah, semua pihak berusaha mencari formulasi keadilan yang
paling bisa diterima dan semua pihak berusaha mepertahankan
kerukunan dan kedamaian.

Hasil musyawarah vyang dicapai dalam KAN merupakan
kato (kata) yang bulat atasu sakato, hkarena 'proses selama
musyawarah dilakukan selalu dengan memikirkan dengan telitil
dan seksama yang senantiasa mampu merasakan apa yang dira-
sakan dalam masyarakat.5

Dalam adat hasil dari keputusan ysang diperoleh permu-
syawaratan tersebut senantiasa menurut ketentuan alam,
tidak =ada vang membantah dan semua pihak menerima sertsa
menjalankan nya dengan penuh kesadaran dan tanggung Jawab.

Putusan KAN ini tidak wmenutup pintu bagi para pihak
untuk minta penyelesaian ke PN, jika merasa tidak adil atan
dirugikan. Di PN Keputusan KAN akan merupaskan salah satu

5 Tamrin, Op. Cit.,, h. 6




86

bukti dsalam penyelesaian sengketa, hal ini dikuatkan oleh
SE Ketua PT No.W.3D.A.HT.04.02-3633 yang diterbitkan tang-
gal 27 Mai 1985, bagi para ketua PN se Sumbar, yand menen-

tukan bahwa

* Sehubungan dengan anjuran bapak Gubernur Sumbar ter-
sebut, bila ada sengketa tanah pusaka tinggi yang
menyangkut hukum adat Minangkabau bersama ini kami
sarankan Kkepada saudara sebelum perkara tersebut
saudara =adili, sebaiknya saudara sarankan kepada
penggugat yang memajukan gugatan agar terlebih
dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut disele-
saikan oleh EKAN atau LEKAAM ;

Sesudah KAN atau LEKAAM membuat surat keputusan ten-
tang penyelesaian tanah pusaka tinggi/rendah terse-
but menurut hukum adat Minangkabau, dan apabila
penyelesaian atau keputusan KAN/LEKAAM tersebut tidak
dapat diterima oleh pihak-pihak atau salah satu
pihak merasa dirugikan dengan Kkeputusan tersebut,
barulah gugatan tersebut saudara terima untuk di-
adili sebagaimana mestinya ;

Dalam rangka mengadili sengketa mengenai tanah
pusaka tinggi/rendah tersebut diharapkan kepada
hakim-hskim vyang sidang, agar menggunakan putusan
KAN/LKAAM tersebut sebagai pedoman atau sebagail
salah satu bukti di ssmping bukti-bukti Ilainnya
dalam memutuskan perkara sengketa tanah pusaka
tinggi menurut hukum adat Minangkabau yang masih
hidup ibarat kata pepatah Adat Minanghkabau yang tak
lskang dek paneh, tak lapusk dek hujan "

Sejak itu praktis seluruh sengketa mengenail sako dan
pusako yang diselesaikan oleh PN di Sumbar pads tahap awal
diselesaikan melalui KAN setempat terlebih dahulu. Dengan
demikian Perda No. 13 Tahun 1983 dan SE EKetua PT No.
W.3D.A.HT. 04.02-3833 di atas mewajibkan kepada PH untuk
menggunskan keputusan KAN sebsgai pedoman dan salah satu
bukti vyang dapat digunakan dalam mencari keadilan. Disini

KAN merupskan saringan pertama yang pada umumnya dapat

dipercaya, karena EKAN biasanya mengsmbil putusan dengan
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nenghadirkan tokoh-tokoh adat yang mengetahui seluk beluk
tanah pusaka di nagari mereka.

Dalam temuan penelitian penulis terhadap putusan-
putusan hakim pengenai harta pusaka tinggil di empat PN di
Sumbar, terlihat bahwa ada kasus yang memang sudah disele-
saikan secara adat seperti yang diursikan di atas, namun
tetap Jjuga diajukan ke PN untuk penyelessaian selanjutnya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penyelesalan secara
adat sudeah kurang bisa diterima masyarakat, atau memang
mereka kurang mengetahi prosedur hukumnya ? untuk mengetsa-

huinya tentu diperlukan suatu penelitian yang lebih lanjut.

3.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Dalam kerangks bekerjanys hukum formal, pengadilan
berfungsi menyelesaikan sengketa dalam rangka mekanisme
pengintegrasian kekuatan dan proses yang terjadi di masya-
rakat. Pengadilan menyelesaikan sengketa dengan melalui
proses persidangan untuk menegakkan peraturan-peraturan
hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melaluil jalur pengadilan atau
penggunaan hukum formal, baru terjadi Jika pihak vyang
dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena mengaju-
kan gugatan adalah hak setiap orang (pasal 123 HIR/147
RBg).

Dengan adanya gugatan tersebut, hakim tidak boleh
menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan
dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas (pasal 14 Undang-

undang pokok kekuasaan Kehakiman) atau dengan alasan bahwa
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hakim tidak tahu skan hukum (ius curia novit).6

Doktrin yang menyebut bahwa hakim nengetahui hukunm
(objektif), berarti bahwa hakim karena jabatannya bertugas
menentukan, hukum apakah yang berlaku terhadap perkara yang
diadili olehnya.

Pengadilan di sini bekerja berdasarksan prosedur yang
telah ditetapkan dalam hukum acara perdata, yang mengatur
tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dilakukan dalam
proses berperkarsa, seperti pemeriksaan di depan sidang,
pembuktian dan putusan hakim.

Sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan terhadap
sengketa harta pusaka tinggi ini, maka Majelis Hakim harus
meneliti terlebih dahulu, apakah perkara ini sudah disele-
saikan melalui lembaga adat setempat atau belum. Berda-
sarkan Perda No. 13 Tahun 1983 dan SE Ketua PT Sumbar No.
W. 3D.A.HT.04.02-3633, dalam hal ini yang berwenang adalah
lembaga KAN. Jika belum maka perkara ini disuruh selesaikan
terlebih dahulu melalui KAN, éetelah putusan KAN ada boleh
saja jiks penggugat ingin tetap memeriksakan perkara terse-
but kembali ke PN.

Hukum Acara perdats mewajibkan hakim bersifat aktif
untuk mendamsikan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 130 ayat 1 HIR Upaya melakukan
perdamaian ini masih selalu terbuka sekalipun pemerikssan

perkara sudah berlangsung, bahkan kemungkinan perdamaian

6 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara perdata Indonesia,
Liberty, Yogyakarta, 1881, h. 8
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tersebut dapat dilakukan sampai pada tingkat banding.7

Perdamaian tersebut bukan saja menjadi perhatian utama da-
lam menyelesaikan suatu sengketa, melainkan secara yuridis
memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersengketa
vaitu memberikan kepastian hukum, karena menurut pasal 130
ayat Z HIR putusan perdamaian di muka sidang pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van
gewijsde ), dan putusan itu tidak dapat di banding (passal
130 ayat 3 HIR).

Perdamaiasn sebagai persetujuan kedua belah pihak untuk
mengakhiri suatu perkara di PN diatur dalam pasal 1851 BW,
yang menyebutkan sebagai berikut

" Perdamaian adalah suatu persetujusn dengan mana

kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan
atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu barang,
atau suatu perkara yang sedang bergantung sataupun
mencegah timbulnya perkara. Persetujuan itu tidsk
sah, melainkan jika dibuat secara tertulis "

Dengan demikian perdamaian yang dilakukan di depan
sidang pengadilan harus dibuat secara tertulis, =sehingga
menpunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan
berlakunya bagi kedus belsh pihak.

Lain halnya dengan perdamaian yang dicapai di 1luar
pengadilan, yang kalau dilihat dari sudut hukum negars
perdamaian ini ada kelemahannya, diantaranya pelaksanaan
perdamaian itu tidak dapat dipaksakan jika salah satu pihak

7 Subekti, Hukom Acara Perdata, Binacipta, Jakarta,
1978, h. 56, Sutantio dan Oeripkartawinata, Hukum Acars
Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandar Maju, Jakarts,
1995, h. 35
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tidak mau mematuhi isi perdamaian. Penyelesaisn seperti ini
menurut Subektl disebut penyelesaian yang bersifat semen-
tara, dengan demikian berarti masih terbuka kemungkinan
untuk muncul kembali di kemudian hari.B

| Apabila para pihak ternyata tidak mau damsi, maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara
perdata yang berlaku. Di PR untuk dapat menyelessikan suatu
perkara atau sengketa setepat-tepatnysa, maka hakim harus
terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk
perkaranya, hal ini penting sebagai dasar putusan nantinya.
Kemudian peristiwa tersebut perlu dibuktikan dalam pertim-
bangan hakim tentang terbukti atau tidaknya peristiwa hukunm
tersebut. Selanjutnya hakim harus menentukan peraturan
hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah
pihak, ia harus menemukan hukumnya, mengkualifisir peristi-
wa vyang telah dianggapnya terbukti baru kemudian sampai
pada putusan. Dengan demikian make yang harus dibuktikan
adalah peristiwa bukan hukumnya, hukumnya harus diketahui
dan diterapkan oleh hakim (ius curia novit). Ketentuan ini
dapat dilihat dalam pasal 178 ayat 1 HIR/pasal 189 RBg dan
pasal 50 ayvat 1 Rv.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa kon-
krit yang menjadi dasar gugatannya, tergugat mengejukan
peristiwa konkrit sebagai jawaban dari gugatan penggugat.
Walaupun peristiwa atau faktanya sudah diberikan oleh pars

8 rbid.,h. 58




pihak, hakim harus pasti skan peristiwa tersebut. ia harus
mengakui kebenaran peristiwa yang disengketakan, hal ini
hanya dapat dipastikannya dengan pembuktian.

Pembuktian secara yuridis tidak lain merupskan pembuk-
tian historis, mencobas menetapkan apa yang telah terjadi
secara konkrit, mempertimbangkan secara logis kenaps peris-
tiwa itu dianggap benar. Dengan kata lain memberi dasar
vang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi
kepastian tentang kebensaran peristiwa yang diajukan. Dalam
hukum scara perdata yang wajib membuktiksn ini adalah para
pihak yang berperkara, hal ini dapat dilihat dari ketentuan
pasal 163 HIR/pasal 283 RBg dan pasal 18865 BW, yang menye-
butkan

1]

Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak,
atan vang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk
menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak
orang laing harus membuktikan adanya hak atau peris-
tiwa itu "

Hal ini berarti penggugat dan tergugat dapat dibebani
dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan kebenaran
peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban
menbuktikan bantahannya.

Pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak terse-
but harus dinilai oleh hakim. Menurut pasal 184 HIR/pasal
284 RBg, hskim terikat pada slat-alat bukti yang sah yang
ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang sah

dalam perkara perdata adalah sebagai berikut

9 sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 107-109
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s. alat bukti tertulis {surat) ;
b. saksi ;

c. persangkasan ;

d. pengakuan ;

e, sumpah.

Dalam pemeriksaan sengheta harta pusska tinggi di
depan persidangan PN, pars pihak yang bersengketa berupaya
untuk meyakinkan hakim bagasimsna isinys peraturan adat yang
bersangkutan, terutama spabila kedua pihak itu dibantu atau
diwakili oleh seorang pengacara. Hakim tentunya tidak
terikat oleh pendapat kedus belah pihak, meskipun misalnya
mereksa sependapat tentang isinys hukum adat.

Setelah dapat dibuktikan barulah dicari hukum yang
skan diberlakukan, melalui penemusan hukum (rechtsvinding)
vang merupakan kegiatan runtut dan berkesinambungan dengan
kegiatan pembuktian. Hal ini sesual dengan tugas hsakinm
yaitu menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar
perkara itn benar-benar ada atsu tidak. Hubungan hukum
inilah yang harus terbukti di muksa hakim dan tugas kedua
belah pihak yang berperkara memberi bahan-bahan yang diper-
lukan oleh hakim.10

Kemudian hakim menurut pasal 178 ayat (1) HIR karena
jabatannya waktu musyawarast wajib mencukupkan segals alasan
hukum, berupa pasel-pasal daril peraturan undang-undang yang

digunakan sebagai dassr tuntutan penggugat, atau dasar yang

10 Soepomo, Hukum Acara Perdats Pengadilan Negeri,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 62
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digunskan hakim untuk meluluskan atau menolsk tuntutan
penggugat.11 Alassan hakim ini biasanya terdapat dalam
bagian pertimbangan dari putusan hakim itu sendiri.

Pertimbangan atau yang sering disebut considerans
merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata
dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau
peristiwanya dsn pertimbangan tentang fhukuenya. Tentang
peristiwanya harus dikemukskan oleh para pihak yang ber-
sengketa, sedangkan soal hukumnya adalah urusan hakim.12

Sumber-sumber untuk menemukan hukum bégi hakim ialah
perundang-undangan, hukum yang tidsk tertulis, putusan
desa, yurisprudensi dan ilmu penéetahuan.

Bagi hukum vyang tertulis, hakim teruvtama melihat
kepada undang-undang yang bersangkuntan. Bagi hukum yang
tidak tertulis, misalnya hukum adat, timbunl persoalan
bagaimana hakim dapat mengetahui isinya hukum adat yang
berlaku untuk perkara yang diperiksa.

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyara-
kat merupakan salah satu sumber bagi hakim untuk menemukan
hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan kesdilan wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hvokum yang

hidup dalam masyasrakst (pasal 27 ayst 1 UUPEKK). Hakim harus

11 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan (Lengkap
Disertai Undang-undang/Peraturan-peraturan :@ Hukum Acara
Perdata, Hukum Acara PFidans Peradilan Umum, Politeia,
Bogor, 1989, h. 131

12 gudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Per-
undang-undangannya Sejak 1942), PT. Gunung Agung, 1973 ,
h. 21, 51 dan 134.
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memahami kenyataan sosisl yang hidup dalam masyarakat dan
ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial
vang hidup dalsm masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat
minta keterangan dari para ahli, Kepala adat dan sebagai-
nya.

Dalam menyelesaikan sengketa perdata adsat salah satu
sumber bagi hakim PN untuk mengetahui hukum adat yang
berlaku, vaitu dari putusan hakim perdamaiasn dessa setem-
pat. Putusan inil penting untuk mengetahui bagaimana isi
persturan adat tentang soal yang menjadi sengketa antara
kedua belah pihak. Menurut pasal 135 a ayat 1 HIR, hakim
diharuskan menyelidiki apakah terhadap gugatan vang aksan
diperiksa itu, telah ads putusan hakim perdamaisn dess.
Jika ada, bagaimana isi putusan itu serts alasan-alasan
vangd dipakal sebagai dasar bagi putusan itu.

Apabila tidak ada putusan hakim perdamaisn dess,
sedang hakim memandang putusan itu akan berfaedah, maka
hakim akan menunda pemeriksaan perkara, sampai hari vang
akan ditentukan kemudian. Perihal itu diberitahukan kepada
penggugat dan penggugat menerima surat ketersngan sehinggsa
ia akan dapat minta putusan kepada hakim perdamasian desa
sebagal yang dikehendaki oleh hakim PN. Setelsh hakim
perdamaian desa memberi putusan, maka penggugat memberita-
hukan putusan itu kepada PN, apabila i1ia ingin melanjutkan
pemeriksaan gugatnya oleh hakim. Namun apabila setelah dua
bulan setelsah penggugat memajukan perkaranys kepada hakim

perdamaian desa, belum juga diberi putusan oleh hakim




perdamalan desa, maka atas permintasan penggugat, PN akan
melanjutkan pemeriksaannya. Hakim akan menyelidiki sebab-
sebab mengapa hakim perdamaian desa tidak memberi putusan.
Jika keterangan penggugat dalam hal ini tidak mencukupi
maka hakim akan menyelidikinya . Apabila sebenarnya peng-
gugat tidak mengajukan perkaranya kepads hakim perdamaian
desa, maka gugatanys dianggap gugur (pasal 135 ayat 2,3,4
dan 5 Reglemen Indonesia}.

Hakim desa yang dimaksud dalam pasal ini islah se-
macam hakim atau pengadilan menurut hukum adat guna menda-
maikan persengketaan-persengketaan, perselisihan-perseli-
sihan dan pertikaian-pertikaian yang timbul di antara
penduduk desa, seperti pertikaisn tentang pembagian =air,
pemakaian tanah, dan segala sesuatu yang mengenai adat
kebiasaan di desa dan peri kehidupan sehari-hari di dalam
lingkungan desa itu.13

Kalau dikaitkan dengan masyarakat hukum adat Minang-
kabau di Sumbar, maka keputusan hakim dess ini dapat disa-
makan dengan keputusan KAN setempat, seperti vyang sudsh
diuraikan dalam penyelesaian melalui lembaga EAN, karena
EAN merupakan lembags penyelesaian sengkets sako dan pussako
vang diakui oleh pemerintahan nagari dan Pemdaz di Sumbar,
yang dalam menyelesaikan suatu perksara selaluc mendssarkan

pada hukum adat yang berlaku yakni hukum adat Minangkabau.

13 R. Soesilo, Op. Cit.,, h. 96
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Keputusan hakim desa mengandung sifat mendamaikan dan
lazimnya orang tunduk pada putusan tersebut karena rasa
solidaritas sesama warga dan hukum adat setempat. Mereka
tidak perlu dipaksa untuk tunduk pada putusan tersebut dan
tidak dihalang-halangi apabila menghendaki keputusan hakim-
hakim negara yvang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Keputusan hakim perdamsian desa ini tidak mengikat
hakim PN, sakan tetapi penting bagi hakim sebagai sumber
untuk mengetahui peraturan hukum adat di tempat sengketa
itu terjadil4, dan sger PN mempunyai pegangan dan pandangan
bagaimana hakim desa itu melihat perkara tersebut dari
sudut hukum adat setempat.

Saksi dalam perkars sengketa harta pusaka tinggi di
Sumbar bissanva adalah kepala-kepala adat (ninik mamak,
penghulu vang terdiri astas para MEW, penghulu kaum, peng-
hula kampung dan sanggota KAR) s=setempat, serta anggota
masyarakat setempat baik sebagai tetanggs msupun vyang
mempunyai tanah vang berbatasan.

Selain itu juga dapat digunakan putusan-putusan vang
telash pernah dijatuhkan oleh hakim terhadasp perkara vyang
sama dengan perkara yvang diperiksa. Menurut Soepomo, putus-
an-putusan hakim yang lampau dalam scal yang serupa tidak
mengikat hakim, bahkan Jjika menurut keyakinannya, putusan-
putusan itu tidak dapat dipertashankan lagi berhubung dengan

perobahan-perobshan rasa kesadilan rakysat, sebagail vyang

14 Soepowmo, Op. Cit., h. 85-86
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tercermin di dalam kenyataan sosial, maka hakim wajib
memberi putusan yang menyimpang dari pada putusan-putusan
hakim yang lampau. hakim harus dapat mempertanggung-jawab-
kan putusannya yang menyimpang itu, berhubung dengan tu-
gasnya untuk melakukan peradilan yang sesuai dengan rasa
keadilan yang hidup dalam nasyarakat.15

Delam pertimbangan putusan hakim harus memuat alasan-
alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat
mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mem-
punyai nilai obyektif. Oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR
(pasal 188 aysat 1 RBg) dan pasal 50 Rv mewajibkan hakim
karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak
dikemukakan oleh para pihak. Putusan yang tidak lengkap
atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)
merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Hakim hanya diwajibkan mengadili dan memutus sesuai
dengan apa yang digugat para pihak, sedangkan hal vyang
tidak digugat tidak boleh diputuskan oleh hakim, atau
meluluskan melebihi dari apa yang digugat (pasal 179 ayat 2
dan 3 HIR).

Setelah hukumnya ditemukan dan diterapkan pada peris-
tiwa hukum vyang terjadi, maka hakim harus menjatuhkan
putusannya. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus
memperhatikan faktor keadilan, kepastian hukum dan keman-
faatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum

15 10e. cit



serta mengdandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masya-
rakat. Jika hanys memperhatikan salah satu faktor ssja
berarti mengorbankan faktor lainnya.

Isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekustan
hukum tetap (in kracht van gewijsde) pads prinsipnya harus
ditaati oleh pihak-pihak vyang bersengkets. Jika tidek
ditaati dengan sukarela maka putusan tersebut dapat dija-
lankan secara paksa.ls

Dalam perkars perdata pelaksanaan putusan pengadilan
dilakukan oleh panitera dan jurusita dan dipimpin oleh
Ketua Pengadilan (pasal 33 ayat 3 UUKK). Dalam situasi
tertentu pengadilan dapat meminta bantuan alat-alat ke-
kuasaan negara seperti polisi, hal ini tidak diztur dalanm
UUEKK dan H.I.R, melainkan distur dalam pasal 1033 Rv, vang
berbunyi

" Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongsan

suatu barang vang tidak bergerak, tidsk dipenuhi
oleh orang vang dihukum, maks Ketus akan memerintah-
kan dengan surat kepada Jjurusita supaya dengan
bantuan alat keknasaan negars, barang itu dikosong-
ken oleh orang vang dihukET7serta keluarganya dan
segala barang kepunyaannysa

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan itu
memberi kepastisn hukum kepada masyzrakat, khususnya bagi
pihak-pihak vyang bersengketa. Inilah vyang membedakannya

dengan penyelesaian senghketa berdasarkan hukum adat, dimana

menurut hukum adat manusia sama sekali bukan individu yang

16 subekti, Op. Cit., h. 124

17 gutantio dan Oeripkartawinata, Op. ecit., h. 138.
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terasing vang mementingkan diri pribadinya saja.18

Penerapan ketentuan ini dapat penulis lihat dari
analisis terhadap kasus-kasus yang diselesaikan di PN.

i Diantara sekian banyak gugatan yang masuk ke PN, cukup

banyak ysng ditolak oleh PN karena belum memperoleh penye-

lesaian secara asdat/belum dimintakan penyelesaian melalui

KAN sefempat. Ada juga yang setelah diselesaikan melalui

KAR kemudian +tetsp diajukan kembali ke PN dan sada vyang

tidak. Di PN sendiri penyelesaiannya ada yang sampai pads

putusan, tapi ada juga yang mau di damaikan.

Selama meneliti putusan hakim di empat PN di di Sum-
bar, dapat ditemui bahwa faktor-faktor penyebab dari seng-
keta harta pusaka tinggi yang diajukan ke PN tersebut
secara garis besarnya dapat dibedakan atss
1. Sengketa vyang terjadi antara sesama anggota kaum vyang

sebetulnya memiliki harta pusaka tinggi secara bersama-
sama ;

2. Sengketa harta pusaka tinggi antara mamak dengan kemena-
kan, karena mamak telah menjual, menggadai, menyewaksan
harta pusaka tinggi tanpas sepengetahuan kemenakannya
vang sekaum bersama-sama ;

3. Sengketa harta pusaka tinggi antara anggota kaum yang
berhak dengan anak mamak (MEW), karena semasa hidupnya

. mamak telsh mensertifikatkan tanah harta pusaka tinggi

atas namanya sendiri ;

18 Supomo, R, Hubungan Individu dan Masyarakat, Prad-
nya Paramita, Jakarta, 1870, h. 10-11







. BAB 4
ARALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG SENGKETA
HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
DI SUMATERA BARAT

Dalam menganalisis putusan hakim ini, pembahasan akan

menggunakan pendekatan vang dinamakan “case approach”

(pendeksatan kasus). Kasus-kasus yang dimeksudkan adalah me-

nyvangkut mengenal sengketa pewarisan, khususnya tentang
sengketa harta pusaka tinggi yang penyelesaiannya dilakukan
di empat PN di Sumbar, yakni PN Padang, PN Bukittinggi, PN
Payakumbuh dan PN Painan. Pemilihan PN tersebut di samping
atas dasar perwakilan wilayah Minangkabau di Sumbar yang
mewakili luhak dan rantau juga untuk mendapatkan penyele-
saian kasus yang beragam.

FEasus yang aksn dianalisis dibatasi pada Lkasus-kasus
vang di proses dan diputuskan antara tahun 18988 sampal
1985, dengan alasan kalau tahun 1996 ke atas diragukan
perkaranysa belum in kracht, ads kemungkinan masih berads di
tingkat banding dan kasasi, kerena proses perkars perdata
biasanya cukup lana.

Untuk mengetahui dasar yuridis dari putusan hakim
dalam menyelesaikan sengketa waris harta pusaka tingdgi pada
empat PR di atas, dilakukan snalisis terhadap 8 buah kasus,
dimana pada setiap PN diambil masing-masing 2 buah putusan
vang sudah mempunyai kekuvatan hukom tetap, mewakili sengke-
ta yvang diselesaikan oleh hakim PN tersebut, dengan latar

belakang atau penyelesaian yang beragam, terdiri stas :

1040
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. Pengadilan Regeri Padang

. Putusan No. 64/Pdt.G/1892/PNR.Pdg, di tingkat banding putu-
san NKo. 27/Pdt.G/1894/PT.Pdg dan tingkat kasasi dengan
putusan MA Reg. No. 3330 RK/Pdt/19884.

Kasus ini merupakan sengkets hartas pusaks tinggi yang
terjadi dalam kaum yang sama dengan jurai yang berbeda.. -
Majelis 'hakim dalam pertimbangannya tidak nenyebutkan
dengan tegas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau. Namun
dalah'setiab pertimnbangannyva selalu mengacu pada asas-asas
hukum adat Minangksbsu. Untuk lebih jelasnya skan penulis

bshas =ecars ringkas dslam anzlisis putusan berikutnya.

. Putusan No. BS/Pdt.G/1983/PK.Pdg

: Senghketa harta pusaka tinggl (2 bidang sawah) antara
Nurdin Manan Rajo Mudo (P) dengan M. Roeshid cs (T). Obyek
perkara pernah digadaikan oleh Angku P, dirampas oleh para
T.‘Hajelis hakim dalam pertimbangan hukunnﬁa tidﬁk‘menyata-
kan dengan tegas bszhwa penyelessisn perkara ini didasarkan
pada hukum sdat Minangksbau, tapil dalsam pertimbangan selan-
- jutnya tetap mengacu pada asas-asas hukum adat Hinangkabau,
seperti kepastian kedudukan P sebagai MKW kaum, dikaitkan
dengan keberadsaan herta pusska tinggi, saksi dan lainnya.

PN Padang dalam puntusannya menolak gugatan P seluruh-
nya. Putusan PN dikvatkan oleh PT dalam putusannya No.
126/Pdf.G/1994, sedangkan permohonan kasasi P tidak dapat
diterima oleh MA melalui putusan Reg. Ho 1573.K/Pdt/1985,

k;réna lewnat wasktu sesusi dengan pasal 47 ayat 1 UUMA.
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Pengadilan Negeri Bukittinggi
Putusan No 05/Pdt.G/1895/PN-BT
Senghketa harta pusaka tinggi antara waris se kaunm
antara Darina dan Rohani c¢s dengan H. Umar Said Dit. HMHajo

Basa dan Atinah cs.

PR Bukittinggi tanggal 27 Juni 1985 berhssil wendamai~
kan kedua pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan
penyelesaian menurut adat Minangkabau yang menginginkan.
penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan sesuai dengan
funési hakim dalam perkara perdata, yzitu berusasha menda-

eaikan para pihak yasng bersengkets.

. Putusan No. 13/Pdt.G/1895/PN-BT,

Sengketa antara Yulias cs dengan Radjana cs mengenai
séhgketa harta pusaka tinggi (sawah) yang dikussai secara
sepihak oleh Rajana (salah satu anggota kelaafga sedarah),
deﬁgan mensertifikatkan secara diam-diam, kemudian menyewa-
kannya kepada orang lain.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas
menyatakan dalam penyelesaian sengketa akan didasarkan pada
hukum adat Hinangkabau. Bukti yang digunakan di persidangan
antara lsin sertifikat, keterangan saksi (ninik wmamak), dan
h;sil penyelesaian perkara ini di tingkat EKAN. Setelah
dilakukan pemeriksaan akhirnya majelis hakim menolak gugat-
an P, dengan alasan obyek sengketa bukan harta pusaka
tinggi, melainkan harta pusska rendah dari P dan T. Sehing-
éa ébyek sengketa diputuskan untuk dibagi secara seimbang

antara P dan T.
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. Pengadilan Regeri Payakumbuh

. Putusan Ko. 16/Pts.Pdt.G/1991/PR-Pyk,

Mengenai sengketa harta pusaka tinggi antara anggota
kaum vangd sedarah dengan anggota kaum vang bukan sedarah
dalam lingkungan suku yang sama. Dalam pertimbangan hukum-
nya majelis hakim PN payakumbubh dengan tegas menyataksn
bahwa dalam penyelesaian kasus mendasarkan pada hukum adat
Minangkabau. Bukti-bukti yang dipertimbangkan antara lain
ranji kaum yang disahkan oleh KAN setempat, putusan KAN
dalam penyelesaian di tingkat nagari sebelum perkara ini
diajukan ke PR Payazkumbuh, serta di dukung dengan keterang-
an saksi-saksi.

PN Payakumbuh mengabulkan gugatan P dengan mengakuni
obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi keum P dan menya-
takan P sebagai sebagai MKW kaumnya. Putusan PN ini dikuat-
kan oleh PT Padang dalam putusannya No. 123/Pdt.G/1992/PT-
Pdg.

. Putusan No. 11/Pdt.G/1888/PN-Pyk

1 Mengenai sengketa harta pusaks tinggi antara kemenakan
yang berhak (P) dengsn ansk dari pewaris (T) yang menguasai
harta pusaka tinggi ayahnya, karena punahnya anggota waris
vyang sejurai. Lengkapﬁya depst dilihat pada anslisis kasus.

Hakim PN dalam putusannya menyatakan bshwa gugatan
tidak dapat diterima karena P dianggap belum berwenang
untuk menggugat perkara ke PN. Di tingkat banding dapat
dilihat Putusan No. 24/Pdt.G/1990/PT.Pdg, sedangkan di

tingkat kasasi Putusan MA Reg. No. 3101 K/Pdt/1991.
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Pengadilan Negeri Painan
Putusan No. 08/Pdt.G/1890/PR-Pin

Mengenai sengketa yvang terjadi karena harta pusaka
tingggi suatu kaum dikuasai kaum lain dalam suku yang sama,
pads mulanya hanya diberikan izin menggarap dengan perjan-
jian bagi hasil pada MKW kaum yang memberi izin menggarap.
Namun sételah yvang diberi izin menggarap meninggal, bagi
ahli warisnya dianggap sebagai harta pusakanya sendiri. .PN
Painan dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan
bahwa hukum . yang aken diberlakukan dalam penyelesaian
sengketa ini adalah hukue adat Minangkabau, karene para
pihak yang bersengketa adalah orang Indonesia asli in csasu
asli Minangkabau.

Bukti yang dipakai sdalah surat perjanjisn bagi bhasil,
pernyataan MEW dan ranji, serta keterangan saksi. PN menga-
bulkan gugsatan P dengan menyatakan P sebagai MEW kaum dan
obvek perkars adalsh harta pusaka tinggi kaum P. Putusan PN
ini dibatslkan o¢leh PT dalam keputussnnys No. 46/Pdt.G/
i991/PT. Padang, dengan dasar selama 40 +tahun P telah
mepwbiarkan T menguasai obyek perkara, dan tidak berusahs
menghalanginya (padahal dalam gugatan yang benar adalah 23
tahun yakni dari tahun 1867 sampai 1890), dan menilai
keterangsn saksi banyak yang bersifat de auditu. Di tingkat
kasasi putusan PT ini dikwvatkan oleh MA Reg. No.206
K/Pdt/1992. MA berpendapat bahwa walaupun hukuom adat Mi-

nangkabaun tidak menganut daluarsa, namun demi kepastian

hukum gugatan P harus ditolak.
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Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan pendapat
dalam menvelesaikan sengketa harta pusaka tinggi antara PN
dan PT.

Putusan No. 03/Pdt.G/1895/PN.Pin

Sengketa harta pusaka tinggi kasum P yang dirampas oleh
T (tidak sekaum dan lain suku), kemudian tanpa pengetahuzan
P dijual kepada pihak ketiga. Akibatnya pihak ketiga
mengambil alih tanah obyek perkara secara paksa dari
penguasaan P, dengan cara merusak dan membongkar pagar
serts membakar kayu yang ada-di atas tanah tersebut.

Majelis hakim dalam menyelesaikan kssus ini tidak
menyebutkan dengan tegas mendasarkan pada hukum adat MHi-
nangkabau, begitu juga tidak mengusulkan pada para pihak
untuk memintakan penyelesaian melalui lembaga adat terlebih
dahnlu. Bukti yang dipakai adalah surat gadai sawah oleh
mamak P, hasil pemeriksaan setempat dan para saksi (tidak
satupun dari para ninik mamak/KAN). Bahkan tidak ada menga-
cu pada asas-asas hukum adat ﬂinangkabau.

PN Painan dalam putusannya mengabulkan gugatan P
sebagian yaitu mengenai kedudukan P sebagai MKW dan obyek
perkara adalah harta pusaka tinggi kaum P, dan menyatakan
jual beli yang dilakukan antara T dengan pihak ketiga tidak
sah.

Dalam meneliti putusan hakim di atas terlihat bahwa
gugatan dalam sengketa harta pusaks tingdi umumnya dilaku-

kan oleh MEW ksum, walaupun ada yang secars pribadi tapi

"harus seizin MEW. Ini membuktikan bahwa MKW adalah pengen-
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dali waris yang mewakili anak kemenakan di dalam maupun di

luar pengadilan.

Sedangkan mengenai dasar yuridis yang digunakan hakinm

sebagai pertimbangan hukum bagi putusan dalam menvelesaikan

sengketa harta pusaka tinggi terdspat 3 kategori

a.

Putusan yang dengan tegas mendasarkan putusannya pada
hukum adat Minangkabau, seperti Putusan Ko.
64/Pdt.G/1892/PN.Pdg, Putusan No. 13/Pdt.G/1995/PN. BT,
Putusan No. 16/Pts. Pdt.G/1991/PN.Pyk serta putusan Ro.
08/Pdt.G/1990/PN.Pin. Putusan ini dalam pembuktiannya
Juga mendasarkan pada bukti menurut hukum adat Minang-
kabau, seperti keputusan lembaga KAN, ranji, dan kete-

rangan para ninik mamask pemuka adat setempat ;

. Putusan yang tidak menyatakan dengan tegas mendasarkan

pada hukum adat Minangkabsu, namun dalam pertimbangan-
pertimbangan hukum berikutnya, seperti penentuan HEW,
kedudukan harts pusaka tinggi, dalam mempertimbangkan
alat bukti yang diajukan tetap mengacu pada sasas-ssas
hukum adat Minangksbau, seperti ranji, keputusan KAN,
keterangan para ninik mamak yang juga alah satu anggotea
lembaga adat. Hal ini terlihat dalam putusan No.

89/Pdt.G/1993/PN. Pdg, putusan No. 03/Pdt.G/PN. Pin ;

. Putusan yang di samping tidak menyatakan dengan tegas

mendasarkan pada hukum adat Minangkabau, juga tidak
menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan terlebih
dahulu melalui lembaga adat vang ada sebelum dipe-

riksa di PN. Kemudian dalam penentuan kedudukan MKW dan
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kepastian harta pusaka tinggi, juga tidak mengacu pads
alat buktil yang sesual dengan hukum adat Minangkabau.
Misalnya mengenai kedudukan HMEW hanya didassarkan pada
keterangan saksi, padahal ini adalah wewenang kerapatan
kaumnys sendiri, atau bisa melalui ranji. Begitu pula
mengenai kedudukan harta pusaka tinggi yang jadi sengke-
ta, hanya didasarkan pada surat gadai dan pemeriksaan
setempat, padahal ini adalah wewenang dari KXAN. ini
ditemukan dalam putusan hakim dalam perkara Ro.
03/Pdt.G/1985/PN. Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai dasar yuridis yang
dijadikan pertirbangan bagi hakim dalam putusan PN yang
penulis teliti di atas, dalam tesis ini akan dibahas 2 buah
kasus yeng meepunyai latar belakang senghkets dan pertim-
bangan serta putusan yang berbeda pula, sehingga akan lebih
memperjelas permasalahan yang diangkatkan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sengketa
pewarisan harta pusaks tinggi ini, pertama-tama akan
dipaparkan secara ringkas tentang kasus posisi tiasp sengke-
ta, dilanjutkan dengan pertimbangan dan putusan hakim,
berikutnya komentar penulis yang pada prinsipnya merupakan
legal issues yang berkenaan dengan masing-masing kasus
tersebut, terakhir baru dilaknkan analisis terhadap pertim-

bangan atau dasar putusan hakim memutuskan kasus tersebut.

P
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4.1 Kasus Sengketa Harta Pusaka Tingdi Antar Jurai Dalam
Ksum Yang Sama (Putusan Perdata No. 64/PDYT/6/1982 / PR.
Padang)

4.1.1 Kasus Posisi
Sengketa harta pusaka tinggi ini terjadi antaras Mak
Lasak Gelar Malin Batuah, 65 tahun, pekerjaan tani, suka
Melayu, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat
RT.02 RW¥ VII Kel. Euranji, Kec. EKuranji Kodya Padang.
Berkedudukan sebagai MEW dalam kaumnya, dalam hal ini
bertindak untuk dsn atas nama kaum. Selanjutnya disebut
penggugat (P).
Berlawanan dengan tergugat (T), antara lain
a. Murad, 55 tahun, tani, berkedudukan sebagai MKW dalam
kaumnya (T.A) ;
b. Anyan (pr), rumah tangga dan Bur (1lk) anak Anyan, tani
(T.B) ;
¢. Manis (pr), rumah tangga dhn anaknya Hasan Basri (1lk),
tani (T.C) ;
d. Pik Itam (pr), rumsah tangga dan anak-anaknya, yaitu
Anas, Syarifuddin, Atn, Nurhayati, Jaanis (T.D) ;
e. Banian (pr), rumsh tangga dan anak-anaknya Sysamsimar
dan Syafri (T.E) ;
£. Idan (pr), rumah tangga dan anaknya Ungan dan Bainur
(T.F) ;
g. Anna (pr), pekerjaan rumah tangga ;
Semuanya bersuku melayu, beradik-kakak, beranak-berwande,

bermamak berkemanakan, tinggal di Pasar Lalang Kel.EKuranji,
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Kec. Ruranji Kodya Padang.

P mempunyai 2 (dua) bidang tanah kering (sawah dan
bukit peladangan) di Pasar Lalang Kel. Kuranji Kec. Kuranji
Kodya Padang, dengan batas-batas sebagaimana yang ada dalam
gugatan. EKedua bidang +tanah itu dimiliki dan dikuasai
secara turun temurun oleh kaum P, yang diwarisi dari mamak
P yang bernama Gandsh (alm).

Sebelum mass pendudukan Jepang mamak P memberi izin
secara lisan kepada Rani (pr orang tuz T. B untuk mendiri-
kan pondok di atas tanah bidang I (pertamsa).

Tahun 1858, rumah gadang P vang berdiri di atps tanah
bidang .I terbskar berikut rumah Rani. P mendirikan rumah
disebelah rumah gadang yang terbakar, sedangkan anak Rani
(T. B dan T.D) masing-masing mendirikan rumah di atas tanah
bidang I;

Tahun 1977 malam hari, T. F.1 mendirikan 1 {satu) buah
pondok di atas tanah bidang I (pertama) tanpa izin dan
persetujuan P. Perbuatan T.F. 1 ini telah dicegah oleh kaum
P dengan melaporkannya ke Polsek Pauh di Pasar Baru tanggsal
29 Agustus 1977 dan juga kepada Kejaksaan Negeri Padang,
karena waktu itu kejaksaan masih berwenang melakukan penyi-
dikan tindak pidana biassa. Akan tetapi tidsk pernah ditun-
taskan sesuail menurut hukum dan persturan yang berlaku ;
Tahun 1985 para T secara bersama-sama mendirikan rumah T.
E.2 di atas tanah bidang I tepat di tempat rumah gadang
kaum P yang terbakar tahun 1958, tanpa izin dan persetujuan

kaum P; Tahun-tahun selanjutnya yang P tidak ingat lagi T
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lainnya juga mendirikan pondok di atas tanah bidang 1 tanpa

jzin dan persetujuan P, yang ditempati oleh T.E.1 dan T.G

berikut kaumnya ;

Di samping mendirikan rumah-rumah tersebut di atas,
para T juga mengolah dan menguasai tanah-tanah yang berada
di dekat rumsah mereka untuk pertanian. Setiap P mengolah
tanah obyek perkara selalu dihalangi oleh para T. Hal ini
sering P laporksn pada pihak yang berwenang tapi tidak per-
nah diselesaikan menurut hukum dan peraturan yang berlaku.
Perbustan~-perbuatan para T mendirikan rumah dan mengolah
sebahagian tanah obyvek perkara tanpa seizin dan persetujuan
kaum P, serta menghalangi kaun P setiap mengolah tansh
obyek perkara sdalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad) karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan para T
untuk membongkar seluruh rumah/ pondok yang didirikan di
atas tanah obyek perkara dan selanjutnyta meninggalkan
tanah obyek perkara dalam keadaan kosong.

Berdasarkan faktas di atas, maka P mengajukan gugatan
kepada PN sebagai berikut
1. Menerima gugatan P seluruhnya ;

2. Menyatakan P sebagai MEW dalam kaumnya ;

3. Menyatakan T. A sebagai MEW dalam kaumnya ;

4. Menyvatakan perbuatan para T mendirikan rumah/pondok di
atas tanah objek perkara dan mengolah sebahagian tanah
obyek perkara tanpa izin dan persetujuan kaum P adalah
merupakan perbustan melawan hukum /onrechtmatige dasad;

5. Memerintahkan para T untuk membongkar semua rumah/
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pondok yang didirikan di atas obyek perkara, dan memus-
nahkan seluruh tanam-tanaman yvang ditanam di atas tanah
objek perkara, serta meninggalkan taneh objek perkara
dalam keadaan kosong dalam waktu paling lema 1 (satu)
bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan
hukum tetap dan jika engkar wajib membayar denda sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap
btulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetsp
sampal T mengosongkan tanah obyek perkara dan jika perlu
dapat dengan bantuan aparat pemerintash/ABRI ;

6. Menghukum para T untuk membayar sewa tanah obyek perkara
kepada kaum P sebesar Rp. 25.000,- (dua pulub lima ribu
rupiah) setiap bulan per satu unit rumah yang diperki-
rakan 12 x Rp 25.000 x 12 tshun x 6 unit rumah =
Re. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu
rupiah) ;

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dshulu
walaupun banding, verzet atau kasasi ;

8. Menghukum para T untuk membayar biaya perkara ;

8. Kenghukum para T untuk tunduk dan patuh pada putusan ;

10. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.1.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim
Menimbang, bahwa pada permulaan pemeriksaan sudah
dianjurkan untuk damai, namun kedua belah pihak tidsak

bersedia maka pemeriksaan perkara dilanjutksan ;

Henimbang, bahwa T menurut P tidak mau melakukan

penyelessaikan secara baik-baik, melalui lembaga adst setem-
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pat yaitu EKAN Pauh, waktu P dipanggil dia tidak mau hadir ;

Menimbang, bahwa keterangan T bahwa gugatan ditujukan
terhadap objek perkara yang dikuasai P sendiri. Begitu juga
objek perkara dalam gugatan adalah tidak jelas dan kabur
karens batasnya keliru. Murab (T.A) adalah MKW dalam Jur-
ainya sedangkan P adalah MKW kaum antara P dan T, karena
diantara vyang mengangkat P sebagai MKW kaum termasuk T. A
sendiri vang mewakili jurainya. Jadi P dan para T adalah
segolok segadai, sepandam sepekuburan ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara T menolak seluruh
dalil gugatan P, kecuali mengenai kedudukan P sebagai MKW
dalam kaum P dan T. jadi para T tidak benar menguasai tanah
perkara secara tanpa hak, melainkan bersams-sama P mengu-
asai tanah objek perkara dengan alas hak dan dasar hukum
yang sah, karena tanah objek perkara adalah merupakan harta
pusaka tinggi kaum P dan T yang sama-sama berasal dari
almarhum @Gandah, ini telah sama-sama diakui kedua pihak,
atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh P dan T. Dengan
demnikian PN berpendapat bahwa mengenai objek perkara tidak
perlu dipermasalahkan atau dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan P dibantah oleh para T,
maka beban pembuktian terletak pada P dan untuk ita P harus
membuktikan dalil gug;tannya terlebih dahulu. Majelis Hakim
akasn mempertimbangksn alat bukti P terlebih dahulu. Untuk
itu P telah mengajukzan bukti antara lain sebagai berikut

Ranji di atas kertas segel tahun 1963/19685 bertanggal

Balimbing Pauh IX 1 Januari 1865. Pada mulanya P mengatakan
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bahwa ranji/silsilah keturunan kaum Karim ini ikut terba-
kar bersama rumah gadang, kemudian dikatakan tidak Jadi
terbakar seluruhnya cuma bagian bawahnya saja, ini menim-
bulkan keganjilan karena yang terbakar hanya bagian tande
tangannya saja, seperti sengaja dibakar untuk mengelabui
pengadilan dalam memberikan penilaian terhadap bukti ini,
apalagi tidak ada saksi yang membenarkan atau mengetahui
tentang kebakaran tersebut. Begitu juga foto copy ranji
kaum P sebagai pengganti dari ranji vang telah terbakar,
karena kertas foto copynya terlihat masih baru (seperti
baru difoto copy), padshsl kgta P aslinya berads dalam
berkas perkara Ho. 178/1964 Padang, tspi setelah diteliti
ternyata tidak ada. PN meragukan tentasng peristiwa kebakar-
an tahun 1865 tersebut, karena tidak ada saksi yang menge-
tahuinya. berdasarkan kenyuataan di atas, maka bukti terse-
but tidak punysa nilai dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Bukti surat lainnya yang disjukan oleh P menimbulkan
keraguan bagi hakim akan keabsahannya, karena pada umumnysa
hanya pakal cap jari, ada yang pakai tanda tangan (P sen-
diri) namun tanda tangan di masingd-masing surat tidak sama.
Bahkan ads yang pada satu surat pakai tanda tangan dan pada
surat lainnya pakail cap jari.

Begitu Jjuga dengan bukti (P.II), Surat Keterangan
tanggal 30 Maret 1874 yang dibuat dan ditandatangai dengan
memnakai cap jari oleh orang yang bernama Yung Burik, surat
ini hanyalah merupakan surat yvang dibuat di bawah tangan

dan keterangsn sepihak dari orang yang telah weninggal




114
dunia, sehingga untuk membuktikan kebenaran mengenai isi
surat tersebut serta kebenaran tanda tangan dari orang yang
membuat surat itu sendiri jelas tidak memungkinkan, karena
vang bersangkutan telah meninggal dunia. Ini. menimbulkan
kéraguan bagi majelis hakim akan kebenarannya. Apalagi
masing-wasing pihak yang menandatangani surat-surat terse-
but tidak dihadapkan ke persidangan. Surat bukti yvyang
melibatkan T semuanya dibantah oleh para T, sehingga alat
bukti ini ¢idak punya nilai bukti dan tidak perlu dipertim-
bangkan dalam perkara ini;

Keterangan saksi P P yang bernama As dan M. Janan
Malin Sutan, yang mengetahui kedua pihak vang berperkarsa -
tapi tidak tshu hubungan diantara keduanya, dan tidak
nengetahui masalah ssalang pinjam atau menguangkan tanah
terperkara, Jjadi keterangan ini belum dapat menguatkan
dalil P. Sedangkan saksi Anas mengetahui dan kenal betul
dengan kedua pihak yang berdunsanak, sekaum seharta sepusa-
ka, sedang lainnya saksi tidak tahu ;

Dengan adanya keanehan dan kejanggalan-kejanggalan
vang dilakukan P, wmaks disini PN dapat menilai bahwa P
dalam perksra ini mempunyai niat tertentu dan itikad yang
tidak baik dan tidak terpuji ;

Henimbang alat bukti yang diajukan T, disini menurut
Majelis Hakim, yang perlu dipertimbangkan adalah

Surat pernyataan HNinik Mamak Nan Bajinis Adat suku
Melayu Pauh IX, Kecamatan Kuranji Padang tanggal 11 Desen-

ber 189Z2. Bukti ini merupakan pernystaan stau pengakusan
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dari ninik mamak yang berads dalam lingkungan suku Melayu
Kec. Ruranji, tentang benar adanya hubungan kaum dan harta
pusaka antara P dengan para T. Alet bukti ini dibenarkan
oleh saksi Dahlan Rajo Sampono dan Bukhari yang ikut menan-
datangani surat tersebut, dengan demikian bukti ini telah
terbukti kebenarannya dan dapat diterima dan perlu diper-
timbangkén ;

Foto copy salinan ranji/silsilah keturunan dalam kaum
Karim pengganti ranji yang telah hilang/terbakar bertanggal
Belimbing Pauh IX Januari 1965. Bukti ini merupakan foto
copy dari salinan bukti P.VI yang digunakan dalam perkara
perdata No. 178/1864 Pdg, sesuai bunyinya dengan csatatan
atau keterangan yang dibuat oleh Panitera PR Padsang yang
ada dan terdapat dibelakang bukti iu. Walaupun hanya foto
copy, namun bukti ini telah dapat dipakai sebagai petunjuk
tentang kebenaran adanya hubungan kaum antara P dengan pars
T dan juga merupakan petunjuk bahwa asli bukti ini pernah
dipergunakan sebagai bukti P.VI dalam perkara perdata
No.178/1864 PN Padang sebelumnya, karena itu bukti ini
perloe diperhatikasn dan dipertimbangkan ;

Surat pernyataan pengangkatan MKW bertanggal Pasar
Lalang, 5 November 1988. Bukti ini adalah merupskan peng-
angkatan P sebagai HEW, dalam bukti ini T. A bersama-sama
dengan anggota kaum lainnya ikut mengangkat P sebagai MEW
dan pada waktu 1tu ikut hadir ssaksi T yang bernama Dahlan
gelar Rajo Sampono dan Bukhari, karenanya bukti ini merupa-

kan bukti sekaumnya P dengan para T dan uvntuk itu psatut




116

diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;
Saksi-saksi T, Dahlan Rajo Sampono dan Bukhari, ke-
duanya secara tegas menyatakan bahwa antara P dan para T
adalah sekaum seharta pusaksa, sepandam—sepgkuburan, patut
dipertimbangkan ; Karena Dahlan Gelar Marajo Sampono selaku
ninik mamak atau panungkek penghulu suku melayu di Kkenaga-
rian Pauh IX, yang pernah menangani perkara kedua belah
pihak di tingkat nagari (KAN) dahulunya sebanyak dua kali
terakhir 1992, dan ikut dalsam pengangkatan P sebagai MKW
kaum tsnggal 5 November 1989 ; Sedanghkan Bukhari, menerang-
kan bahwa benar antara P dan T bermamak berkemensakan,
sewaris seharta sepusaka dan sepandam sepekoburan, pernah
ikut hadir dalam pengangkatan P sebagai MKW kauom ;
Menimbang, bsahwa setelah memperhatikan serta memper-
timbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak sebagai-
mana bunyinya pertimbangan tersebut di atas, maka disini PN
berpendapat dan berkesimpulan bahwa pihak P dengan alat-
alat buktinya ternyata tidsk dapat membuktikan dalil gu-
gatannya, sedangkan pihak tergugat-tergugat dengan alat-
alat buktinya telah dapat membuktikan dalil sangkalannys ;
Menimbang, bahwa karena P tidak dapat membuktikan
dalil gdugatannys, maka sepatutnyalah gugatan P ditolak
untuk seluruhnya ;
Berdasarkan pertimbangan di atas, PN Padang tanggal 27
Oktober 1993 melalui Majelis Hakim vyang diketuai oleh

Syamsir Alsm, SH memutuskan sebagsi berikut
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1. Menolak gugatan P seluruhnya ;

2. Menghukum P untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini sebanyak Rp. 154. 350, - (seratus lima pnluh
empat ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap putusan PR ini P mengajukan banding ke PT
Padang. PT Padang delam putusannya tanggal 22 Juni 1984 No.
27/PDT .G/1994, melalui Majelis Hakim diketuail oleh H. Syah-
rial Thaher, SH, dengan H. Sceroto, SH dan Bahyaqi Idrus,

SH sebagai hakim anggota, beranggapan bsahwa pertimbangan

~ hukum dari PN sudah tepat dan benar dan diambil sebsagail

pertimbangan hakim PT. Oleh karena itu memutuskan menguat-
kan putusan PN Padang dan P di hukum membayar biaya perkara
di tingkst banding sebanyak Rp. 25.000,-.

P kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan hakim PT
di atas ke MA, namun tidak dapat diterima oleh HA karena
telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal
47 ayat UUPU. Hal ini diputuskan oleh Hakim MA yang dike-
tuai oleh H. Andi Andojo Soetjipto, SH pada tanggal 24

Januari 1996.

4.1.3 Komentar Terhadap Kasus

Kasus ini merupakan sengketa mengenai perebutan harts
pusaka tinggi antar jurai dalam kaum yang sama, yang di-
angkatkan oleh MEW kaum dengan menggugat MEW salah satu
jurai dan anggota jurai tersebut yang berada dalam wewenang

MEW kaum itu sendiri.
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4.1.4 Analisis Rasus

Dalam menganalisis kasus ini, skan dibedakan analisis

pertimbangan mengenai peristiwa dan analisis nengenai

hukumnya.

a. Analisis Mengenai Peristiwanya

Majelis hsakim dalam pertimbangannya nenyinpulkan
bahwa kualitas P tidak benar, karena sebenarnya antara P
dan T adalah sekaum, seharta pusaka. Obyek perkara adalah
harta pusazka tinggi kaum, yang sebetulnya berada padsa
kekuasaan P sendiri sebagail MEW dalam kaum, cuma di olsh
dan dimanfaatkan oleh jurai T dengen T.A sebagai mamsk
jurai beserta anggotanys, sebagai salah satu Jurai vyang
ada dalam kaum tersebut. Karena pertimbangsn hakim ini di
dasarkan alat yang terdiri atas ranji kaum dari KAN Balim-
bing Pauh Tahun 1865 dan alat bukti lainnya, seperti ke-
terangan saksi, mnaka menurut penulis kalav dihubungkan
dengan ketentuan adat HMinangkabau, memang benar bahwa
kepastian seseorang itu sekaum seharta pusaka skan dapat
dilihat atau dibuktikan dari ranji kaum, yang merupakan
uraian silsilah keturunan suatu kaum, spalagi kalau ranji
tersebut dikeluarkan oleh lembaga EKAN yang memang berwenang
untuk itu, dan juga dibenarkan ocleh saksi yang diajukan T,
vang salah satunya adalah penghulu kaum dan anggota EKAN.
Jadi pertimbangan hakim ini sudah tepat adanya. Kalau P dan
T sekaum seharta pusaka berarti mereka juga sepandam peku-
buran, segolok segadai, dengan demikian P tidak perlu

menggugat T dalam menguasai dan mengolah sebagisn harta
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pusaka tinggi ksum, asal para T tidak menjual.atau berusaha
menghilangkan hak ksum itu sendiri. Untuk lebih Jjelasnya
dapat dilihat uraian tentang ahli waris dalam bab 2, hal 45
dan 50.

Mengenai kedudukan P sebagai MEW diskui oleh T bukan
saja sebagai MEW dalam jurai dan kaum P sendiri tapi Jjugsa
bagi Jjurai T, hal ini tidak dibantah oleh P. dengan demi-
kian PN menyimpulkan bahwa hal ini tidak perlu dipermassa-
lahkan atau dipertimbangkan lagi. Menurut penulis
kesimpulan PN sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan
pembuktian daian mcara perdata, bahwa yang harus dibuktikan
hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian yang disengkets-
ken kedus pihak, sedangkan yang diakuil dan tidak disangksal
oleh pihak lawan tidak usah dibuktikan (penjelasan pasal
163 HIR).

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkars yang dipen-
tingkan adalah faskta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.
Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan vyang bersifsat
menentukan adalah peristiwanya.1

Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan

Majelis Hakim bahwa peristiwa yang diajukan oleh P tidak

sesuai dengan kenyataan vang ada.

1. Sudikno Mertokusumo, Hukum Adara Perdata Indonesia,
» Liberty, Yogyakarta, 1983, h. 164
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b. Pertimbangan Hukumnya

Majelis hakim dalam pertimbangannya walaupun tidak
menyatakan dengan tegas bahwa dalam menyelesaikan sengketa
ini akan menerapkan hukum asdat Minangkabau, namun dalam
pertimbangan-pertimbangan selanjutnysa dalam pembuktian,
terlihat bahwa tetap mendasarkan pada ketentuan yang diatur
menurut hukum adat waris Minangkabau, seperti pemakaian
ranji sebagai alat bukti, surat pernyatsan Ninik Mamak nan
bajinis adat suku melayu, dan surat pernyataan pengukuhan
MEW Pasar Talang tanggal 5 November 1988, dan dalam memper-
timbangkan keterangan saksi.

Pernyatasn Ninik Mamak nan bajinis adat suku melayu
vang menyatakan antara P dan T benar sekaum seharta pusaka,
begitu juga keterangan saksi Bukhari. Ini dikuatkan lagi
oleh surat pernyataan pengukuhan MKW yang didukung oleh
keterangan Dshlan Dt. Rajo Sampono sebagai salah seorang
anggota KAN. Penulis sependapat dengan HMajelis Hakim PN dan
PT Padang di atas. terutama mengenai keaslian ranji dan
pengangkatan MKW, apalagi ini dikuatkan oleh saksi yang
merupakan salah seorang mamak penungkek penghulu Balimbiang
Psuh EKodya Padang. Karena menurut hukum adat Minangkabau
ninik mamak panungkek panghulu itu lebih mengenal seluk
beluk yvang terjadi dilingkungannya. Apalagi sebagai seorang
anggota KAN tentu mereka mengetahui siapa yang menjadi MKW
dslam suatu kaum, karena mereksa ikut dalam acara pelantik-

annya.
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Kalau diksaitkan dengan pembuktian dalam hukum acara
perdata (pasal 164 HIR dan pasal 284 Rbg), disini terlihat
bahwa hakim memakai ranji dan surat pernyataan pengangkatan
P sebagai MEW sebagai alat bukti surat, sedanghkan kete-
rangan yang diberikan ninik mamak Dahlan Dt Rajo Sampomo
dan Bukhari sebagai alat bukti saksi.

Surat atau akta yang sah adalah suatu surat vang
diperbuat demikian oleh dan atau dihadapan pejzbat umunm
vang mengetahui isi surat itu dibuat, dan berkuasa pula
untuk membuatnya (pasal 165 HIR dan penjelasannya). Dalaﬁ
kasus ini ranji dapgt disebut sebagai akta otentik, hkarena
dibuat oleh MKW yang disahkan oleh KAN (yang memang berwe-
nang untuk itu wmenurut hukum adat Minangkabau) dan disetu-
Jui oleh Wali Nagari atau aparsat pemerintahan setempat.

Sedangkan setiap kesaksian harus berisi segala alasan
nengapa ia mengdetahuinya (pasal 171 ayat 1 HIR), dalam arti
ia mengetahui, mendengar atau mengzlami sendiri, bukan
merupakan pendapat atau pikiran saksi sendiri. Bzl ini jika
dikaitkan dengan saksi Dahlan ia sebagai seorang anggota
EAN sebagai Ninik Mamak tentu lebih mengetahui seluk beluk
harta pusaka tinggi yang ada di kaumnya, apalagi pernah
ikut menyelesaikan sengketa ini di lembaga KAN sebanyak dua
kali terakhir 1872. Begitu juga saksi Bukhari, selain
menjadi mengetahui sendiri mengenai sekaumnya P dan T, jugs
ikut hadir dalam pengangkatan P sebagai MKW dan melihat
sendiri bahwa T salah satu disntara yang ikut menganghkat P

waktu itu. Dengan demikian berarti kedua saksi ini merupa-
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kan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan
hakim dalam putusannya dari segi hukum acara perdata.
Pengambilan bukti-bukti ini sebagai dasar putusan dan

pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan sendirinya menunjuk-
kan bahwa dalam masalah harta pusaka tinggi, yang menentu-
kan adalah ketentuan adat setempat. Dalam hal ini terlihat
dari alat bukti yang dipakai sebagai pertimbangan, berasal
dari semua pihak yang berwenang menurut lembagsa adat yaitu,
anggota KAN, Ninik Mamak dan anggota kaum suku melayu Pauh
IX, sebagai pihak vang berwenang memastikan pewarisan
terhadap ksum suku nelgyu tempat lokasi harta sengketa.

Menurut hukum adat Minangkabau, yvang dikatakan sehkaum
seharta pusaka adalah mereka yvang berasal dari keturunan
{tali darah) vang sama berdasarkasn keturuvnan ibu. Pewaris-
annya mewrakai sistem dari ninik turun ke mamsk, dari mamak
turun ke kemenaksn.Ini dapat dibuktikan,jika semua anggota
kaum itu adalah segolok segadai dan sepandam pekuburan.
Penguasaan dan menikmati hasil dari harta pusaka tinggil
beleh saja dilakukan sebahagian anggota kaum, apalagi Jjika
sudah diizinkan oleh MEW sebelumnya, disebut juga dengan
istilah ganggam bauntuak. Untuk jelasnya lihat uraian psada
bab 2 hal 41 dan 43. EKemungkinan disini P sebagai MEW
kurang memahami seluk beluk sako dan pusako kaumnya.

Dalam kasus ini antara P dan T telah terbukti dalam
pemeriksaan bersifat bermamak berkemenakan, jadi gugatan P
dengan sendirinya tidak mempunyai alas hak yang benar.

Sehingga sudah tepat Majelis Hakim menolak seluruh gugatan
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vang diajukan oleh P. Hal ini sudah diakni oleh semnusa
pihak di Minangkabau, begitu juga dengan PN. Hal ini dsapsat
dilihat antara lain dalam putusan PN Padang tanggal 2
Agustus 1982, vang dikuatkan oleh PT Medan tanggal 29
September 1964, begitu juga dalam tingkat kasasi oleh MA,
vang dalam putusannys tanggal 1 Maret 1966, menentukan
syarat-syarat sewaris adalah

sepandam sepekuburan ;
rumah asal bersama ;

sagolok sagadai ;

sesakit sesenang, sehina semalu ;

1
2
3
4. bertanah berkudung berkaratan ;
5
8 1

. dalam alek baik dan alek buruk seberat seringan.
Pennlis Jjuga sependapat mengenai adanya niat tidak

baik pads P, yvang dapat diketashui dari tidak msu menyele-
saikan masalah ini menurut adat yang berlsaku. Ini terlihat
dari keterangan T dan saksi anggots KAN, ketika dipanggil
oleh pihak KAN Pauh IX yang berwenang menyelesaikan sengke-
ta antar Jjurail dalam ksum ini sehubungan dengan masslah
Sako dan Pusako, P tidak bersedis datang. Dalam gugatannya
P menyebutkan bahwa sudah berulang kali mengajukan hal ini
kepada EKepolisian dan Kejaksaan, tapi tidak diproses dan
bahkan tidak ditanggapi. Hal ini bertentangan dengan keten-

tuan penyelesaian sengketa harts pusaka tinggi (pusako)

1. Jahya, Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek
Peradilan, Makalah, dalam Hochtar Naim, 1968, opcit., hal.
86
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menurut. ketentuan. Sengketa mengenai warisan harta pusaksa
ijtu .seharusnya diselesaikan dulu menurut jalur hukum adat
yvang berlaku, misalnya melalui Kerapatan kaum, Kerapatan
Suku dan lembaga KAN, karena wewenang pertama ada pada
lembaga ini. Sebab PN dan aparat yang terkait baru mnav
menyelesaikan sengketa adat ini apabila telah diputuskan
terlebih dahulu oleh KAN, atau mungkin karena tidak memper-
oleh penyelesaian dalam lembaga KAN (lihat selengkapnya
uraian pada bab 3. Kasus ini adalah murni perdata bukan
pidana, tentu pihak kepolisian dan kejaksaan tidak mau
langsung menanggapinysa.

Sebaliknya para T bisa membuktiken bahwa obyek perkara
sebetulnya Jjuga merupakan hak mereka, dengan demikian
otomatis gugatan P yang menyatakan perbuatan para T mendi-
rikan rumah/pondok serta mengolah tanah obyek perkara meru-
pakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tidsk
terbukti, karens tanah vang mereka tempati dan mereka garap
juga merupakan bagian hak mereka menurut hukum adat Minang-
kabau.

Penulis berkesimpulan dari penyelesaian kasus ini
dapat dilihat, bahwa penyelessian sengketa yvang dilakukan
cleh Majelis hakim di PN dan PT tetap mendasarkan pertim-
hangan dari putusan pada asas-asas pewarisan harta pusaka
tinggi menurut hukum adat Minangkabau. Penerspan hukum adat
Minangkabau dalam kasus ini sebagai hukum yang tidak tertu-
lis vang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi

hakim untuk menemukan hukuwm (pasal 27 ayat 1 UUPEKK).
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4.2 Kasus Sengketa Harta Pusaka Tinggi Antara Anak Dengan

Kemenakan (Putusan No. 11/Pdt.G/1889/PR-Payakumbuh)

4.2.1 Kasus Posisi

Sengketa harta pusaka tinggi ini terjadi antara
Suardi Idrus, 46 tahun, suku Kampai, alamat EKel. Parit
Rantang No. 235 Kec. Payakumbuh Barat, Kodya Payakaumbuh,
sebagal penggugat (P) atas namanya sendiri dan sebagai MKW
dalam kaumnya (ksum Datuk Rajo Pilihan) waris dari almarhum
H. Abu Bakar Sidiq Daudy.

Berlawanan dengan para tergugat, vakni
a. Yamer Edy Dt. Penghulu Nan Hitam, 33 tahun, suku kampai,

tempat tinggal Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat,
bersaudara (sebanyak 8 orang, anak dari Almarhum H. Abn
Bakar $Sidigq Daudy dari isteri pertama Yunidar),dan
selanjutnya disebut T.Al sampai T.A9) ;

b. Ahmad Syukri, 33 tahun, suku Pagar Cancang, alamat Kel.
Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat, EKodya Psayakumbuh
sebanyak © orang bersaudara (anak dari almarhum H. Abu
Bakar Sidig Daudy dengan istri kedua Khairani, selan-
Jutnya disebut T.Al,sampai T. AB) ;

c. Depdagri RI, cq. Gubernur KDH. Tk.I Sumbar, cq. Kepala
Direktorat Agraria Tk. I Sumbar, cq. Walikotamadya EKDH.
Tk II Payakumbuh (sekarang BPN), sebagai T.C.

P mempunyai beberapa bidang tanah harta pusaka tinggi
kaum yang berasal dari harta peninggalan ninik P yang
bernama Cayo (Pr), yvang terdiri atas sebidang tanah sawah

seluas * 300 M2 dan 4000 M2, kolam ikan seluas 1+ 1000 M2
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serta sebuah sertifikat hak milik seluas * 2.375 M2 (obyek
perkara a, b, ¢, dan d lengkapnya seperti dalam gugatan) ;

Semua tanah pusaka tinggi kaum itu sekarang dikuasail
oleh para T, padshal tanah itu semua merupakan harta pusaka
tinggi kaum P, yang diterima atau diwarisi secara turun
temurun, berjenjang naik bertangga turun menurut hukum adat
Minangkabau, terakhir dikuasai oleh mamak P, yaitu H. Abu
Bakar Sidiq Daudy (Bapak para T, dimana almarhum sebagai
MEW dalam kaum P, sebagai penganti almarhum Angku mamak P
yvang bernama Tamin atau Haji Mimbang) ;

Hubungan antars P dengan slmarhum H. Abu Bakar Sidiq
Daudy tersebut adalah sekaum bertali darah dalam keturunan
berlainan Jurai menurut adat Minangkabau, yang sama-sama
berasal dari nenek yang sama berasal dari anak Kketurunan
perempuan bernama Cayo, yang mempunyai 2 orang anak perem-
puan, yaitu Rendo (ninik P) dan Ganto ninik H. Abu Bsakar
Sidiq Daudy (Bapak para T) ;

Dalam kenyataannya sekarang anak keturunan Jjursai
(perut) Ganto semua telah meninggal, terakhir H. Abu Bakar
Sidig Daudy yang meninggal pada tahun 1988. Sedangkan jurai
(turunan) dari Rendo masih ada yang hidup dan berkembang
sampai sekarang, diantaranya P.

Berdasarkan ketentuan adat Minangkabau yang berlaku
dan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka harta
pusaka tinggi kaum tersebut yang selama ini dikvasai H. Abu
Bakar Sidiq Daudy wvang jadi obyvek sengketa secara otomatis

haruslah berpindah tangan kembali kepada kaum asalnya yang
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lain jurai, bukan beralih pada anak dari H. Abu Bakar Sidigq
Dandy. Hal ini disebabkan karena semass hidupnya H. Abu
Bakar Sidigq Daudy dan Asiar Dt. Rajo Pilihan mensertifikat-
kan tanah harta pusaka tinggi tersebut tahun 1883, tanpa
persetujuan seluruh anggots kaum, dengan sertifikat No.
1618/Koto Nan Empat. Sertifikat ini kemudian dipecah atas
nama mereka berdua dengan No. 10/Kel. Parit Rantang dan N.
1618 (sisa). Tahun 1985 sertifikat no. 10 dipecah lagi atas
nama H. Abu Bakar Sidiq Daudy sendiri menjadi 3 buah (obyek
a, b dan c¢), sehingga sekarang semua tanah harta pusaka
tinggi tersebut memiliki 4 buah ser;ifikat (obyek d, serti-
fikat sisa No. 1618) ;
Setelah H. Abu Bakar Sidiq Daudy meninggal dunia, secars
diam-diam serta melawan hak para T, selaku anak almarhum,
secara bersama-sama telah mengambil/menguassai tanah harts
pusaka tinggi kaum P tersebut ;

Perbuatan para T adalah merupakan perbuatan merampas
hak orang lain (hak kaum P) berdasarkan yurisprudensi MNA
No. 278/K/Sip/Pdt/1957 dan No. 2211 K/Sip/Pdt/1983.

Berdasarkan kenyataan di atas, P mengajukan gugatan ke
PN sebagai berikut
a. Gugatan P dikabulkan seluruhnys ;

b. Menyatakan/mengesahkan P sebagai MEW dalam kaumnya ;

c. Menyatakan bahwa P adalah sekaum, seharta sepusaka
dengan almarhum H. Abu Bakar Sidiq Daudy dan §. Datuk
Rajo Pilihan dan berhak mewarisi harta pusaka tinggi

kaum tersebut ;
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Menyatakan harta terperkara adalash "harta pusaka tinggi"”

kaum tersebut ;

. Menyatakan perbuatan T. A dan B atau A.2 dan B.1 mengua-

sai harta-harta terperkars, adalah perbuatan melswan

huokum ;

. Menyatakan perbuatan T. A dan B,menguasai harta ter-

perkara sebagai perbuatan melawan hukum ;
Henyatakan perbuatan T. A dan B menguesai/membalik nama
sertifikat No. 10 (sisa), Kel. Parit Rantang, =adalah

perbuatan vyang melawan hak/hukum dan dinyatakan tidak

sah ;

. Menghukum T. A2 dan Bl dan/ T. A dan B menyerahkan harta

terperkara pada huruf a, b dan ¢ kepada P daslam keadaan
bebas dan kosong dari semua haknya dan hak orang lain
vang berada di bawah kekuasaan/pengawasannys ;

Menghukum T. A dan B mennyerahkan sertifikat No. 10
(sisa), Kel Parit Rantang tersebut pade huruf d kepada
P, setelah dibebaskan dari semua hak/nama-nama T. A dan
B yang terdapat didalamnya dan dikembalikan kepada
keadaan semulsa ;

Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu,
walaupun adanya banding, kasasi ataupun verzet ;
Menghukum T. A dan B membayar semua biaya/ongkos per-
kara;

Menghukum T. C patuh dan taat pada putusan yang telah
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dijatuhkan. dalam- perkara ini ;

‘m. Dan/ataxm  mohon bantuan yang seadil-adilnya.

4.2.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim

Menimbang, dari segi kewenangan formalnya dalam hal
kewenangan P untuk mengajukan gugatan tersebut ke PN, dari
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah Maje-
lis Hakim mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi serta
saksi ahli yang bernama Abubakar Datuk Rajo Basa, maka yang
menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang sako dari
Datuk Rajo Pilihan dan sigpa ahli warisnya almarhum H.
Abubakar Sidiq Daudy yang ternyata sudah punah ;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli, dalam hukum
adat Minangkabau, jika seseorang punah maka pusaka tingdi-
nya tidak putus, tetapi akan diwarisi oleh kemenakannya
vang paling berhak yaitu di bawah dagu, di dada di bawah
pusat dan di bawah lutut, bahwa siapa yang berwenang untuk
menentukan ahli waris tersebut adalah Kerapatan ninik mamak
pesukuan itu, dalam hal ini adalah sepesukuan kampai di
bawah EKAN vyang bersangkutan. Ternyvata penggugat belum
mempunyai kesepakatan dari KAN dan ini terbukti dipersi-
dangan , sehingga Majelis Hakim berpendapat P belum mempu-
nyai wewenang untuk mengurus harta pusaka tinggi tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim
PN Payakumbuh yang diketuai oleh Masri, SH, dengan anggo-
tanya Marnis Saer, SH, dan M.Noer Manan, SH tanggal 2

Desember 1989, memutuskan sebagai berikut
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a. Menyatakan gugatan P tidak dapat diterima (Niet Onva-
kelijke Verklaard) ;

b. Memerintahkan untuk mengangkat sita tahanan yang telah
diletakkan atas tanah tersengketa oleh Jjuru sita PN
Payvakumbuh pada tanggal 8 Juli 1989;

c. Menghukum P untuk membayar ongkos perkara ini yang
sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 285.000 (Dua Ratus
Delspan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Terhadap putusan PN Payakumbuh ini P mengajukan ban-
ding ke .PT Padang, PT dalam pertimbangannya menyatakan
sebagai berikut

Menimbang, setelah membaca dan meneliti secara cermat
berita acara persidangan dalam putusan PN, PT berpendapat
bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekurangan-kekurangan
vang harus dilengkapi terlebih dahulu, yaitu mengenai
kepastian obyek perkara karena keterangan kedua pihak tidak
sama, untuk itu diperlukan pemeriksaan setempat. Serta
kepastian status harta sengketa (d), apakah harta kaum atan
harta pencaharian ?

Berdasarkan hal di atas PT melalui hakim tunggal
Dahliar Noer, SH dalam putusan sela No. 24/Pdt.G/1890/
PT.Padang tanggal 9 Mei 19880, memerintehkan kepada PN untuk
melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal di atas.

Menimbang, setelah PT membaca dan mempelajari berita
acara serta putusan PN Payakumbuh dalam perkara ini, dan

berita acara pemerikssan tambahan berdasarkan putusan sels



PT tanggal 9 Mai 199C No. 24/Pdt.G/1880 PT. Padang, maka
Pengadilan Tinggi berkesimpulan tidak sependapat dengan
hakim PN, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahws P dalam gugatannya menyatakan dirinya
sebagai MKW, dalam kaumnya, hal ini diakui oleh para saksi
dan tidak T, setidak-tidaknya tidak dibantah oleh T. Ini
didukung oleh ranji keturunan P tertanggal 1 Oktober 1988
dan keterangan ssksi P, yvang membenarkan bahwa hubungan P
dan almarhum Abu Bakar Sidiq Daudy adalah benar sekaum dan
bertali darah antara mamak dan kemenakan. Kaum Dt. Rajo
Pilihan punya 3 buah rumah gadang, dan jurai P menempati’
rumah gadang vyang sebelah kiri, sedangkan almarhum Abu
Bakar Sidiq Daudy menewmpati yang di tengah ;

Menimbang, bahwa mengenai suku dan gelar penghulu suku
dari Jjurai P dan bapak para T (almarhum Abu Bakar Sidiq
Daudy) yaitn sama suku kampai, diakui oleh para T setidak-
tidaknya tidak dibantah oleh mereka, dan sesuai dengan
ranji ;

Menimbang, Menurut adat Minangkabau seseorang diksta-
kan se kaum apabila mereka mempunyai snku yang sama, punya
satu gelar suku, dulunyva satu rumeh gadang, segolok segadai
dan harta mereka berdekatan letaknya, disebut selantak
selanggundi, sedangkan ciri-ciri di atas terdapat dslam
hubungan keluvarga P pembanding dengan almarhum H. Abubakar
Sidigq Daudy ;

Kenimbang, bahwa T terbanding mengakui bshwa hsarta

sengketa sub a, b dan ¢ adalah harta pusaka tinggi dari
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ayahnya, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan harta
sub d menurut T adalah harta pencaharian ayah mereka, untuk
itu harus dibuktikan oleh P bahwa d termasuk bagian harta
pusaka tinggi kauom ;

Menimbang, P Pembanding mendalilkan bahwa objek seng-
keta sub. d adalah bagian dari tanah %kaum P Pembanding
vang merupakan hak milik No. 10/sisa GS No. 382/1983 pemi-
sahan dari M. No. 1618/Koto Nan IV (sisa), dengan memperha-
tikan gambar skets objek sengketa sub d dihubungkan dengan
bukti lainnya, maka terbukti tanah sengketa sub. d adalah
bagian tanah harta pusaka tinggi kaum tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, maka menurut PT, P pembanding telah dapat membuktikan
gugatannya bahwa harts sengketa adalah harta pusaka tinggi
kaum P pembanding, dengan demikian berarti P pembanding
sekaum bertali darah dengan ayah T terbanding, sedangkan
harta sengketa berada dalam kekuasaan para T terbanding
hanya karena mereka adalah anak dari almarhum Abu Bakar
5idiq Daudy, maka menurut hukum adat Minangkabau ini pengu-
asaan anak terhadap harta pusaka tinggi ayahnva adalszh
bertentangan dengan hukum adat tersebut, karena harta
pusaka tinggi haruslah kembali kepada kaum vaitu
kemenakan/anggota ksum yang masih bertali darsh, walaupun
berlainan Jjurai, karena pada prinsipnya tidak ada istilah
punah dalam hukum adat Minang. Kalau tidak vyang bertali
darah masih ada kemenakan yang bertali adat, tidak ada

kemenakan yang dibawah dagu, dicari perut dan seterusnya ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di

atas, maka putusan PN Payskumbuh tidak dapat dipertahankan

lagi dan harus dibatalkan. PT akan mengadili sendiri, dan

menutuskan, sebagai berikut

a.

b.

Mengabulkan gugatan P sebagian ;

Menyatakan /mensahkan P sebagai MKW dalam kaumnya terse-
but ;

Menyatakan bahwa P adalah sekaum, seharta pusska dengan
alm Abubskar 8Sidiq Daudy, A.S5. Dt Rajo Pilihan, dan
berhak mewarisi harta pusaka tinggi peninggalannya
tersebut ;

Menyatakan harta terperkars adalah “harts pusaka tinggi"
kaum penggugat ;

Menyatakan perbuatan T A dan B atau para T A.2 dan B.1
menguasai harta terperkara secara melawan hak/hukom ;
Menyatakan perbuatan T. A dan B menguasai/ membalik nama
sertifikat No. 10 (sisa) adalah perbuatan tidak sah ;
Menghukum T A.2 dan B.1 dan T A dan B menyerahkan harta
terperkara pada huruf a, b dan ¢ kepada P dalam kesadaan
bebas dan kosong dari semua haknya dan hak orang lain ;
Menghukum 7T untuk menyerahkan sertifikat No. 10 (sisa)
kepada P setelah membebaskan dasri semwa hak/nama-namsa
vyang tercantum di dalamnya ;

Menolak gugatan P lainnya.

Membebankan biaya perkara pada T terbanding dari ting-

kat PN Rp. 285.000 dan PT Rp.80006, -
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Terhadap putusan PT ini T konvensi mengajukan kasasi
ke MA. Dalam pertimbangannya MA menganggspr keberatan-kebe-
ratan yang diajukan oleh pemohon kasasi-T konvensi, terha-
dap putusan PT mengenail penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang kenyataan tidak dapat dibe-
narkan, karena PT tidak salah menerapkan hukum. Pemeriksaan
dalam tihgkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenang-
an &tau melampaui batas wewenang, atau salah wmeneraphkan
hukum atau melanggar hokum yang berlaku, stau lalai memenu-
hi syarat-sysrat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlsku, dengan mengancam batzlnya putusgn
vang bersangkuntan (pasal 35 UUMA).

MA melalui hakim Ny. H. Siti Rosma Achmad, SH berpen-
dzpat bahwa PT tidak salah menerapkan hukumnya, dan putusan
PT tidak bertentangan dengan hukum dan/ataun Undang-undang.
MA dalam putusan No. Reg. 3101 K/Pdt/1981 tanggal 22 Juli
1993 memutuskan bahwa, dengan dasar di atas maka permochonan

kasasi T konvensi ditolak.

4.2.3 Komentar Terhadap Kasus

Kasus di atas merupakan sengketa harta pusaka tinggi
antara kaum yang bertali darah dengan pewaris (P), dengan
anak dari pewaris (para T) yang menguasai harta pusaka
tinggi ayahnya, karena keturunan pewaris yang sejurai
tidak ada lagi (punah), dan harta pusaka tinggi itu diang-
gap harta pencsharian ayahnya, karena sudah memiliki serti-

fikat.
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4.2.4 Analisis Kasus

a. Analisis Terhadap Pertimbangan Peristiwanya

PN dalam pertimbangannya menyebutkan bshwa dari fakta-
fakta yang terungkap di persidangan dan setelah mendengar
kedua belah pihak di persidangan serta para saksi msupun
saksi ahli, obyek perkara ini memang hartsa pusaka tinggi
kaum Dt. Rajo Pilihan yang diwarisi oleh almarhum H. Abu
Bakar Sidigq Daudy yang ternysta sndah punah. Berartsi obyek
sengketa sudah benar adanya. Oleh karena sudah diakui oleh
pihak lawan, jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Kualitas P
tidak bisa diterima oleh PN karena dianggap belum mempunyai
penunjukan dari para ninik mamak.

Sedangkan PT beranggapan bahwa, berdassrkan ranji vang
ada, terbukti benar bahwa P berstatus sebagai MEW pengganti
almarhum. Ini juga diakui oleh para T, setidak-tidaknya ti-
dak dibantah mereka, dan telah dibenarkan oleh saksi P,
Menanggapi kedua pertimbangan PN dan PT di atas, penulis
sendiri berdasarkan pads analisis pada kasus I, sependapat
dengan PT bshwa untuk memastikan waris dalanm harta pusaka
tinggi dalam hukum adat Minangkabau adalah melalui ranji,
apalagi Jjika hal ini tidak dibantah oleh para T dan didu-
kung oleh saksi. Kalau sudah sekaum dan satu suku dengan
gelar yang sams, maka berarti memang seharta pusaka. Kalau
ranji sudah diakei oleh KAN maka tidsk perlu penunjukan
lagi atas peralihan harta pusaka tinggi seperti yang dimak-
sud oleh PN. Kalau periétiwa tersebut sudah terbukti benar,

maka sebagai MKW P berhak mengajukan gugatan ke PN.




Analisis Terhadap Pertimbangan Hukumnya

PN dalam pertimbangannya mengakui bahwa obyek sengke-
taskan adalah mengenai pusako dari Datuk Rajo Pilihan yang
diwarisi oleh orsng tua T. PN nmemasukkan dalam pertim-
bangannya bahwa menurut hukum adat Hinangkabau, Jjika se-
orang punah maka pusaka tingginys tidak akan putus, tetapi
akan diwarisi oleh kemenakannva yang paling berhak di bawah
dagu, dada, di bawah pusét dan di bawah lutut. Eetentuan
adat yang dimasukkan PN dalam pertimbangannya ini benar
adanya, tapi ini tidak dilanjutkan dengan pertimbangan
tentang pembuktian kualitas P sehingda PN menoclak gugatan
P, karena dianggap tidak berhak.

Sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa harta
pusaka tinggi, maka seharusnys PN meminta perkara ini
diselesaikan terlebih dshulu melalui EKAN setempat, hasilnya
diserahkan ke PN untuk dijadikan salah satu alat bukti atau
pedoman, karena penyelesaian hasalah sako dan pusako dalam
wilayah hukum PT Padang, vang mana PN Payakumbuh termasuk
salah satunya, ada tahap-tahapnya, mulai dari kersapatan
kaum, kerapatan suku, selanjutnya melalui KAN, seperti yang
sudah ditegaskan dalam Perda No. 13 Tahun 1883 dan SE Ketua
PT Padang No. W.3D.A.HT.04.02-3633, vyang sudah penulis
uraikan dalam bab 3. Tidak langsung menolak gugatan P
dengan &alasan P belum berwenang dalam kasus tersebut.

Sedangkan mengenai pertimbangan dari PT yang menyebut-
kan bahwa dari pemeriksaan tambahan yang dilakuksn oleh PR

Payakumbuh atas perintah PT, terlihat bahwa kedudukan P
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sebagai MKW diskui dan tidak dibantah oleh para saksi dan
tidak dibantah oleh T. Dengan demikian berarti antara P
dengan orang tua T menurut hukum adat Minangkabau adalah
sekaum seharta pusaka, karensa punya suku dan rumah gadang
vyang sama, Segolok segadai dan harta mereka berdekatan
letaknya, vang disebut jugs selantak selanggundi. Pertim-
bangan hakim PT ini yang mendasarkan pada adat Minangkabau
dalam penetapan orang sekaum, sudah benar dan sesusi dengan
apa vyang sudah penulis uraikan dalam bab 2 tentang ahli
waris, lihat juga analisis pada kasus sebelumnya.

Jika dikaitkap dengan hukum adat Minangkabau, mengenai
sistem pewarisan harta pusaska tinggi adalah bersifat kolek-
tif dari mamak turun ke kemenakan, dikuasai bersama-sanma
oleh semua anggdota kaum begitu seterusnya secara turun
temurun (lihat uraian penulis pada bab 2). Tidak boleh
dikuasai oleh anak.

Dengan demikian pare T yvang menguasai harta pusaka
tinggi kaum ayahnya dapat dikatakan melawan hukum, sebab
vang menjadi ahli waris dari harta pusaka tinggi yang
dikuasai oleh orang tua T (sebagai MEW) dalam ksasumnva
adalah P sebagai kemenakan, tidak boleh diwarisi oleh anak-
anaknya (para T). Walaupun nanti anggota kaum ini sudah
tidask ads, anak juga tidak dapat jadi ahli waris, waris
dalam harta pusaka tinggi bisa dilakukan bertingkat mulai
dari yang bertali darah, bertali adat, bertzli emas dan
bertali budi, tetap dengan alur keturunan perempuan (ibu),

seperti yang sudah diuraikan mengenai alur waris pada bab 2
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mengenal waris ada yang nan dakok dan nan Jauh (sadapo, bak
saheto, bak sajangka).l

Apabila suatu kaum penghulu sedsrah punah, maka terja-
dilah perpindahan waris kepada kaum lain yang bukan sedarah
dengan kaum yang punah tadi. Kaum yang lebih dahuly Bemenu-
hi syarat adat dialah yang lebih dahulu nendapat waris dari
kaum yang punah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Jenis
dan bentuk tanah ganggam bauntuak vang diberikan serta letak
tanah pandam pakuburannya, mana yang lebih dekat dengan
harta pusaka dan pekuburan kaum vang punah tadi berarti dias
vang lebih dahulu. Hal inilah yang paling pentipg diketahui
oleh semus pihak, dan dari sinilah pangkal tolaknya agar
susunan waris dapat berjalan dengan tertib. Lihat uraisn
pada bab 2 halaman 58-81.

Selanjutnya terhadsp pertimbangan hakim PT, tentang
obyek sengketa sub. d setelah dilakukan pemeriksaan di
tempat, dan melihat pets lokasi serta asal sertifikatnysa
terlihat bahwa keberadaannya berdekatan dengan cbyek a, b
dan ¢ sehingga PT memutuskan bahwa obyek 4 juga termasuk
bagian dari harta pusaka kaum sama dengan a, b dan ¢ bukan
merupakan harta pencaharisn ayah T. Hal ini menurut penulis
sudah sesuai dengan hukum adat Minangkabau, yang dalanmn
pepatahlnya menyebutkan bshwa hAarta penghulo salakuak,

berarti tidak terpisah antara satu sama lain, dalam &arti

1. M. MNasroen, Hukum Waris dan Tanah dalam Rangka
Bhinneka Tunggal 1ka, Makalah, Seminar Hukum Adat Minang-
kabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 3-4




1359
merupakan satu kesatuan, yang hanya berbatasan dengan harta
pusaka tinggi kaum lain yang berdekstan.

Resimpulannya pads perkara ini dapat dilihat PN dan
PT sama-sama mendasarkan putusannya pada hukum adat Minang-
kabau, atau kurang tepat menemukan aturan yang akan dite-
rapkan pada kasus tersebut. PT lebih memshami aturan hukum
adat yang berlaku dalam kasus sengketa harta pusaka tinggi.

Disini dapat dilihat betapa pentingnya meminta penda-
pat para tetua adat, dan lembaga adat yang ada dalam nénye-
lesaikan perkara-perkara adat di PN. Mempertahankan pembuk-
tian seperti PN di atas, skan mengakibatkan keresshan pada
pihak-pihak terteﬁtu, dan merusak sendi-sendi adat Minang-
kabau vyang selanjutnya akan mercbek susunan kebudayaan
Minangkabau itu sendiri.

Kasus ini boleh juga dikatakan sebagai salah satu
contoh akibat dari pensertifikatan tanah harta pusaka
tinggi atas nama MEW sendiri, sebagai penguasa dslam ke-
luarga matrilinialnya, karena dengan meninggalnya MKW tanah
tersebut dianggap milik MKW oleh anak-anaknya, bukan lagi
hak kemenakannya. Hal ini merupakan konsekwensi bahwa
sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak seseorang atas
tanah, menurut UUPA.

Sedangkan mengenai putusan MA vang menolak permohonan
para T konpensi, sesuai dengan analisis penulis pada pu-
tusan PT di atas ini sudah sesuai dengan asas-asas hukum
vang berlaku dalam hukum adat Minangkabau, dimana sertifi-

kat tanah harta pusaka tinggi kasum yang disertifikastkan
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atas nama Bapak T (almarhum H. Abubakar Sidiq Daudy) vyang
semasa hidupnyva dibslik nsamakan atas nama dis sendiri
dengan memecah sertifikat tersebut, bertentangan dengan
ketentuan hukum adat Minang dan hal tersebut merupsakan
perbuatan vyang melanggar hak/hukum adat MHinang. Karena
harta pusaka tinggi di Minangkabau menurut hukum adat tidak
boleh dibagi-bagi, melainkan harus dijaga keuntuhannys untuk
kepentingan seluruh anggota kaum atau generasi selanjutnysa.
Jadi penulis sependapat dengan PT dan MA tidak salah me-

nerapkan hukum adat Minangkabsau dsalam kasus ini.







BAB 5

5.1 KESIMPULAR

1. Harts pusaks tinggi adalah harta yang diwarisl secsara

turun temurun dari beberapa generasi dalam suatu kaum di
Minangkabau menurut garis keturunan ibu, sering Jjusga
disebut dengan harta tua.

Sistem pewarisan harta pusaka tinggi didasarkan pada
garis perempuan mnelalui kanal induk dari ibﬁ kepadsa
anak, melakukan persinggahan kepada laki-laki sebatas
umurnya {(kanal terbatas), dengan sistem dari ninik turun
ke  mamak, dari mamak turun ke kemenakan, yang bersifat
kolektif diwarisi secara bersama-sama oleh snggota kaum,

dengan pusat pengendalinya adalah " MEW ".

. Waris dalam harta pusaka tinggi dibedakan atas

a. waris bertali darah/nassab, terdiri stas

- waris vang seluruh ;

- waris yang dibolehkan ;
b. waris bertali sebab ;

- waris sebab bertali adat ;

- waris sebab bertali buek/kesepakatan ;

- waris sebsb bertali budi.
Susunan waris di atas sesuai dengan hukum turun temurun
dan Jjawek bajawek, harus diterima secara turun temurun
oleh anggota kaum yang bertali darah, jika sudah tidak
ada yang sedarah maka harta pusaka tinggi boleh dipusa-

kai oleh anggota kaum yang bertali adat, buek dan budi.
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4. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi pada masyara-

kat Minangkabau di Sumatera Barat, dapat dilakukan
melalui lembaga adat'yang ada mulai dalam keraspatan
kaum, kerapatan kampung/suku dan terakhir di tingkat
nagari pada KAN dan dapat juga melalui PN, dengan dasar
pertimbangan asas-asas hukum adat yang berlaku.
Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum sdat berorienta-
si kepada tercapainya perdamaian dan keselarasan dalam
kehidupan masyarakat dan berupsya untuk menulihkan
hubungan yang terganggu dan pentaatan terhadsp apa yang
telah dicapai dalam perdamaian dengan sukarels.
BerdasarkanA penelitian terhadap beberapa putusan hakim
di emnpat PN mengenai sengketa harta pusaka tinggi pada
masyarakat Minangkabau di Sumbar, diketahui bahwa tidak
semua putusan hakim tersebut mendasarkannya pada asas-
asas hukum adat Minangkabsau.
Dalam pertimbangan hukum dari putusan-putusan hakim ysng
diteliti ditemukan
a. Putusan hakim yang dalam pertimbangannya menyebutkan
dengan tegas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau;
b. Putusan vyang tidak menyebutkan dengan Jjelas menda-
sarkan pada huykum adat Minangksbau, namun pada
pertimbangan selanjutnya tetap didasarkan ﬁada asas-
asas pewarisan menurut hukum adat Minangkabau ;
¢. Putusan hakim yang dalam pertimbangannya mencampur
dasar pertimbangan antara hukum adat dengan hukum

perdata, misalnys tentang daluarsa, dan lainnys.
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Terhadap putusan yvang diberikan hakim, terlihat bahwa
tidak semuasnya sesuai dengan hukum adat Minangkabau,
walaupun dslam pertimbangannya sudah mendasarkan pada
hukum adat Minangkabsu sendiri. Ini terlihat dari ba-
nyaknya perkara yang dimintakan banding ke PT dan kasasi
ke HA, dan terdaspatnya dasar yuridis yang berbeda dian-
tara ketiga tingkat peradilan umum tersebut dalam menen-
tukan atau menemukan hukum yvang akan diterapkan. Temuan
tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan hukum adat
mengenal harta pusaka tinggi kurang dapat dijawab serta

ditemukan oleh pars hakim-tersebut.

5.2 Saran-saran
Berdasarkan temuan dalam analisis terhadap putusan PN
mengenai kasus-kasus sengketa harta pusaka tinggi pada
masyarakat Minangkabau di Daersh Tk. I Sumbar di atas,
disarankan
1. Kepada para Ninik Mamak, penguasa adat dan Pemda Tk. I
Sumbar supsaya
a. Mengharuskan setiap MEW membuat ranji untuk setisp
kaumnya yang sewaris terhadap sako dan pusako, sesuai
dengan perkembangan vang sda, disahkan oleh KAN
setempat seperti vyang telah ditentukan, dan perlu
dijelaskan kepada masing-masing anggota kaum yang
ada, sehingga jika terjadi sengketa bisa digunakan
sebagai pedoman atau bukti baik bagi kaum, sukv dan
nagari, maupun terhadap pengadilan dan badan pemerin-

tahan lainnya. Dengan adanyas surat keterangan semacam
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ini akan terlihat dengan jelas siapa yang benar-benar
berhak atas harta pusaka tinggi suatu kaum, dan
membantu hakim dalam menyelesaikan sengketa yang adsa.
Meningkatkan pengenalan ketentuan-ketentuan yang ada
mengenai waris adat khususnya dan hukum adat Minang-
kabau umumnya, kepada =mnak kemenskan sehingga genersa-
si yang akan datang juga punyz pengetahuan yang cukup
tentang hukum adatnya sendiri. Karena mereka merupa-
kan calon ninik mamak pemangku adat, yangZ nantinya
bukan saja sebagai penasihat yang baik bagi anak
kemenakannya dalam mengurus harta pusaka kaum dan
calon pemimpin nagari yang dinamis, tapi juge sebagai
kader pemimpin daerah yang mempunyai wawasan yang
luas ke masa depan.

Menetapkan LKAAM di tingkat propinsi sebagai lembaga
vang berwenang lebih lanjut dalam menyelesaikan
putusan KAN yang tidak dapat diterima oleh para
pihak, sebelum diajukan ke PN. Sehingga Pengadilan
Negeri betul-betul merupskan instansi terakhir untuk

mencari penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi.

2. Repada hakim-hakim PN di Sumbar, dissrankan

8.

Dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi, ha-
rus mendasarkan pada hukum adat. Untuk itu hendaknya
memahami betul-betul adat yang berlaku di Minangka-
bau, serta bagaimana kenyataan sesungguhnya yang
hidup dalam keluarga atau kaum di kampung atau desa,

perspektif hukum adat dari masyarakat di masa vyang
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akan datang, serta struktur sosial ekonomi dan hukum
kekeluargaan dilingkungan mans hakim itu bertugsas,
supsya putusan serta hukum yang diamarkannya dirasa-
kan adil dan tepat oleh masyarskat kampung, masyara-
kat hukum adat yvang bersangkutan. Jangan buat keputu-
san yang keliru mengenai persoalan harta tua masyara-
kat Minangkabauv ini karena sangat fatal akibatnyva,
jangan hanya berpegang pada =alat bukti yang ada di
persidangan saja, seperti surat dan keterangan saksi.
Sebaiknya dalsm menilai alat bukti ini dilibatkan
lembaga dan pars tetua adat yvang berwenang untuk itu.
b. Perkembangan dalam adat hendaklah diiketi, diteliti,
diresearch oleh para hakim-hakim dan segala putu-
sannysa berkenaan dengan adat haruslah sesuai dengan
perkembangan adat secara nyata dalam masyarakat. Hal
ini mungkin dilakukan dengan mengadakan kerjasama
vang lebih banyak antara pihak pengadilan dengan
lembaga-lembaga adat yang ada di Minangkabau, atau
juga pemerintah daerah, dengan mengadakan diskusi
ilmish, s=seminar, lokaskarya dan 1lain-lain menurut
hukum adat Minangkabau, khususnya pewarisan harts
pusaka tinggi.
Kepada pihak legislatif supaya segala peraturan vang
akan dikeluarkan selalu memperhatikan dan mempertimbang-
kan keberadaan hukum adat yang berlaku dalam setiap
daerah, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak menim-

bulkan permasalahan yvang baru dalam masyarakst.
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Bermaksud mengadakan penelitian /’survey / research.
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DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

JIn. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 34224, 34475 Padang

REKOMENDASI

No.B. 070/ O5 /Sospol/ I1 /1998,e
Tentang

I1zin Melaksanakan Penelitian/Survey

- Kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Kepala Dirsktorat Sosie-

al Politik Daoerah Tingkat I Jowa Tinur Nos 072/014E8/303/15%0 tongnal 19 Jo-
nupri 1958 perihal mohon izin cenelitign . .
dengan ini menyalgkan tid:ﬂc keberatan atas maksucf melaksanaka penelitian di Dacrah Sumatera Barat yang dilakukan

cleh :
Nama " SUKMARENI SHe
Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi, 16 Cktober 15a3,
Pekeryaan ths. Fassa Sarjana UNAIR Surabaya.
Alamat Jl. Dharmagwongsa Dalam Selutan Surobayce
Nomor Karltu Identn?§ 37972/303., 11[PP/].997.
Maksud Judul Penclitian Dalam rangka penulisan Thesis dengan judul -
. ) " PUTUSAN. PUTUSAN PENGADILAM MEGERI MENGCMAL
) Yt - PRWARISAN PADA ‘MASYARAKAT MINANG KABAU DI
SUMATERA BARAT,"
Lokasi/Tempot Penelitian: Kantor Pengadilon Negeri Podang,Kantor Pengad
© . dilan Tingol Podong, Habupoten Pess,Selatan,
Kodya Bukittinggl, Hodya Payakumbuh dan Kab,
50 Hota,
Waktu Penelitiaon t 26 Pelruari sfd., 28 Mei 1993,
dengan ketentuan sebagai berikut : -

o
1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta t.ujuzm penelitian

2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan ditaksanakan dengan menunjukan surat-surat
keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum menimgualkan Daerah perelitiannya kepada
PEMDA setempat

Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan Masyarakat setempat

4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur KDH Tk. I Sumbar Cq. Kadit
Sospol

5. Bilaterjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut
kembali

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana pertu

Padang, <3 Pebruari 1998 =
An.  GLIBER] ;l\ R KDH TINGKAT 1 SUMATERA BARAT
JREKTORAT SOSIAL POLITIK

epada Ybs.

EMBUSAN

Mendagri Cq. Dirjen Sospol di Jakarta
Dan Rem 032/Wirabraja di Padang
Kapolda Sumbar di Padang ™
Kajati Prop. Sumbar di Padang o5

Ketua Bappeda Tk. [ Sumbar di Padang
Pembantu Gubernur Sumbar Wil. I, 11, 111 Ss ZAINAL ABIDIN, 3w
Bo.Pengadilon Negeri Padang. PENATA NIP. 010074425, w~
Ka. Pangadilen Tinggi Podong, .

. Bupoti Kdh Tk,.II Pess.Selaton.

10. Wolikotomadyo Keh Tk,.II Bukittinggi,

1. Walikotomodyn Kdh Tk.II Payokumbuhe

12. Bupatl Kah Tk.II 50 Hotaog

13.Hadit, Sospol Dati I Jawa Timur,

lbe Araip, wen
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lo.artu Identitae ; 3772 / I03.11/i: /1707,

Alamat i J1l. Dharmavangsa Dalen dela-
tan Surabava ,
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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il PAYAKUMBUH

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jin. Sudirman Nomeor 17 Telp. 95713 Payakumbuh

REKOMENDASI
Nomeor : B.070/ 08 /Sospol/ III - 19 98.~

TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN / SURVEY

Bapak bar Na,B.OT9
Berdasarkan surat keterangan / rekomendasi dari, Bapak Gubernur Kdn. Tk, I Sum 2 /
2]

2z Peltruari 1 mélaKseackan Fel aelitiar qu.n. Ve,
FErr IS /.;..._, Fiv) ba..;, Fellualli /,._p qu. iR e G

dengan ini kami Pemerintah Daerah Tingkat i Kotamadya Payakumbui memberi izin unwk
penclitian Kepada

Nama . SUKMARENI, SH
Tempat/tgl. lahir . Bukittinggi, 16 Oktober 1963
S i Mhs.Pasca Sarjana UNAIR Surabaya,

Pekerjaan J1.Dharmawangsa Da’am Selatan Surabaya,
Alamat :

Kartu Identitas : 3772/363.11/PP/1997 . o
Maksud/tuiuan Penelitian . Dalam rangka penulisan Thesis dengan judul

WPITUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGEHI MENGENAI PEWARISAN PADA MASYARAKAT MINALG

YA RA TERA BARAT " |
Lb’l&gpf’ggelﬁ%fﬁ " = Pengedilan Negeri Payakumbuh,

Waktu Penelitian . 26 Februari S/d 28 Mei 1998,
Anggota Penelitian : -

dengankaterangan sebagai berikug o

Tidak boteh menyimpang dari kerangka serta wjuan penelitian.

Memberitahukan/melaperkan  diri  pada  Pemerintah  setempat  dan  menjelaskan  atas
kedatangannya serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu.

Memaruhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan
l‘l.\llS)‘liI."‘.!ki'l.l SCICI.“]J'J.[.

[ =]

[#1)

wh

Apabila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap kelentuan ketentuan tersebut diatas
maka surat keterangan / rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sehagaimana mestinya.

Payakumbuh, > Mavet 1996,
An. WALIKOTAMADYA KDH. TK 1 PAYAKUMRITH

KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
Bl ' K&suaag Tata Usaha,

{ SAIFUL MARTTIAS,. SH )

o
a ——

sy Penata Tk. I NIP. 410008666.—
TEMBUSAN
t. Yih. Bapak Gubernur Kdh. Tk. I Sumatera Barar c¢q. Kadit Sospol di Padang .
2. Yth. Bapak Pembantu Gubernur Sumbar Wilayah I di Bukittinggi.
3

Yth. Bapak Muspida Kodya Payakumbuh.
4, Sdr, Sukmareni, SH,
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Pavalurtuh 26225,

SURAT KSTTRANGAN.

¥o. i3.DG.HT.06.08,& 1008,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Plh. Panitera Pengndilan Negerd

Payakumbuh dengan ini menerangkan beahwa :

Nama : SUEEARTNT,SHe

Tempat lzhir ¢ Bukittingri.

Umr /Tgl.lahir ¢ 16 Oktober 1963,

Pekerjaan : Yhs. Pasca Sarjanz Unair Surabayae.

Alamat s Jin.Dharma vangsa Dalam Selatan Surabayae

bahwa yang namanya tersebut dintus telah mengadakan penelitian di Fenga-
dilan Negeri Fayskumbuh tentang " Putusan~Putusan Pengadilan Negeri menge
nai Pewarisan pada basysrokat Minangkabem di Sumatera Znrat " sejak tansgal

5 Maret 1998 s/d tangenl 12 linret 1998.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan

sebagaimano mestinyae.

Paynakumbuh, /2 laret 1998,

Plh. PANITERA PENGADILAN NIGTE
PAY AKUFBUE,

K . IIP., 0400327%53.-



PENGADILAN NEGERi PADANG

JL. KHATIB SULAIMAN NO. 80 TELP. 54195
PADANG, 25135

. - 699.-
Nomor :W3.DB HT.O4.Ok- 699 Padang, 11Maret 1998,
Lamp
Hal -Surat Keterargan Pereli- _ . KEPADA YTH :

tiar atas nama ; SUKMARE-

NIy GHemmmmmmmmmmmmm e e = Bapak Rektor yniversitas Air-

‘ largga,
di -

SURA BAY Ae .

SURAT KETERAMGAN

Kami yarg bertanda tangan dibawah iri, panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri padang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a = a : SUKMAREMI, SH.

Tempat/Tgl.lahir . Bukittinggi, 16 Oktober 1963.

Alam at : Jl.Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya.
Pekerjaan . Mhs.pascasarjanma UM IR Surabaya.

FIM : 099612171 / M.

Yang mara nama tersebut diatas berar telah melakukan perelitianr

di pergadilar Megeri padang, serta telah diberikan bimbirgan seper-
lurya dalam rargka peryelesaiar Skripsir-ya yarg berjudul :

"PYUTUSA N-PUTUSAN PENGADIIAN NEGERI MEMGADILIAN PEWARISAM PADA MASYa-
RAKAT MIFMANMGKABAU DT SUMATERY BiRAT ( KAJIAY YURIDIS TEFTANG SEMG-

KETA HARTA PUSAKA)".,
Demikianlah surat keterarcar iri diouat urtuk dapat dipergu-

rakan sebagaimana wmestinya.-

FEGERI PADA MG,
PERDATA 4




PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. [ PESISIR SELATAN

[FESISIMSELATANY
Nl KANTOR SOSIAL POLITIK

\ Ay JLN. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21002
A PAINAN
? -
Nemer t B.070/14/KSP/P5/111-1998, PAINAN, 2 M ARET 1998
Lapiran t —— -
Porihal t Izin Penclition A/ne Kepaaua
A SUK:HARGNL SH o Ythe 3dr. KETUA PENGADLLAN NEGERI
' PALNAR .
. -
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Donpon hernat
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Bordasarken surat rokemondasi dari Gubernur Kepala Doorah Tk I
Sunot ora Barat Nes B.0704205/505#0L/IL/1998 tanggol 23 Pebruuri 1,%6
Forihal yang sama dengon 1o%ok surat ini, Torsasa dad diveritahokon

Kopcdo Saudereo bohwa ckon dotong Kokanter Soudara Seerang Pencliti ¢

FITUSAH FOTUSAN PuNGAULLAN jige
GERIMENGENAI PEWARISAN Prid dAia-
SYARLEAL MINAKG KABAU Li o L lsRA

LALAL .

\

\

Yoitu @

|

| N&MaA t SUKMARENL oH .

i TEMPAT /TGL LAHI® @ Tukittingsi, 16 Oktchar 1063,

‘ ' Poker joon t Mue.Pasca Sorjana UNLALS surohoya
Alamat 3} Jin. Donavangsn Dalow Soloton wu=

robaya

| N. Kartu Identitas 3 3772/J03.11/FP/19%7 .

|

| Moksud / Tu juan T PLIULISAN ThESLS DENGAN JUDIL

|

|

|

Taupat/Lekasi Peonolitian i KANIOR PENGAULEAN Liuchi DA=-
LHAN LI SALIDC

Woktu Penolitian t 26 PLEBRUARL S/D 20 MAL 1995 .

Anizgeta P oeny e

Sohubungnn dongan hol toracbut disntas dan untuk kelancocrn Tynelie-

tian dimoksud sangat dihorapkan bantuan dari Soudara .

dgadliontah Saudars moklum dun terimah kasih .-
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2+ Sdr. PENELITI .
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PENGADILAN NEGERI PAINAKN .
JL. RaYA MEDAN SABAH SALIDO .
TELP. ( 0756 ) 21105 .
PAINAN( 25651 )o—

| SURAT-KETERANGATN
i NO. W3-DC.UM.02,02- /ZJ' TH. 1998.

Yang bertandns tangon dibawch ini PIH ( Pejobat Peloksannon-
Horian ) Pe"gﬂ.dlln.:" Negeri Painaon, me-_erp::gk?n bzhwe
Nanaga ¢ SUKMARENI, SH .

Tenpat/Tgl Lehir : Bukit Tinggi/16 Oktober 1963 .
No. Kortu Identitas : 3772/J03.11/PP/1997 .

Peker jaan 2 lhs, Pasez Sarjona UNAIR Surabayz
Alamat J1n. Damawangsa Dalom Selatan -

Suraboya .

| Telch melokukon penelition di Pengadilon Negeri Painmn

delom rangke menghimpun dats untuk keperlunn penyusun~n Thesis
dengon judul " PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI PEWARISAN

| PADA MASYARAKAT MINANG KABAU DI SUMATERA BARAT "

Demikinanloh surat keternngan ini di buat untuk dapst di -
pergunnkon .-

'J

n, 6 Moret 1998.-~
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